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Prakata

Pertama-tama, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
segala nikmat dan karunia-Nya, yang memungkinkan kita dapat
menyusun buku ini. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan
pemahaman yang mendalam mengenai hukum pembuktian dalam
konteks tindak pidana.

Hukum pembuktian adalah salah satu aspek krusial dalam sistem
peradilan pidana. Proses pembuktian yang baik dan benar bukan hanya
menentukan nasib individu yang dihadapkan pada hukum, tetapi juga
menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam buku
ini, kami berusaha untuk menjelaskan berbagai asas dan prinsip yang
melandasi hukum pembuktian, serta tantangan yang sering dihadapi
dalam praktiknya.

Kami berharap buku ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat bagi
mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum yang
ingin memahami lebih jauh tentang hukum pembuktian. Semoga
penjelasan dan contoh-contoh yang disajikan dapat memudahkan
pembaca dalam memahami kompleksitas hukum ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat
memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua dalam menegakkan
keadilan.

Selamat membaca!
Karawang, 02 April 2025

Penulis

Dr.H.Iwan Rasiwan,SH.,MH
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Pengenalan Hukum
Pembuktian Pidana

emahaman yang mendalam tentang Hukum
PPembuktian Pidana memiliki urgensiyang sangat

tinggi karena merupakan inti dari proses peradilan pidana
dalam menentukan benar atau tidaknya seseorang melakukan
tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana, pembuktian
menjadi alat utama untuk menjamin keadilan, kepastian
hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi
terdakwa dan korban. Tanpa pemahaman yang tepat
mengenai prinsip, alat, dan prosedur pembuktian, proses
penegakan hukum rentan terhadap penyimpangan,
kriminalisasi yang salah, atau vonis yang tidak adil. Oleh
karena itu, mahasiswa hukum, aparat penegak hukum, dan
praktisi hukum wajib memahami hukum pembuktian pidana
secara komprehensif agar mampu menjalankan proses
peradilan yang objektif, transparan, dan sesuai dengan asas

hukum yang berlaku.



A. Pengertian Hukum Pembuktian Pidana

Hukum pembuktian pidana adalah cabang hukum
yang mengatur tata cara, mekanisme, dan prinsip-prinsip
yang harus diikuti dalam membuktikan suatu peristiwa
pidana di pengadilan. Hukum pembuktian pidana
merupakan kaidah-kaidah yang menentukan alat bukti
yang sah, cara penggunaannya, serta standar minimal yang
harus dipenuhi untuk mencapai keyakinan hakim dalam
menjatuhkan putusan. Dalam perspektif Van Bemmelen,
hukum pembuktian pidana tidak hanya berfungsi sebagai
pedoman bagi hakim dalam menilai alat bukti tetapi juga
sebagai perlindungan bagi terdakwa agar tidak dihukum
tanpa bukti yang cukup. Dengan demikian, hukum
pembuktian pidana bertujuan untuk memastikan bahwa
hanya individu yang benar-benar terbukti bersalah
berdasarkan alat bukti yang sah yang dapat dikenai
hukuman (Rohman et al., 2024).

Hukum pembuktian pidana memiliki peran sentral
dalam menegakkan prinsip presumption of innocence,
yang berarti setiap orang harus dianggap tidak bersalah
sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap. Oleh karena itu, setiap proses pembuktian
harus dilakukan dengan cermat, objektif, dan berdasarkan
asas legalitas. Prinsip ini menegaskan bahwa pembuktian

bukan hanya tentang mencari kebenaran formal, tetapi



juga memastikan bahwa proses yang digunakan dalam
pembuktian memenuhi standar keadilan yang berlaku.
Hukum pembuktian pidana menjadi bagian dari jaminan
bagi setiap individu untuk mendapatkan perlakuan hukum
yang adil dan tidak sewenang-wenang, sehingga setiap
putusan yang dijatuhkan memiliki legitimasi yang kuat
dalam sistem peradilan pidana.

Secara normatif, hukum pembuktian pidana diatur
dalam berbagai peraturan perundang-undangan di
Indonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai alat bukti
yang sah, tata cara pembuktian, serta hak dan kewajiban
para pihak dalam proses pembuktian. Pasal 184 KUHAP
menetapkan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan
keterangan terdakwa. Ketentuan ini menjadi dasar bagi
hakim dalam menilai apakah suatu perbuatan pidana telah
terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku (Dianti, 2024).

Selain KUHAP, hukum pembuktian pidana juga
merujuk pada berbagai peraturan khusus, seperti Undang-
Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki

ketentuan pembuktian yang lebih spesifik. Dalam



perkembangannya, hukum pembuktian pidana juga
dipengaruhi oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi
yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam
proses pembuktian. Misalnya, dalam Putusan MK No.
65/PUU-VIII/2010, Mahkamah menegaskan bahwa alat
bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat digunakan
dalam persidangan, menegaskan pentingnya due process
of law dalam hukum pembuktian pidana di Indonesia.
Ruang Lingkup Hukum Pembuktian Pidana

Hukum pembuktian pidana memiliki cakupan yang
luas, mencakup aspek teori, prinsip, hingga penerapan
pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Menurut R.
Soesilo (2001), objek kajian utama dalam hukum
pembuktian pidana meliputi alat bukti, beban pembuktian,
danstandar pembuktian yang harus dipenuhi dalam setiap
proses peradilan. Alat bukti harus memenuhi Kkriteria
relevansi dan keabsahan agar dapat diterima dalam proses
persidangan. Sementara itu, beban pembuktian menjadi
tanggung jawab jaksa penuntut umum untuk
membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan asas in
dubio pro reo, yang berarti keraguan dalam pembuktian
harus berpihak kepada terdakwa.

Lebih lanjut, kajian dalam hukum pembuktian
pidana juga mencakup aspek psikologis dan sosiologis

dalam proses persidangan. Menurut Jeremy Bentham



(1988), pembuktian dalam hukum pidana bukan hanya
sekadar proses teknis, tetapi juga berhubungan erat
dengan aspek kepercayaan masyarakat terhadap sistem
peradilan. Keabsahan suatu putusan tidak hanya
bergantung pada kekuatan alat bukti, tetapi juga pada
kredibilitas proses yang ditempuh untuk memperoleh
bukti tersebut. Oleh karena itu, hukum pembuktian pidana
tidak hanya berfokus pada aspek hukum murni, tetapi juga
pada bagaimana hukum itu diterapkan dalam praktik
peradilan yang berorientasi pada keadilan substantif.

Hukum pembuktian pidana memiliki hubungan
erat dengan hukum acara pidana, karena keduanya saling
berkaitan dalam mengatur proses peradilan pidana yang
adil dan efektif. Menurut G. P. Fletcher (2000), hukum
acara pidana memberikan kerangka kerja prosedural yang
mengatur bagaimana proses pembuktian harus dilakukan,
sedangkan hukum pembuktian memberikan pedoman
substantif dalam menilai kebenaran suatu fakta di
persidangan. Tanpa hukum acara pidana yang jelas, hukum
pembuktian tidak dapat dijalankan secara efektif dalam
sistem peradilan.

Hukum acara pidana menetapkan tahap-tahap
proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, hingga persidangan, dan dalam setiap tahap

tersebut hukum pembuktian memiliki peran penting.



Misalnya, dalam tahap penyidikan, hukum pembuktian
berfungsi untuk menentukan apakah ada cukup alasan
untuk melanjutkan suatu perkara ke tahap penuntutan.
Sementara itu, dalam tahap persidangan, hukum
pembuktian berfungsi untuk memastikan bahwa
keputusan yang diambil hakim benar-benar didasarkan
pada fakta hukum yang terbukti secara sah dan
meyakinkan. Dengan demikian, hukum pembuktian
pidana tidak bisa dipisahkan dari hukum acara pidana,
karena keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan
sistem peradilan yang adil dan transparan.
Peran Hukum Pembuktian Pidana dalam Menjamin
Keadilan dan Kepastian Hukum

Hukum pembuktian pidana berperan penting dalam
memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum dapat
ditegakkan dalam setiap proses peradilan pidana. Sistem
pembuktian yang baik harus mampu menyeimbangkan
antara perlindungan terhadap hak asasi terdakwa dan
kepentingan publik dalam penegakan hukum. Pembuktian
yang dilakukan secara objektif dan berdasarkan prinsip
legalitas akan menghindarkan praktik kriminalisasi yang
sewenang-wenang, serta memastikan bahwa hanya
individu yang benar-benar bersalah yang dijatuhi

hukuman.



Dalam konteks Indonesia, keadilan dan kepastian
hukum dalam pembuktian juga diperkuat dengan prinsip
due process of law, yang menekankan pentingnya
transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Jika
hukum pembuktian tidak diterapkan secara benar, maka
dapat terjadi kesalahan dalam putusan, yang berakibat
pada vonis yang tidak sesuai dengan keadilan substantif.
Oleh karena itu, hukum pembuktian pidana harus selalu
dikaji dan diperbarui agar tetap relevan dengan
perkembangan zaman serta kebutuhan hukum yang

dinamis.

. Manfaat dan Tujuan Hukum Pembuktian Pidana
Manfaat Hukum Pembuktian Pidana dalam Proses
Peradilan

Hukum pembuktian pidana memiliki peran krusial
dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan
secara objektif dan adil. Menurut Wigmore (1935),
pembuktian yang sah harus mengikuti prinsip-prinsip
legalitas dan objektivitas, sehingga keputusan hakim dapat
didasarkan pada fakta yang benar-benar terbukti, bukan
asumsi atau dugaan semata. Prinsip ini bertujuan untuk
menjaga integritas sistem peradilan serta menghindari
bias dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya,

proses pembuktian yang objektif melibatkan penggunaan



alat bukti yang diatur dalam hukum dan dihadirkan dalam
persidangan dengan kesempatan yang sama bagi semua
pihak untuk menyajikan dan menguji bukti tersebut.
Dengan demikian, hukum pembuktian memastikan bahwa
setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan
pidana mendapatkan perlakuan yang adil tanpa adanya
intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Hukum pembuktian pidana juga berfungsi untuk
menghindari  kesalahan dalam pemidanaan dan
kriminalisasi yang salah. Sejarah menunjukkan bahwa
banyak kasus di mana seseorang dihukum secara keliru
akibat kurangnya bukti atau kesalahan dalam prosedur
pembuktian. Menurut Sudikno Mertokusumo (2009),
kesalahan dalam pembuktian dapat mengarah pada
pelanggaran hak asasi manusia dan mencederai
kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh
karena itu, penerapan hukum pembuktian yang ketat
membantu dalam memastikan bahwa hanya mereka yang
benar-benar bersalah yang akan dihukum, sementara
mereka yang tidak bersalah mendapatkan perlindungan
hukum yang layak. Dengan demikian, hukum pembuktian
pidana berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi
individu dan  masyarakat dari = kemungkinan

penyalahgunaan wewenang dalam sistem hukum pidana.



Tujuan Hukum Pembuktian Pidana dalam Memastikan
Keabsahan dan Validitas Putusan

Salah satu tujuan utama hukum pembuktian pidana
adalah menghasilkan putusan yang berbasis pada fakta
dan bukti yang sah. Menurut Jeremy Bentham (1988),
sistem pembuktian yang baik harus dapat menghilangkan
segalabentuk ketidakpastian dalam persidangan, sehingga
keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan
realitas hukum yang terjadi. Dengan adanya aturan yang
jelas mengenai alat bukti yang dapat digunakan, hukum
pembuktian memberikan dasar yang kuat bagi hakim
untuk menilai perkara secara objektif dan menyusun
putusan berdasarkan bukti yang dapat
dipertanggungjawabkan. Keabsahan putusan sangat
bergantung pada kualitas pembuktian yang dilakukan,
sehingga setiap alat bukti yang diajukan harus diuji
keabsahannyaberdasarkan prosedur hukum yangberlaku.

Selain itu, hukum pembuktian juga memiliki peran
penting dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana
dari penyalahgunaan wewenang. Tanpa aturan yang ketat
mengenai pembuktian, sistem peradilan rentan terhadap
praktik manipulasi, pemalsuan bukti, serta intervensidari
pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Menurut
Yahya Harahap (2016), hukum pembuktian pidana

menjadi mekanisme kontrol yang memastikan bahwa



proses peradilan tidak digunakan sebagai alat politik atau
sebagaisarana untuk menekan kelompok tertentu. Dengan
adanya ketentuan pembuktian yang jelas, hukum dapat
memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat
dalam suatu perkara, baik terdakwa, korban, maupun
masyarakat secara umum. Kepastian hukum ini tidak
hanya penting bagi individu yang berhadapan dengan
hukum, tetapi juga bagi kredibilitas dan kepercayaan
masyarakat terhadap institusi peradilan (Hawasara et al,
2022).
Relevansi Hukum  Pembuktian Pidana dalam
Perlindungan Hak-Hak Terdakwa dan Korban

Hukum pembuktian pidana memiliki relevansiyang
tinggi dalam menjamin hak terdakwa untuk mendapatkan
pembelaan yang adil. Prinsip dasar dalam sistem peradilan
pidana adalah presumption of innocence atau asas praduga
tak bersalah, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap
tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya dalam
persidangan yang sah. Menurut Fletcher (2000),
pembuktian dalam hukum pidana harus dilakukan dengan
standar yang tinggi, yaitu beyond reasonable doubt,
sehingga tidak ada ruang bagi keraguan dalam
menjatuhkan hukuman. Standar ini bertujuan untuk
melindungi terdakwa dari kemungkinan kriminalisasi

yang tidak berdasar dan memberikan kesempatan bagi
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mereka untuk melakukan pembelaan dengan bukti yang
memadai. Dalam konteks ini, hukum pembuktian pidana
berperan sebagai alat yang memastikan bahwa hak-hak
terdakwa tetap terlindungi selama proses hukum
berlangsung.

Di sisi lain, hukum pembuktian pidana juga
melindungi hak korban dalam memperoleh keadilan
melalui proses hukum yang benar. Dalam banyak kasus,
korban kejahatan sering kali menghadapi kesulitan dalam
membuktikan peristiwa yang mereka alami, terutama
dalam kasus-kasus seperti kekerasan seksual atau tindak
pidana korupsi yang melibatkan pihak berkuasa. Menurut
Mahkamah Internasional (2007), sistem pembuktian yang
baik harus mampu memberikan ruang bagi korban untuk
menyampaikan keterangan mereka dengan mekanisme
yang adil dan transparan. Selain itu, hukum pembuktian
juga harus menghindari penyalahgunaan alat bukti yang
dapat merugikan salah satu pihak, baik terdakwa maupun
korban. Penggunaan bukti yang diperoleh secara ilegal,
seperti penyadapan tanpa izin atau pengakuan yang
diperoleh melalui penyiksaan, dapat mengarah pada
pelanggaran hak asasi manusia dan menciptakan
ketidakadilan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu,
hukum pembuktian pidana tidak hanya bertujuan untuk

menegakkan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa
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proses hukum berjalan secara etis dan berlandaskan

keadilan substantif.

. Asas-asas Hukum Pembuktian Pidana

Asas Praduga Tak Bersalah
Asaspraduga tak bersalah merupakan prinsip hukum
yang menjamin bahwa setiap individu yang disangka,
ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili harus dianggap
tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di
Indonesia, antara lain:
1. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
o Dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c
disebutkan: “Setiap orang yang disangka,
ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau
dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib
dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan
memperoleh kekuatan hukum tetap.”
2. UU Kekuasaan Kehakiman (Pasal 8 ayat (1))
o 'Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,
dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan
wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada

putusan  pengadilan = yang  menyatakan
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kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan

hukum tetap.”

3. UU Hak Asasi Manusia (UU HAM) (Pasal 18 ayat (1))

o '"Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau
dituntut karena disangka melakukan tindak
pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai
dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu
sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan
hukum yang diperlukan untuk pembelaannya,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, asas praduga tak

bersalah memiliki beberapa implikasi penting:

Beban pembuktian berada pada jaksa penuntut umum,
bukan pada terdakwa.
Terdakwa tidak diwajibkan membuktikan
ketidakbersalahannya.
Hakim harus memutuskan perkara berdasarkan bukti

yang sah dan meyakinkan.

Prinsip ini juga mencakup beberapa aspek fundamental

dalam sistem peradilan pidana, antara lain:

Prinsip  pembuktian: Jaksa  penuntut wajib
membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti
yang sah.

Prinsip kebebasan: Terdakwa tidak boleh ditahan

SecCdra sewenang-wenang.
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e Prinsip Kkesetaraan: Semua pihak dalam proses
peradilan harus diperlakukan secara adil dan tidak
diskriminatif.

e Prinsip independensi: Hakim harus memutuskan
perkara secara objektif tanpa tekanan eksternal.

e Perlindungan hak asasi individu: Mencegah
penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak
hukum.

e Prinsip keadilan: Keputusan pengadilan harus
didasarkan pada bukti yang kuat, bukan asumsi atau
prasangka.

Dengan demikian, asas praduga tak bersalah menjadi pilar

utama dalam sistem peradilan yang adil dan transparan.

Asas Due Process of Law (Proses Hukum yang Adil)

Asas due process of law menjamin bahwa setiap
individu memiliki hak atas perlakuan yang adil serta
prosedur hukum yang sesuai sebelum dijatuhi hukuman

atau sanksi. Konsep ini berasal dari Magna Charta 1215

dan menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh

kehilangan nyawa, kebebasan, atau hak miliknya tanpa
melalui proses hukum yang adil.
Dalam hukum Indonesia, asas ini diatur dalam UU

Kekuasaan Kehakiman, yang mencakup:

1) Kesetaraan di depan hukum (equality before the law).
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2)

3)

4)

Putusan pengadilan harus didasarkan pada alat bukti
yang sah.

Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan hanya boleh dilakukan atas dasar hukum
yang sah.

Setiap orang yang disangka atau dituntut wajib
dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Asas due process of law dalam pembuktian pidana meliputi

beberapa hak penting bagi terdakwa, antara lain:

1

2)
3)

4)

5)
6)

Hak wuntuk mengetahui bukti dan mengajukan
pembelaan.

Hak untuk menghadiri persidangan.

Hak atas bantuan hukum bagi yang tidak mampu
secara finansial.

Hak untuk menyampaikan pembelaan dan mengajukan
bukti.

Hak atas penilaian bukti yang objektif oleh hakim.

Hak atas putusan yang adil berdasarkan fakta dan

hukum.

Asas ini berfungsi untuk memastikan transparansi dan

integritas sistem peradilan, serta mencegah kesewenang-

wenangan dalam proses hukum (Indonesia, 1981).
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Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan dalam hukum pembuktian
pidana menekankan pentingnya keadilan dalam proses
pembuktian dengan memperhatikan hak dan kepentingan
semua pihak. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga
keseimbangan antara hak terdakwa dalam membela diri
dan kewajiban jaksa untuk membuktikan kesalahan
terdakwa.
Beberapa aspek penting dalam asas keseimbangan
meliputi:
1) Keseimbangan antara hak individu dan kepentingan
publik.
2) Pembagian beban pembuktian yang adil.
3) Perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam
proses pengumpulan bukti.
4) Kesempatan yang setara bagi jaksa dan terdakwa
untuk mengajukan bukti.
5) Penilaian bukti yang objektif oleh hakim.
Asas ini bertujuan untuk menjamin proses peradilan yang
adil serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam
sistem peradilan pidana.
Asas Kebenaran Materil
Asas kebenaran materiil dalam hukum acara pidana
mengacu pada upaya untuk mengungkap kebenaran

secara menyeluruh mengenai fakta-fakta yang terjadi
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dalam suatu kasus pidana. Berbeda dengan kebenaran
formil yang hanya berfokus pada aspek prosedural,
kebenaran materiil bertujuan untuk memastikan bahwa
keputusan hukum didasarkan pada fakta yang sebenarnya.
Asas ini mengharuskan aparat penegak hukum, termasuk
penyidik, jaksa, dan hakim, untuk:
1) Menggali dan mengungkap fakta secara menyeluruh.
2) Menilai setiap alat bukti dengan cermat dan obyektif.
3) Tidak hanya bergantung pada pengakuan terdakwa,
tetapi juga bukti lain yang mendukung kebenaran
kasus.
4) Memastikan bahwa keputusan pengadilan tidak hanya
memenuhi aspek hukum, tetapi juga mencerminkan

kebenaran yang sesungguhnya.
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Bab 11

Teori Pembuktian

rgensi memahami Teori Pembuktian dalam
Uhukum pidana terletak pada fungsinya sebagai
dasar konseptual dan metodologis dalam menilai kebenaran
atas suatu peristiwa pidana. Teori pembuktian membantu
memberikan kerangka berpikir ilmiah bagi hakim, jaksa,
penasihat hukum, dan mahasiswa hukum untuk menilai
apakah suatu bukti benar-benar sah, relevan,dan cukup untuk
menyimpulkan adanya kesalahan atau ketidaksalahan
terdakwa. Dengan memahami konsep pembuktian, parameter
yang digunakan untuk menilai kekuatan pembuktian, serta
prinsip-prinsip pembuktian yang dianut dalam sistem
peradilan, para penegak hukum dapat menghindari penilaian
yang subjektif dan tetap menjunjung tinggi asas keadilan.
Teori pembuktian juga membekali mahasiswa hukum agar
memiliki kecakapan analisis yang tajam dalam mengkaji suatu
kasus pidana, baik dalam konteks akademik maupun praktik
profesional. Pemahaman ini memungkinkan mereka untuk
mengkritisi bagaimana pembuktian dilakukan di ruang sidang
dan menilai apakah proses tersebut telah memenuhi standar

hukum yang berlaku.
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A. Konsep Pembuktian

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia,

konsep pembuktian memiliki posisi sentral dan
fundamental. Proses pembuktian adalah mekanisme legal
yang digunakan oleh aparat penegak hukum, khususnya
jaksa penuntut umum, untuk menghadirkan bukti-bukti
sah yang bertujuan meyakinkan hakim bahwa telah terjadi
suatu tindak pidana, sertabahwa terdakwalah pelaku yang
bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
Pembuktian dalam hukum acara pidana tidak semata-
mata bersifat teknis, tetapi mencerminkan prinsip
keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian
hukum. Ia menjadi penentu utama bagi hakim dalam
membuat putusan akhir terhadap nasib terdakwa—
apakah dinyatakan bersalah atau tidak bersalah.

Beberapa ahli memberikan definisi yang menyoroti esensi

pembuktian:

e Subekti menyebut bahwa pembuktian adalah “upaya
untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau
dalil-dalil ~ yang  dikemukakan dalam suatu
persengketaan.” Meskipun definisi ini berasal dari
perspektif perdata, prinsip dasarnya juga berlaku
dalam hukum pidana: yaitu keharusan untuk

menghadirkan bukti yang logis, sah, dan relevan.
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e Sudikno Mertokusumo menjelaskan pembuktian
sebagai “upaya untuk memberi dasar-dasar yang
cukup kepada hakim yang memeriksa perkara untuk
memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa
hukum yang diajukan.”

Dari perspektif hukum pidana, pembuktian berfungsi
sebagai jembatan antara fakta-fakta peristiwa dengan
pertanggungjawaban hukum, yang pada akhirnya
membentuk dasar keputusan hakim dalam menjatuhkan
putusan pidana. Oleh karena itu, pembuktian bukan hanya
aspek teknis prosedural, tetapi juga mencerminkan
integritas proses peradilan pidana itu sendiri.

Tujuan Pembuktian

Tujuan utama dari pembuktian dalam hukum acara
pidana adalah untuk mengungkap kebenaran materiil

(material truth), yaitu kebenaran yang sesuai dengan

kenyataan sesungguhnya, bukan sekadar kebenaran

formal berdasarkan dokumen atau prosedur.

Secara rinci, tujuan pembuktian mencakup:

e Menetapkan bahwa suatu peristiwa pidana benar-
benar terjadi, dan bukan merupakan hasil rekayasa
atau kesalahan tuduhan.

e Menunjukkan bahwa terdakwalah pelaku dari
peristiwa pidana tersebut, melalui proses penilaian

terhadap alat-alat bukti yang sah.
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e Melindungi hak-hak terdakwa agar tidak dihukum
secara sewenang-wenang tanpa dasar pembuktian
yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

e Menjamin bahwa sistem hukum bekerja secara adil,
objektif, dan sesuai prosedur, sehingga memperkuat
kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Dalam  praktiknya, pembuktian menjadi arena
pertarungan argumentasi hukum antara pihak penuntut
dan pembela. Masing-masing pihak berkewajiban untuk
menyampaikan dan menilai bukti yang tersedia,
sedangkan hakim bertindak sebagai pihak yang
independen dalam menilai bobot dan kekuatan
pembuktian tersebut.

Barang Bukti dan Hubungannya dengan Konsep

Pembuktian

Barang bukti dalam hukum pidana memiliki peranan
penting dalam proses pembuktian. Dalam konteks ini,
barang bukti adalah benda yang berhubungan langsung
atau tidak langsung dengan tindak pidana dan dapat
digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Barang bukti bisa berupa:

o Benda bergerak atau tidak bergerak

e Benda berwujud atau tidak berwujud (misalnya data

elektronik)
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Objek yang ditemukan di TKP, hasil forensik, rekaman
CCTV, dlL

Agar dapat digunakan sebagai alat bukti sah dalam

persidangan, barang bukti tersebut harus memenuhi

syarat-syarat atau konsep pembuktian yang meliputi:

1.

Diperkenankan oleh Undang-Undang

Suatu barang bukti hanya dapat digunakan bila diatur
secara eksplisit oleh peraturan hukum sebagai alat
bukti yang sah. Misalnya, dalam Pasal 184 KUHAP
disebutkan jenis alat bukti yang sah.

Relevansi dengan Tindak Pidana

Harus terdapat keterkaitan langsung antara barang
bukti dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa.
Barang yangtidak relevan tidak dapat diajukan sebagai
alat pembuktian.

Keabsahan dan Keandalan (Reliability)

Barang bukti harus diperoleh dengan cara yang sah,
tanpa pelanggaran hukum, dan dapat
dipertanggungjawabkan keasliannya.

Tidak Bertentangan dengan Hukum

Bukti yang diperoleh melalui cara-cara ilegal seperti
penyiksaan, pemalsuan, atau tanpa izin sah, dianggap
tidak memiliki nilai pembuktian dan harus
dikesampingkan (exclusionary rule).

Dapat Dievaluasi oleh Hakim
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Hakim memiliki wewenang untuk menilai kekuatan
pembuktian dari setiap barang bukti. Evaluasi ini
bersifatbebas tetapi terikat pada prinsip logika, hukum
acara, dan etika peradilan.
Pembuktian menjadi ruang di mana seluruh prinsip
keadilan diuji—apakah dakwaan yang diajukan memiliki
dasar yang dapat diterima akal sehat dan hukum, serta
apakah  terdakwa  benar-benar pantas dimintai

pertanggungjawaban pidana.

. Parameter Pembuktian

Parameter pembuktian dalam hukum acara pidana
merupakan kerangka konseptual dan normatif yang
digunakan untuk memahami dan menilai bagaimana suatu
pembuktian dilaksanakan, diproses, dan dinilai dalam
sistem peradilan pidana. Parameter yang berjumlah enam
ini tidak hanya menentukan jenis dan bentuk pembuktian
yang dapat diterima, tetapi juga mencerminkan asas
legalitas, asas keadilan, serta fungsi kontrol terhadap
wewenang hakim.

1. Bewijstheorie: Teori Pembuktian dalam Hukum
Pidana

Bewijstheorie merupakan istilah dalam bahasa

Belanda yang berarti “teori pembuktian” dan

digunakan untuk menggambarkan pendekatan atau
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sistem yang dipakai oleh hakim dalam menilai,
menerima, dan memutus suatu perkara pidana
berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam
persidangan. Dalam sistem hukum pidana, peran
hakim tidak hanya sebagai penengah, tetapi juga
sebagai penilai utama dari fakta hukum yang
dibuktikan melalui proses persidangan. Oleh karena
itu, penting bagi sistem peradilan untuk memiliki
kerangka normatif dan metodologis dalam
menentukan sejauh mana suatu alat bukti dapat
diyakini kebenarannya dan dipakai sebagai dasar
menjatuhkan putusan pidana.

Setiap sistem hukum memiliki pendekatan
tersendiri dalam pembuktian, dan pendekatan inilah
yang dikenal sebagai Bewijstheorie. Teori ini tidak
hanya menentukan apa saja alat bukti yang sah, tetapi
juga bagaimana hakim harus menilainya—apakah
hakim diberi kebebasan sepenuhnya untuk menilai,
ataukah ia terikat pada ketentuan jumlah dan jenis alat
bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam sejarah hukum pembuktian, dikenal
empat teori utama atau Bewijstheorie yang
berkembang dan dipraktikkan di berbagai negara serta
dalam berbagai periode sejarah sistem peradilan

pidana, yaitu:
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Positief Wettelijk Bewijstheorie (Teori Pembuktian
Positif Menurut Undang-Undang)

Teori ini mengharuskan hakim untuk berpegang
teguh pada Kketentuan perundang-undangan secara
kaku. Artinya, hukum secara eksplisit menetapkan
jenis dan jumlah alat bukti yang harus ada untuk
menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa. Jika alat
bukti tidak memenuhi syarat tersebut—meskipun
hakim merasa yakin akan kesalahan terdakwa—maka
hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman. Dalam
sistem ini, keyakinan pribadi hakim tidak memiliki
tempat, dan semua keputusan semata-mata harus
sesuai dengan formula pembuktian yang telah
ditentukan undang-undang.

Contoh penerapan teori ini terjadi pada masa
hukum pidana klasik di Eropa, di mana putusan hakim
sangat dibatasi oleh jumlah bukti dan tidak
mempertimbangkan intuisi atau keyakinan hakim.
Meskipun menjamin kepastian hukum, teori ini sering
dianggap kaku dan tidak fleksibel, serta dapat
menyebabkan putusan yang tidak adil jika kenyataan di
lapangan tidak sesuai dengan struktur bukti formal.
Conviction Intime (Keyakinan Intim Hakim)

Berbanding terbalik dengan teori sebelumnya,

teori ini memberikan kebebasan penuh kepada hakim
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untuk memutus perkara berdasarkan keyakinan
pribadinya, tanpa harus terpaku pada jenis atau jumlah
alat bukti tertentu. Selama hakim memiliki keyakinan
bahwa terdakwa bersalah (atau tidak bersalah), maka
ia boleh menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan
tersebut.

Meskipun memberikan ruang besar bagi
otonomi hakim, teori ini dikritik karena minimnya
kontrol hukum terhadap keputusan hakim, sehingga
membuka kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan
dan bertentangan dengan prinsip keadilan prosedural.
Tanpa dasar bukti yang jelas, keputusan bisa bersifat
subjektif dan sulit diuji secara objektif. Oleh karena itu,
sistem ini jarang diadopsi secara penuh dalam sistem
peradilan modern.

Conviction Raisonnée (Keyakinan Rasional)

Conviction raisonnée merupakan bentuk
kompromi antara dua teori sebelumnya. Dalam sistem
ini, hakim boleh menggunakan keyakinannya untuk
menjatuhkan putusan, namun keyakinan tersebut
harus disertai dengan penalaran yang logis dan
rasional, serta didukung oleh bukti-bukti yang relevan.
Dengan kata lain, keputusan hakim harus dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum maupun logika.
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Teori ini dianggap lebih seimbang karena
menggabungkan fleksibilitas keyakinan hakim dengan
tuntutan objektivitas pembuktian. Hakim tidak
terkungkung pada jumlah atau jenis alat bukti tertentu,
tetapi tetap harus menunjukkan alasan yang masuk
akal mengapa ia mempercayai atau menolak suatu alat
bukti. Banyak sistem hukum modern mengadopsi
prinsip ini dalam praktiknya, meskipun tidak selalu
secara eksplisit.

Negatief Wettelijk Bewijstheorie (Teori Pembuktian
Negatif Menurut Undang-Undang)

Teori ini adalah sistem yang digunakan dalam
hukum acara pidana Indonesia saat ini dan diatur
dalam Pasal 183 KUHAP. Menurut ketentuan tersebut,
seorang hakim baru boleh menjatuhkan putusan
pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim
memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Negatief wettelijk merupakan kombinasi antara
teori positif (alat bukti harus sah menurut undang-
undang) dan teori keyakinan (harus timbul keyakinan
dari hakim). Sistem ini diharapkan dapat menjaga
keseimbangan antara objektivitas dan subjektivitas,

serta menjamin bahwa putusan pidana tidak
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dijatuhkan hanya karena keyakinan semata, atau
sebaliknya hanya karena terpenuhinya syarat formal
tanpa adanya keyakinan. Dengan sistem ini,
pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan
kesesuaian formil alat bukti, tetapi juga harus dapat

meyakinkan hati nurani hakim.

. Bewijsmiddelen

Teori Bewijsmiddelen merupakan Kkonsep
penting dalam hukum pembuktian pidana yang
berfungsi untuk menentukan dan membatasi alat-alat
bukti apa saja yang sah dan dapat digunakan dalam
proses peradilan pidana. Istilah bewijsmiddelen berasal
dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti
“sarana pembuktian” atau “alat-alat pembuktian.”
Dalam konteks hukum, teori ini menitikberatkan pada
legalitas dan otentisitas sumber pembuktian, di mana
pengadilan hanya  boleh menerima dan
mempertimbangkan alat bukti yang telah ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai
bewijsmiddelen secarajelas diatur dalam Pasal 184 ayat
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), yang menetapkan bahwa alat bukti yang sah

dalam perkara pidana terdiri atas:
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a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti utama
yang sangat sering digunakan dalam pembuktian
perkara pidana. Menurut KUHAP, saksi adalah orang
yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri
suatu  peristiwa  pidana, dan  memberikan
keterangannya di bawah sumpah di hadapan hakim.
Keterangan saksi sangat berpengaruh dalam
membentuk keyakinan hakim, namun perlu diuji
kebenarannya secara cermat agar tidak terjadi
kesalahan identifikasi atau kesaksian palsu.
b. Keterangan Ahli

Merupakan pendapat yang diberikan oleh
seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang
tertentu, yang relevan dengan pokok perkara.
Keterangan ahli berbeda dari saksi biasa karena tidak
berdasarkan apa yang dilihat atau dialaminya secara
langsung, melainkan berdasarkan pengetahuan dan
keahliannya dalam menganalisis suatu kondisi atau
fakta hukum. Misalnya, dalam kasus pembunuhan,
keterangan dari dokter forensik tentang penyebab
kematian menjadi bukti penting yang membantu

menjelaskan aspek teknis dari kasus tersebut.
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c. Surat

Alat bukti surat meliputi dokumen tertulis yang
dibuat secara resmi atau yang mengandung informasi
penting terkait tindak pidana. Ini bisa berupa akta
notaris, surat keputusan, kwitansi, kontrak, atau
bahkan catatan harian tergantung pada relevansinya.
Pasal 187 KUHAP mengatur tentang jenis-jenis surat
dan kekuatan pembuktiannya, termasuk syarat
keabsahan surat sebagai alat bukti.
d. Petunjuk

Petunjuk adalah alat bukti yang diperoleh dari
gabungan keterangan saksi, surat, dan keterangan
terdakwa, yang menunjukkan adanya kesesuaian dan
korelasi antar alat bukti. Petunjuk memiliki kekuatan
apabila diperoleh secara sah melalui pemeriksaan di
persidangan dan ditafsirkan oleh hakim berdasarkan
pertimbangan logis. Misalnya, posisi korban, waktu
kejadian, dan jejak digital bisa menjadi rangkaian
petunjuk untuk menunjukkan siapa pelaku yang
sebenarnya.
e. Keterangan Terdakwa

Merupakan pernyataan yang diberikan oleh
terdakwa mengenai perbuatan yang didakwakan
kepadanya. KUHAP menegaskan bahwa keterangan
terdakwa tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar
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untuk membuktikan kesalahan, tetapi dapat digunakan
sebagai pelengkap jika disertai dengan alat bukti lain
yang sah. Hal ini untuk menjamin bahwa tidak ada
pemaksaan pengakuan atau pengakuan palsu yang
membahayakan proses keadilan.

. Bewijsvoering: Teori Tentang Penyampaian Alat
Bukti di Persidangan

Teori Bewijsvoering berasal dari bahasa Belanda
yang berarti penyajian bukti atau pembuktian dalam
praktik, yaitu cara atau metode penyampaian alat bukti
kepada hakim di dalam pengadilan. Teori ini tidak
hanya menyangkut substansi alat bukti itu sendiri,
tetapi juga prosedur, teknik, dan urutan pembuktian
yang harus dilakukan oleh para pihak dalam
persidangan pidana.

Dalam praktik peradilan pidana Indonesia,
proses penyampaian alat bukti dilakukan melalui
pemeriksaan persidangan yang melibatkan pembacaan
surat dakwaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan
terdakwa, penyampaian dokumen dan surat, hingga
penilaian petunjuk dan keterangan ahli. Tujuan dari
bewijsvoering adalah untuk memastikan bahwa alat
bukti yang diajukan dapat dinilai secara sah, objektif,

dan transparan oleh hakim, serta memberikan
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gambaran yang utuh mengenai fakta hukum yang
terjadi.

Hakim dalam sistem pembuktian ini tidak boleh
menerima bukti secara sembarangan; setiap bukti
harus diperoleh melalui cara yang sah, diajukan secara
prosedural, dan diuji dalam forum yang terbuka. Oleh
karena itu, teori bewijsvoering juga erat kaitannya
dengan prinsip due process of law, di mana semua
pihak memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan
menanggapi alat bukti, dan hakim wajib memeriksa
serta menilai bukti secara menyeluruh sebelum
menjatuhkan putusan.

4. Bewijslast: Teori Tentang Beban Pembuktian

Teori Bewijslast atau beban pembuktian merujuk
pada siapa yang memiliki kewajiban untuk
membuktikan suatu dalil atau peristiwa hukum dalam
persidangan pidana. Dalam sistem hukum pidana
Indonesia yang menganut asas praduga tak bersalah
(presumption of innocence), beban pembuktian secara
prinsip dibebankan kepada negara, dalam hal ini adalah
Jaksa Penuntut Umum.

KUHAP menyatakan bahwa terdakwa tidak wajib
membuktikan bahwa ia tidak bersalah, melainkan jaksa
yang harus mampu membuktikan dakwaannya dengan

alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP). Teori ini
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membedakan pembuktian dalam hukum pidana dengan
hukum perdata, di mana pada hukum perdata beban
pembuktian dapat dibagi secara lebih fleksibel antar
para pihak.
Sistem  Konvensional dalam  Pembagian = Beban
Pembuktian

Dalam sistem konvensional, dikenal pembagian
beban pembuktian yang sangatjelas dan tegas. Seluruh
tanggung jawab untuk membuktikan bahwa terdakwa
benar-benar melakukan tindak pidana dibebankan
kepada Jaksa Penuntut Umum. Ini berarti jaksa harus
dapat menunjukkan melalui alat bukti yang sah bahwa
unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi oleh
terdakwa.

Sementara itu, tersangka atau terdakwa tidak
dibebani kewajiban pembuktian, karena sesuai asas
nemo tenetur se ipsum accusare (tidak seorang pun
dapat dipaksa untuk mengakui kesalahan atau
menuduh dirinya sendiri). Namun, terdakwa memiliki
hak untuk mengajukan bukti yang meringankan,
misalnya saksi alibi, dokumen, atau bukti lain yang
mendukung pembelaannya.

Sistem ini mencerminkan perlindungan terhadap
hak asasi terdakwa, serta menjaga integritas proses

hukum agar tidak terjadi kriminalisasi atau pemaksaan
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pengakuan. Beban pembuktian yang tepat dan adil
menjadi salah satu indikator utama dari sistem
peradilan pidana yang modern dan berkeadilan.

Sistem Beban Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana
Korupsi

Berbeda dengan sistem pembuktian
konvensional yang sepenuhnya membebankan beban
pembuktian kepada Jaksa Penuntut Umum, dalam kasus
tindak pidana korupsi dikenal sistem pembuktian
terbalik. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, yang memperkenalkan model pembuktian di
mana terdakwa diberi hak dan dalam kasus tertentu
bahkan kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya
tidak bersalah atau membuktikan keabsahan harta
kekayaannya.

Dalam konteks ini, terdakwa memiliki hak untuk
membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana
korupsi. Jika terdakwa dapatmembuktikan hal tersebut,
maka hasil pembuktiannya dapat dijadikan dasar bagi
hakim untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak
terbukti. Hal ini merupakan bentuk pengakuan

terhadap pembuktian negatif dari pihak terdakwa yang
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bertujuan menjaga prinsip keadilan dan keterbukaan
informasi mengenai sumber kekayaan yang tidak wajar.

Salah satu bentuk paling nyata dari sistem ini
adalah Kketentuan mengenai gratifikasi. Menurut
ketentuan yang berlaku, gratifikasi kepada pegawali
negeri atau penyelenggara negara yang nilainya Rp10
juta atau lebih dianggap sebagai suap, kecuali
penerimanya dapat membuktikan sebaliknya, yaitu
bahwa gratifikasi tersebut bukanlah bentuk penyuapan.
Dengan kata lain, beban pembuktian dalam konteks ini
beralih kepada penerima gratifikasi, yang harus
meyakinkan pengadilan mengenai legalitas pemberian
tersebut.

Lebih lanjut, bagi seseorang yang didakwa dalam
perkara pokok tindak pidana korupsi, ia wajib
membuktikan asal-usul harta kekayaannya yang belum
didakwakan tetapi diduga berasal dari tindak pidana
korupsi. Dalam hal terdakwa tidak mampu
membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh dari
sumber yang sah, maka harta itu dianggap berasal dari
tindak pidana korupsi dan dapat dirampas oleh negara.

Model pembuktian terbalik ini memang menuai
perdebatan karena dianggap sebagai bentuk
penyimpangan dari prinsip presumption of innocence.

Namun dalam kasus-kasus tertentu seperti korupsi
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yang bersifat sistemik, terselubung, dan sulit dibuktikan
secara konvensional, sistem ini dianggap efektif untuk
membongkar kejahatan luar biasa (extraordinary
crime) dengan tetap memberikan ruang pembelaan
yang proporsional kepada terdakwa. Hal ini
menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara
korupsi memerlukan pendekatan hukum yang adaptif,
progresif, dan berbasis pada keadilan substantif.

5. Bewijskracht: Teori Mengenai Kekuatan Pembuktian
Alat Bukti

Teori Bewijskracht merupakan konsep penting
dalam hukum acara pidana yang mengatur nilai atau
kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti
yang digunakan dalam proses persidangan. Tidak
semua alat bukti memiliki kekuatan yang sama di mata
hukum; masing-masing jenis bukti memiliki tingkat
kekuatan dan pengaruh yang berbeda dalam
meneguhkan keyakinan hakim atas suatu dakwaan
pidana.

Kekuatan pembuktian ini berkaitan erat dengan
kemampuan alat bukti untuk meyakinkan hakim bahwa
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah pelakunya. Misalnya, keterangan saksi
yang konsisten, obyektif, dan relevan dengan perkara

akan memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan
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dengan keterangan yang berubah-ubah atau tidak
didukung oleh bukti lain. Demikian pula, dokumen
resmi yang otentik dan tidak terbantahkan cenderung
memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam
menegaskan suatu unsur pidana.

Teori Bewijskracht juga menjadi acuan penting
bagi hakim dalam proses pembobotan atau penilaian
terhadap alat bukti yang diajukan di pengadilan. Hakim
harus mempertimbangkan kekuatan bukti tersebut baik
secara kuantitatif (jumlah bukti) maupun kualitatif
(kualitas bukti). Dengan demikian, teori ini menuntut
hakim untuk tidak hanya menerima kehadiran bukti,
tetapi juga mengkaji kedalaman, relevansi, dan
keandalan dari setiap bukti tersebut sebelum
menjatuhkan putusan.

6. Bewijs Minimum: Teori Tentang Bukti Minimum
dalam Pembuktian

Teori Bewijs Minimum berkaitan langsung
dengan batas minimal alat bukti yang diperlukan oleh
hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang
terdakwa. Teori ini secara eksplisit diatur dalam Pasal
183 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada
seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
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bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan ketentuan ini, terdapat dua syarat
utama yang harus terpenuhi agar seorang terdakwa
dapat dijatuhi pidana: (1) adanya minimal dua alat bukti
yang sah, dan (2) keyakinan hakim yang diperoleh dari
alat bukti tersebut. Hal ini menandakan bahwa
kuantitas dan kualitas alat bukti harus berjalan
beriringan dengan keyakinan nurani hakim.

Teori Bewijs Minimum dirancang untuk
melindungi terdakwa dari kemungkinan dihukum
hanyaberdasarkan satu alat bukti yang lemah atau tidak
sah, seperti pengakuan terdakwa yang berdiri sendiri
tanpa bukti pendukung. Dalam praktiknya, pengadilan
harus memastikan bahwa alat bukti yang digunakan
sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu:
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan
keterangan terdakwa.

Dengan adanya ketentuan ini, sistem hukum
acara pidana di Indonesia menekankan prinsip hati-hati
dan akuntabel dalam pembuktian, sekaligus
menghindari penjatuhan hukuman yang didasarkan
pada bukti yang tidak cukup kuat. Teori ini merupakan
pilar penting dalam menjamin bahwa keputusan

pemidanaan benar-benar didasarkan pada fakta hukum
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yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan

meyakinkan.

C. Prinsip Pembuktian
Prinsip  pembuktian = merupakan landasan
fundamental dalam sistem hukum acara pidana yang
mengarahkan proses penilaian terhadap alat bukti secara
sah dan adil. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini
penting untuk menjamin bahwa proses peradilan berjalan
sesuai hukum dan menjunjung tinggi hak asasi para pihak
yang terlibat.
1. Hal yang Sudah Diketahui Umum Tidak Perlu Dibuktikan
(Notorier Feiten) - Pasal 184 Ayat (2) KUHAP
Dalam hukum acara pidana, fakta yang dikenal
luas oleh masyarakat dan tidak perlu dibuktikan lagi
disebut sebagai notorier feiten. Hal ini mengacu pada
efisiensi dalam proses pembuktian, di mana hakim
dapat menerima suatu kebenaran tanpa memerlukan
bukti formal karena sifat pengetahuan tersebut sudah
pasti dan diketahui secara umum.
Misalnya, fakta bahwa siang lebih terang daripada
malam, atau bahwa uang memiliki nilai tukar tertentu,
tidak perlu dibuktikan dalam persidangan. Penerapan

asas ini mencegah pemborosan waktu dan sumber daya
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pengadilan untuk membuktikan sesuatu yang sudah
jelas.

. Satu Saksi Bukan Saksi (Unus Testis Nullus Testis) -
Pasal 185 Ayat (2) KUHAP

Prinsip ini menegaskan bahwa satu orang saksi
saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan
terdakwa. Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk
memastikan bahwa bukti tidak bergantung hanya pada
satu sumber yang mungkin tidak objektif atau bisa
keliru.

Oleh karena itu, sistem pembuktian pidana
Indonesia menuntut adanya minimal dua alat bukti
yang sah agar dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan
putusan pidana. Hal ini menjadi jaminan perlindungan
bagi terdakwa dan menjaga keadilan dalam proses
persidangan.

. Pengakuan Terdakwa Tidak Cukup Membuktikan
Kesalahan - Pasal 189 Ayat (4) KUHAP

Dalam KUHAP ditegaskan bahwa meskipun
terdakwa mengakui perbuatannya, pengakuan tersebut
tidak dapat dijadikan satu-satunya alat bukti. Hal ini
untuk menghindari potensi penyalahgunaan, seperti
pengakuan yang diperoleh melalui tekanan atau

paksaan.
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Prinsip ini menuntut adanya alat bukti lain yang
mendukung pengakuan tersebut agar hakim dapat
memperoleh  keyakinan yang objektif sebelum
menjatuhkan vonis. Dengan demikian, sistem peradilan
menegaskan pentingnya pembuktian berlapis.

. Siapa yang Mendalilkan Maka Ia yang Harus
Membuktikan

Asas ini merupakan prinsip umum beban
pembuktian, yang menyatakan bahwa siapa pun yang
mengajukan klaim atau tuduhan harus bisa
membuktikannya. Dalam perkara pidana, tugas ini
menjadi kewajiban Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk
membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (asas nemo
tenetur se ipsum accusare). Namun, dalam beberapa
kasus tertentu, seperti dalam pembuktian terbalik,
terdakwa diberi ruang untuk membuktikan asal-usul
kekayaan sebagai pembelaan.

Testimonium de Auditu - Pasal 185 Ayat (5) KUHAP
Testimonium de auditu atau kesaksian yang
diperoleh hanya dari mendengar orang lain bercerita,
tidak diakui sebagai alat bukti yang sah dalam hukum
acara pidana. Hal ini karena kesaksian tersebut tidak

didasarkan pada pengalaman langsung.
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Sistem hukum menuntut agar saksi hanya
memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat,
didengar, atau dialami sendiri. Kesaksian jenis ini
dikhawatirkan tidak akurat, tidak dapat diverifikasi, dan
mudah dimanipulasi.

. Larangan Saksi Berhubungan Sebelum Memberi
Keterangan - Pasal 159 Ayat (1) KUHAP

Sebelum memberi keterangan di persidangan,
saksi dilarang untuk berkomunikasi dengan saksi lain.
Aturan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
rekayasa kesaksian atau kesepakatan isi keterangan
yang tidak jujur.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya
menjaga integritas kesaksian di pengadilan dan
memastikan bahwa setiap keterangan diberikan secara
murni dan independen sesuai dengan apa yang benar-
benar diketahui oleh masing-masing saksi.

. Panggilan Paksa Terhadap Saksi - Pasal 159 Ayat (2)
KUHAP

Jika saksi yang sudah dipanggil secara sah tetap
tidak hadir, maka hakim dapat memerintahkan
panggilan paksa. Hal ini diperlukan agar proses
persidangan tetap berjalan efektif dan tidak terhambat

oleh ketidakhadiran saksi kunci.
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Panggilan paksa adalah bentuk kewenangan
hukum untuk menjamin kehadiran saksi demi
mengungkap kebenaran materiil. Proses ini harus
melalui  mekanisme resmi dan berdasarkan
pertimbangan hukum yang tepat.

. Korban Didengar Pertama Kali - Pasal 160 Huruf b
KUHAP

Dalam proses pemeriksaan di persidangan,
korban yang juga menjadi saksi mendapat prioritas
pertama untuk didengar keterangannya. Hal ini
dilakukan karena korban dianggap sebagai pihak yang
paling langsung mengalami peristiwa pidana.

Keterangan korban bisa memberikan gambaran
yang utuh tentang tindak pidana yang terjadi, dan
seringkali menjadi dasar penting dalam pembuktian.
Namun demikian, keterangannya tetap harus
diverifikasi dengan alat bukti lain.

. Sanksi Bagi Saksi atau Ahli yang Menolak
Bersumpah - Pasal 161 Ayat (1) KUHAP

Jika saksi atau ahli menolak bersumpah tanpa
alasan sah, maka hakim tetap dapat melanjutkan
pemeriksaan, namun saksi tersebut bisa dikenakan
sandera badan (penahanan) maksimal 14 hari di rumah

tahanan negara.
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10.

11.

Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan
bahwa semua pihak yang diminta memberikan
keterangan di pengadilan bersedia tunduk pada
prosedur hukum, termasuk pengucapan sumpah yang
merupakan bagian dari etika pembuktian.

Keterangan Saksi yang Dibacakan - Pasal 162
KUHAP

Dalam kondisi tertentu, jika saksi tidak bisa
hadir ke persidangan karena alasan sah, maka
keterangannya yang telah dituangkan dalam berita
acara pemeriksaan dapat dibacakan oleh hakim.
Namun, nilai pembuktiannya harus dipertimbangkan
secara hati-hati.

Mekanisme ini memungkinkan kelanjutan
proses hukum tanpa harus menunda secara berlarut-
larut hanya karena saksi berhalangan hadir, selama
keterangannya dianggap masih relevan dan mendukung
proses pembuktian.

Keterangan Saksi Tanpa Kehadiran Terdakwa - Pasal
173 KUHAP

Ada kalanya pemeriksaan terhadap saksi
dilakukan tanpa kehadiran terdakwa, namun KUHAP
menjamin bahwa terdakwa akan diberi akses untuk

mengetahui dan menanggapi isi keterangan tersebut.
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12.

Hal ini menjaga prinsip fair trial agar tidak ada
pihak yang dirugikan akibat absennya komunikasi dua
arah dalam proses pembuktian, dan terdakwa tetap
mendapat kesempatan membela diri secara utuh.
Pemeriksaan Dibuka Kembali - Pasal 182 Ayat (2)
KUHAP

Sebelum  hakim  membacakan  putusan,
pemeriksaan dapat dibuka kembali atas permintaan
para pihak atau atas inisiatif hakim, jika dianggap ada
hal penting yang belum diperiksa atau dipertimbangkan
secara memadai.

Prinsip ini memberikan fleksibilitas dalam proses
persidangan untuk mencapai kebenaran materiil
Hakim memiliki otoritas untuk memastikan semua
unsur pembuktian benar-benar telah terpenuhi

sebelum menjatuhkan putusan.

13.Sumpah Saksi di Awal dan Akhir Memberikan

Keterangan - Pasal 160 Ayat (4) KUHAP

Saksi wajib disumpah sebelum memberikan
keterangan di hadapan sidang, sebagai bentuk
komitmen moral dan hukum untuk berkata jujur.
Sumpah ini memperkuat tanggung jawab saksi atas
setiap pernyataan yang diberikan.

Di akhir pemeriksaan, hakim dapat kembali

menegaskan sumpah tersebut, atau memperingatkan
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saksi atas konsekuensi hukum jika terbukti
memberikan keterangan palsu. Ketentuan ini menjadi

bagian penting dari mekanisme integritas peradilan.
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Bab III

Alat Pembuktian dalam
Hukum Pembuktian Pidana

Alat pembuktian memiliki urgensi yang sangat vital
dalam hukum pembuktian pidana karena menjadi
dasar utama bagi hakim dalam menilai apakah suatu peristiwa
pidana benar-benar terjadi dan apakah terdakwa dapat
dipertanggungjawabkan atas peristiwa tersebut. Tanpa
adanya alat bukti yang sah dan relevan, proses peradilan
pidana berpotensi kehilangan objektivitas dan berujung pada
pelanggaran asas keadilan. Dalam konteks ini, alat
pembuktian bukan hanya instrumen teknis, melainkan
jantung dari proses peradilan yang menjamin agar keputusan
hakim didasarkan pada fakta hukum yang dapat diverifikasi
secara sah menurut ketentuan perundang-undangan, seperti
diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu, kehadiran,
kualitas, dan keabsahan alat bukti menentukan sah tidaknya

suatu dakwaan.
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A. Jenis-jenis Alat Bukti

Dalam hukum pembuktian pidana, alat bukti
merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk
membuktikan kebenaran suatu peristiwa pidana di
hadapan hakim. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah meliputi
keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen,
petunjuk, serta keterangan terdakwa. Alat bukti ini
memiliki fungsi utama untuk memberikan keyakinan
kepada hakim dalam memutus suatu perkara pidana.
Pembuktian yang sah harus memenuhi syarat formal dan
material yang telah ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan guna memastikan bahwa proses
hukum berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-
prinsip peradilan yang benar.

Peran alat bukti dalam proses peradilan sangatlah
penting karena menentukan keabsahan suatu tuduhan dan
berkontribusi terhadap putusan akhir yang dijatuhkan
oleh pengadilan. Tanpa alat bukti yang cukup dan sah,
suatu perkara pidana dapat menjadi lemah atau bahkan
tidak dapat diproses lebih lanjut. Hakim sebagai pemutus
perkara harus mempertimbangkan alat bukti yang
diajukan secara objektif dan tidak memihak agar keadilan
dapat ditegakkan. Selain itu, alat bukti juga berfungsi
untuk melindungi hak-hak terdakwa dari kesalahan dalam
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pemidanaan, serta memastikan bahwa hanya pihak yang

benar-benar bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (I. Rasiwan,
2024b).
Klasifikasi Alat Bukti dalam KUHAP

1)

2)

Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang
diperoleh dari individu yang melihat, mendengar, atau
mengalami langsung suatu peristiwa pidana. Dalam
sistem peradilan pidana, keterangan saksi memiliki
peran penting karena dapat memberikan gambaran
mengenai kejadian yang sebenarnya. Namun, agar
keterangan saksi dapat diterima sebagaialat bukti yang
sah, saksi harus memenuhi syarat tertentu, seperti
memberikan kesaksian di bawah sumpah dan tidak
memiliki konflik  kepentingan yang  dapat
mempengaruhi objektivitas keterangannya.
Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah pendapat atau analisis
yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian
khusus dalam bidang tertentu guna membantu hakim
memahami aspek teknis dalam suatu perkara pidana.
Misalnya, dalam kasus forensik, dokter ahli forensik
dapat memberikan keterangan mengenai penyebab

kematian korban. Keterangan ini menjadi penting
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3)

4)

ketika perkara membutuhkan penjelasan ilmiah atau
teknis yang tidak dapat dinilai secara langsung oleh
hakim berdasarkan alat bukti lain yang ada.
Surat atau Dokumen

Surat atau dokumen merupakan alat bukti
tertulis yang dapat digunakan untuk mendukung atau
memperkuat suatu dakwaan dalam proses peradilan
pidana. Dokumen ini bisa berupa surat perjanjian,
rekaman transaksi keuangan, laporan investigasi, atau
dokumen resmi lainnya yang relevan dengan perkara.
Agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah, surat
atau dokumen yang diajukan harus memenuhi
ketentuan hukum, seperti ditandatangani oleh pihak
yang berwenang dan tidak mengalami manipulasi.
Petunjuk

Petunjuk adalah alat bukti yang diperoleh dari
fakta atau keadaan yang terkait dengan suatu tindak
pidana dan dapat memberikan gambaran mengenai
peristiwa yang sedang diperiksa. Petunjuk bisa berupa
rekaman CCTYV, sidik jari, atau pola tindakan terdakwa
yang menunjukkan keterlibatan dalam suatu
kejahatan. Alat bukti ini harus diperoleh secara sah dan
dianalisis dengan cermat oleh hakim guna memastikan

validitasnya dalam proses pembuktian.
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5) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah pernyataan yang
diberikan oleh terdakwa terkait dengan peristiwa
pidana yang dituduhkan kepadanya. Keterangan ini
dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi tidak boleh
menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan
putusan bersalah terhadap terdakwa. Hakim harus
mempertimbangkan keterangan terdakwa secara
objektif dan mengkorelasikannya dengan alat bukti
lain agar proses peradilan tetap berjalan secara adil

dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Perkembangan Alat Bukti dalam Sistem Peradilan
Modern

Perkembangan teknologi  telah  membawa
perubahan signifikan dalam sistem peradilan, termasuk
dalam aspek pembuktian pidana. Seiring dengan pesatnya
digitalisasi, alat bukti konvensional seperti keterangan
saksi dan dokumen tertulis mulai dilengkapi dengan alat
bukti berbasis teknologi, seperti rekaman elektronik dan
analisis forensik digital. Di Indonesia, Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui
alat bukti elektronik sebagai bagian dari sistem
pembuktian dalam proses peradilan. Hal ini memberikan

landasan hukum bagi penggunaan data digital, seperti
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email, percakapan dalam aplikasi pesan instan, serta
transaksi daring, dalam membuktikan keterlibatan
seseorang dalam tindak pidana tertentu.

Selain pengakuan alat bukti elektronik dalam UU
ITE, kemajuan teknologi juga memungkinkan penggunaan
rekaman digital dan analisis forensik sebagai alat bukti
tambahan. Misalnya, rekaman suara atau video yang
diperoleh melalui kamera pengawas (CCTV) sering kali
menjadi bukti krusial dalam mengungkap fakta suatu
kasus. Selain itu, forensik digital memungkinkan
penyelidik menelusuri aktivitas tersangka melalui analisis
metadata, jejak digital, serta pemulihan data yang telah
dihapus dari perangkat elektronik. Metode ini telah
digunakan dalam berbagai kasus kejahatan siber, seperti
penipuan daring dan penyebaran informasi palsu, serta
dalam kasus kejahatan konvensional yang melibatkan
komunikasi digital sebagai bagian dari modus operandi
pelaku.

Perkembangan teknologi secara keseluruhan telah
memberikan dampak besar terhadap sistem pembuktian
dalam peradilan pidana. Di satu sisi, kemajuan ini
mempermudah  aparat penegak hukum dalam
mengumpulkan dan menganalisis bukti dengan tingkat
akurasi yang lebih tinggi. Namun, di sisi lain, tantangan

baru juga muncul, seperti risiko manipulasi bukti digital,
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kesulitan dalam menentukan keabsahan rekaman
elektronik, serta perlunya regulasi yang lebih ketat untuk
menghindari penyalahgunaan teknologi dalam proses
hukum. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perkembangan
alat bukti modern harus diimbangi dengan kebijakan
hukum yang jelas agar dapat menjaga keseimbangan
antara efektivitas pembuktian dan perlindungan hak-hak

terdakwa maupun korban dalam sistem peradilan.

. Kualitas dan Kuantitas Alat Bukti

Konsep Kualitas Alat Bukti dalam Pembuktian Pidana
Dalam sistem peradilan pidana, kualitas alat bukti
memainkan peran krusial dalam menentukan validitas
suatu pembuktian. Validitas alat bukti merujuk pada
sejauh mana bukti yang diajukan dapat diterima secara
hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup
untuk meyakinkan hakim dalam mengambil keputusan.
Kredibilitas alat bukti juga menjadi faktor penting, di mana
bukti harus diperoleh secara sah, bebas dari manipulasi,
serta memiliki relevansi dengan perkara yang sedang
diperiksa. Misalnya, dalam keterangan saksi, kredibilitas
dapat dinilai dari kejujuran, konsistensi, dan hubungan
saksi dengan perkara yang sedang diadili. Dalam KUHAP,
alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1), yang

mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
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petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jika suatu alat bukti
terbukti tidak valid atau memiliki kredibilitas yang
diragukan, maka alat bukti tersebutdapatdikesampingkan
atau bahkan tidak dipertimbangkan dalam putusan
pengadilan.

Syarat sah alat bukti dalam hukum pidana diatur
dalam berbagai ketentuan KUHAP. Pasal 185 ayat (1)
KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan
alat bukti yang sah jika diberikan di bawah sumpah. Selain
itu, dalam Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli juga harus
disampaikan berdasarkan keilmuan dan kompetensi yang
dimiliki oleh ahli tersebut. Sementara itu, surat atau
dokumen sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 187
KUHAP, yang menyebutkan bahwa surat harus dibuat
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan
petunjuk sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 188 KUHAP,
yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau
keterangan terdakwa yang saling berkaitan. Dengan
adanya standar hukum yang jelas mengenai validitas dan
kredibilitas alat bukti, sistem peradilan dapat berjalan
dengan lebih objektif dan menjamin keadilan bagi semua
pihak yang terlibat dalam proses hukum (K. D. H. L
Rasiwan & Urip Giyono, 2024).
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Kuantitas Alat Bukti dan Pengaruhnya dalam Putusan
Hakim

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, prinsip
minimal dua alat bukti yang sah menjadi syarat utama
dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini diatur
dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa seorang
terdakwa hanya dapat dipidana jika hakim memperoleh
keyakinan yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua
alat bukti yang sah. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah
terjadinya kriminalisasi yang tidak adil akibat bukti yang
lemah atau tidak meyakinkan. Dua alat bukti yang sah
dapat berupa kombinasi antara keterangan saksi,
keterangan ahli, dokumen, petunjuk, atau keterangan
terdakwa. Dengan adanya prinsip ini, sistem peradilan
berusaha memastikan bahwa keputusan yang diambil
tidak hanya berdasarkan satu sumber bukti yang mungkin
memiliki kelemahan atau bias tertentu, melainkan dari
bukti yang saling menguatkan untuk mencapai kebenaran
materiil.

Meskipun prinsip dua alat bukti menjadi pedoman
umum, dalam keadaan tertentu satu alat bukti dapat
dianggap cukup untuk membuktikan suatu perkara. Pasal
185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan satu
saksi saja tidak cukup sebagai alat bukti, kecuali jika

didukung oleh alat bukti lain yang relevan. Namun, ada
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pengecualian, seperti dalam kasus pengakuan terdakwa
yang didukung dengan bukti kuat lainnya, atau dalam
kejahatan tertentu yang alat buktinya terbatas, seperti
kasus korupsi di mana dokumen keuangan sering menjadi
bukti utama. Dalam hal ini, hakim dapat menggunakan
pertimbangannya untuk menerima satu alat bukti sebagai
dasar putusan, selama alat bukti tersebut memiliki
kekuatan pembuktian yang tinggi dan didukung oleh fakta-
fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan.

Peran keyakinan hakim dalam mempertimbangkan
alat bukti juga menjadi aspek penting dalam pengambilan
putusan. Pasal 183 KUHAP tidak hanya mengharuskan
adanya minimal dua alat bukti, tetapi juga
menggarisbawahi bahwa hakim harus memiliki keyakinan
yang kuat terhadap kesalahan terdakwa sebelum
menjatuhkan putusan. Keyakinan ini harus didasarkan
pada analisis yang objektif terhadap seluruh alat bukti
yang diajukan, termasuk mempertimbangkan apakah alat
bukti tersebut saling mendukung atau justru kontradiktif.
Dalam praktiknya, hakim tidak hanya menilai jumlah alat
bukti, tetapi juga kualitas dan relevansinya terhadap
perkara yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, meskipun
suatu kasus telah memenuhi syarat dua alat bukti, hakim
tetap dapat membebaskan terdakwa jika bukti yang ada
dianggap tidak cukup kuat untuk meneguhkan
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keyakinannya dalam memberikan putusan yang adil (I.
Rasiwan, 2024a).
Tantangan dalam Menentukan Kualitas dan Kuantitas
Alat Bukti

Menentukan kualitas dan kuantitas alat bukti dalam
proses peradilan pidana sering kali menghadapi berbagai
tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan
mendapatkan alat bukti yang valid. Dalam banyak kasus,
alat bukti yang diperlukan untuk membuktikan suatu
tindak pidana tidak selalu mudah diperoleh, terutama
ketika bukti tersebut bersifat digital atau forensik.
Misalnya, dalam kasus kejahatan siber, rekaman
komunikasi atau transaksi digital sering Kkali
disembunyikan atau dihapus oleh pelaku, sehingga
penyidik harus menggunakan teknologi khusus untuk
memulihkannya. Selain itu, dalam kejahatan konvensional,
saksi yang mengetahui kejadian sering merasa takut untuk
memberikan keterangan karena adanya ancaman atau
tekanan dari pihak tertentu. Kesulitan ini dapat
menghambat proses pembuktian yang objektif dan
mempersulit aparat penegak hukum dalam memastikan
kebenaran materiil di persidangan.

Tantangan lain yang muncul adalah manipulasi dan
rekayasa alat bukti dalam praktik peradilan. Dalam

beberapa kasus, pihak tertentu dapat dengan sengaja
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merekayasa alat bukti untuk mengarahkan proses hukum
sesuai kepentingan mereka. Misalnya, keterangan saksi
palsu atau bukti dokumen yang dipalsukan dapat
digunakan untuk mengaburkan fakta dan menyesatkan
hakim dalam mengambil keputusan. Dalam konteks ini,
peran ahli forensik dan teknologi semakin penting dalam
mengidentifikasi keaslian alat bukti, seperti melalui
analisis forensik digital terhadap rekaman suara, video,
atau dokumen elektronik. Selain  itu, adanya
penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum
juga menjadi tantangan serius, di mana alat bukti dapat
dimanipulasi untuk menjerat seseorang yang sebenarnya
tidak bersalah atau melindungi pihak yang seharusnya
dihukum. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus
memiliki mekanisme yang ketat untuk menilai keabsahan
alat bukti agar keadilan tetap terjaga.
Kurangnyaalatbukti yang cukup dan kuat juga dapat
berdampak serius terhadap putusan pengadilan. Menurut
Pasal 183 KUHAP, seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi
hukuman jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah
dan keyakinan hakim terhadap kesalahannya. Namun,
dalam beberapa kasus, jumlah alat bukti yang tersedia
mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi syarat
tersebut, sehingga menyebabkan terdakwa dibebaskan

meskipun ada indikasi kuat bahwa ia bersalah. Sebaliknya,
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dalam kasus di mana alat bukti terbatas namun tekanan
publik tinggi, hakim mungkin menghadapi dilema dalam
mengambil keputusan yang adil. Implikasi dari kurangnya
alat bukti ini bisa berujung pada bebasnya pelaku
kejahatan atau, sebaliknya, kriminalisasi terhadap
individu yang tidak bersalah akibat interpretasi yang
keliru terhadap alat bukti yang tersedia. Oleh karena itu,
sistem peradilan harus memastikan bahwa pembuktian
dilakukan secara objektif, akurat, dan sesuai dengan

prinsip keadilan.

. Pembuktian dengan Saksi, Dokumen, dan Barang
Bukti

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian
merupakan elemen krusial untuk memastikan keadilan
ditegakkan secara objektif. Saksi, dokumen, dan barang
bukti berperan sebagai alat bukti utama yang membantu
hakim dalam menilai kebenaran suatu perkara. Ketiga
jenis alat bukti ini memiliki peran yang berbeda namun
saling melengkapi dalam mengungkap fakta hukum secara
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Peran dan Kekuatan Keterangan Saksi dalam
Pembuktian

Menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan

saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di

61



sidang pengadilan. Saksi harus memberikan keterangan
yang sesuai dengan fakta yang diketahui secara langsung.
Berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum
memberikan kesaksian, saksi wajib mengucapkan sumpah
atau janji sesuai dengan agama atau keyakinannya. Jika
saksi menolak bersumpah tanpa alasan yang sah, ia dapat
dikenai sanksi sesuai Pasal 161 ayat (1) KUHAP. Selain itu,
Pasal 185 ayat(2) menegaskan bahwa satu orang saksi saja
tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa,
kecuali didukung dengan alat bukti lain.

Saksi fakta adalah seseorang yang memberikan
keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau
dialaminya sendiri. Saksi fakta diatur dalam Pasal 185
KUHAP dan menjadi alat bukti utama dalam pembuktian
pidana. Sementara itu, saksi ahli memberikan pendapat
berdasarkan keahliannya di bidang tertentu, sebagaimana
diatur dalam Pasal 186 KUHAP. Hakim memiliki
kewenangan untuk meminta keterangan ahli guna
menjelaskan suatu hal yang bersifat teknis, sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Keterangan
saksi ahli bukanlah bukti langsung, tetapi berfungsi untuk
memperjelas bukti lainnya. Kesaksian palsu merupakan
tindak pidana serius yang diatur dalam Pasal 174 KUHAP.

Jika hakim menduga bahwa saksi memberikan

keterangan palsu, maka saksi akan diperingatkan dan
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diberitahu tentang ancaman pidanayang dapat dikenakan.

Jika saksi tetap memberikan keterangan palsu, hakim

dapat memerintahkan penahanan saksi untuk kemudian

dituntut dengan dakwaan sumpah palsu. Kesaksian palsu
dapat berdampak besar pada proses peradilan, seperti
menyesatkan hakim dalam mengambil keputusan dan
menyebabkan ketidakadilan bagi terdakwa atau korban.

Oleh karena itu, integritas saksi dalam memberikan

keterangan sangat krusial untuk memastikan tegaknya

keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Dokumen Sebagai Alat Bukti

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, dokumen
merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana
diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf ¢ KUHAP, yang
menyebutkan bahwa surat termasuk dalam kategori alat
bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian.

Jenis-jenis dokumen yang dapat dijadikan alat bukti

meliputi:

1) Berita acara dan suratresmi, yang dibuat oleh pejabat
berwenang dan berisi keterangan tentang kejadian
yang didengar atau dialaminya sendiri.

2) Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, seperti akta kelahiran, surat

perjanjian, atau sertifikat tanah.

63



3) Surat keterangan dari ahli, yang memuat pendapat
berdasarkan keahliannya dan diminta secara resmi.

4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada
hubungannya dengan alat bukti lain, seperti surat
pernyataan atau rekaman transaksi yang berkaitan
dengan kejahatan tertentu.

Agar sebuah dokumen dapat diterima sebagai alat
bukti yang sah, dokumen tersebut harus memenuhi
beberapa syarat hukum. Pasal 187 KUHAP menyatakan
bahwa surat yang dapat dijadikan alat bukti adalah yang
dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan
sumpah. Keabsahan dokumen juga bergantung pada
otentisitasnya, yaitu apakah dokumen tersebut asli dan
tidak dipalsukan. Hakim memiliki kewenangan untuk
menilai nilai pembuktian suatu dokumen dengan
mempertimbangkan kesesuaiannya dengan alat bukti lain
yang diajukan dalam persidangan. Jika terdapat indikasi
pemalsuan dokumen, maka dokumen tersebut dapat
dikesampingkan atau dijadikan sebagai alat bukti untuk
menjerat pelaku pemalsuan sesuai dengan ketentuan
dalam KUHP.

Seiring dengan  perkembangan teknologi,
pembuktian dalam perkara pidana tidak hanya bergantung
pada dokumen fisik, tetapi juga mencakup bukti elektronik

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan
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Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu tantangan utama
dalam penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti
adalah memastikan keabsahan dan integritasnya. Bukti
elektronik dapat dipalsukan atau dimanipulasi dengan
teknologi digital, sehingga memerlukan keahlian khusus
dalam forensik digital untuk membuktikan keasliannya.
Selain itu, tantangan lainnya adalah perbedaan regulasi di
berbagai negara terkait bukti elektronik, terutama dalam
kasus yang melibatkan tindak pidana lintas negara seperti
kejahatan siber dan pencucian uang. Oleh karena itu,
sistem peradilan pidana di Indonesia perlu terus
beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat
mengakomodasi  pembuktian  berbasis = dokumen
elektronik secara efektif dan sah secara hukum.
Barang Bukti dan Signifikansinya dalam Pembuktian
1) Barangbukti dalam hukum pidana adalah benda yang
berkaitan langsung dengan suatu tindak pidana dan
digunakan sebagai alat pembuktian dalam proses
peradilan. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP,
barang bukti yang dapat dikenakan penyitaan
mencakup:
2) Benda atau tagihan yang diduga diperoleh dari tindak
pidana.
3) Benda yang digunakan secara langsung untuk

melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
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4) Bendayangdigunakan untuk menghalangi penyidikan
tindak pidana.

5) Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak
pidana.

6) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung
dengan tindak pidana.
Barang bukti ini memiliki peran penting dalam
menentukan keterkaitan antara tersangka dan

perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Proses memperoleh barang bukti diatur dalam
Pasal 42 KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik
berwenang memerintahkan pihak yang menguasai barang
bukti untuk menyerahkannya demi kepentingan
pemeriksaan, dengan diberikan surat tanda penerimaan.
Penyitaan dapat dilakukan dengan izin pengadilan, kecuali
dalam keadaan mendesak yang memungkinkan penyitaan
tanpa izin terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam
Pasal 38 ayat (2) KUHAP. Setelah disita, barang bukti harus
disimpan dengan aman di Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara (RUPBASAN) sebagaimana diatur dalam
Pasal 44 ayat (1) KUHAP. Jika barang bukti mudah rusak
atau membahayakan, maka dapat dijual lelang atau

dimusnahkan setelah mendapatkan izin dari pengadilan
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Barang bukti memiliki peran vital dalam
pembuktian di persidangan, sehingga kehilangan atau
kerusakannya dapat berakibat serius pada jalannya
peradilan. Menurut Pasal 45 ayat (3) KUHAP, apabila
barang bukti yang mudah rusak harus dimusnahkan atau
dijual, maka sebagian kecil dari barang bukti tersebut
harus disisihkan untuk kepentingan pembuktian. Jika
barang bukti hilang atau rusak sebelum diperiksa dalam
persidangan, maka nilai pembuktiannya menjadi lemah,
yang dapat menyebabkan terdakwa terbebas dari
dakwaan karena tidak adanya alat bukti yang cukup.
Dalam kasus tertentu, hilangnya barang bukti dapat
menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang
oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pengelolaan
barangbukti harus dilakukan secara transparan dan sesuai
prosedur hukum agar proses pembuktian dalam peradilan

tetap valid dan adil.
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Bab IV

Beban Pembuktian
dalam Hukum Pembuktian
Pidana

emahami beban pembuktian dalam hukum
Mpembuktian pidana sangatlah penting karena
menentukan pihak mana yang bertanggung jawab untuk
membuktikan kebenaran suatu dakwaan dalam proses
peradilan. Beban ini berperan sebagai instrumen penting
dalam menjamin keadilan, mencegah kesewenang-wenangan,
serta melindungi hak asasi terdakwa agar tidak dihukum
tanpa dasar pembuktian yang sah dan meyakinkan. Tanpa
pemahaman yang tepat mengenai prinsip dan pembagian
beban pembuktian, proses hukum berisiko tidak objektif dan
dapat mengarah pada ketidakadilan. Oleh karena itu, bagi
mahasiswa hukum maupun praktisi peradilan, menguasai
topik ini penting untuk memastikan bahwa putusan pidana
didasarkan pada pembuktian yang objektif, sah, dan dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum.
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A. Prinsip Beban Pembuktian

Dalam sistem peradilan pidana, beban pembuktian
mengacu pada kewajiban pihak yang mendakwa atau
menuntut untuk membuktikan kebenaran tuduhan
terhadap terdakwa. Beban pembuktian umumnya berada
pada jaksa penuntut umum, yang harus membuktikan
bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana
yang didakwakan kepadanya. Menurut Pasal 183 KUHAP,
seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana jika hakim
memiliki keyakinan yang didasarkan pada sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah. Standar pembuktian
dalam hukum pidana lebih tinggi dibandingkan dengan
hukum perdata, yaitu menggunakan prinsip "beyond
reasonable doubt" atau tanpa keraguan yang wajar, yang
berarti bahwa suatu kesalahan terdakwa harus terbukti
dengan keyakinan penuh dari hakim sebelum hukuman
dapat dijatuhkan.

Beban pembuktian memiliki peran penting dalam
menjamin proses hukum yang adil bagi semua pihak yang
terlibat dalam perkara pidana. Dengan adanya prinsip
praduga tak bersalah (presumption of innocence),
seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum terbukt
dalam persidangan yang sah. Oleh karena itu, jaksa
penuntut harus menyajikan bukti yang cukup kuat untuk

menghilangkan keraguan atas kesalahan terdakwa. Prinsip
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ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari
kemungkinan kriminalisasi yang tidak berdasar dan
memastikan bahwa hukuman hanya dijatuhkan kepada
orang yang benar-benar terbukti bersalah. Selain itu,
beban pembuktian juga menjadi instrumen penting untuk
mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat
penegak hukum, di mana seseorang tidak dapat dihukum
hanya berdasarkan asumsi atau opini, melainkan
berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan.

Di sisi lain, meskipun beban pembuktian dalam
hukum pidana umumnya berada di tangan jaksa, terdapat
pengecualian dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak
pidana korupsi dan pencucian uang. Dalam beberapa
kasus ini, sistem pembuktian terbalik terbatas berlaku, di
mana terdakwa juga memiliki kewajiban untuk
membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal
daritindak pidana. Hal ini diterapkan untuk meningkatkan
efektivitas dalam pemberantasan kejahatan yang sulit
dibuktikan melalui cara konvensional. Namun, meskipun
terdapat mekanisme pembuktian terbalik, prinsip dasar
dalam hukum pidana tetap mengutamakan prinsip
keadilan dan perlindungan hak asasi, sehingga jaksa tetap
harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebelum
terdakwa diminta memberikan pembelaan lebih lanjut.

Dengan demikian, beban pembuktian menjadi elemen
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fundamental dalam menegakkan kebenaran, menjaga
keseimbangan dalam proses peradilan, dan memastikan
keadilan bagi setiap individu yang berhadapan dengan
hukum (Putra, 2023).
Asas-Asas yang Mendasari Beban Pembuktian
Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)
Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip
fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan
bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak
pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti
sebaliknya melalui proses peradilan yang sah. Asas ini
dijamin dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang
menyebutkan bahwa seorang terdakwa tidak dapat
dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini menegaskan
bahwa beban pembuktian sepenuhnya berada di tangan
jaksa penuntut umum, dan terdakwa tidak diwajibkan
membuktikan dirinya tidak bersalah. Oleh karena itu,
dalam setiap proses penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan persidangan, terdakwa harus
diperlakukan sebagai warga negara yang masih memiliki
hak penuh, termasuk hak atas pembelaan hukum dan hak

untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.
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Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap asas ini
dapat menyebabkan ketidakadilan, seperti penahanan
sewenang-wenang, paksaan dalam pemeriksaan, hingga
kriminalisasi terhadap individu yang belum terbukti
bersalah. Jika asas ini tidak diterapkan dengan benar,
terdapat risiko bahwa seseorang dapat dihukum hanya
berdasarkan dugaan atau opini publik tanpa adanya bukti
yang sah. Oleh karena itu, penerapan prinsip due process
of law menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa
praduga tak bersalah benar-benar dihormati dalam sistem
peradilan. Hakim harus tetap objektif dan tidak
terpengaruh oleh tekanan eksternal dalam menilai suatu
perkara, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan
fakta yang terbukti dan bukan asumsi semata.

Asas In Dubio Pro Reo (Keraguan dalam Pembuktian
Berpihak kepada Terdakwa)

Asas in dubio pro reo berarti bahwa dalam situasi di
mana terdapat keraguan dalam pembuktian, maka
keputusan harus diambil dengan berpihak kepada
terdakwa. Prinsip ini berfungsi sebagai pelindung hak-hak
terdakwa dalam sistem hukum pidana, mengingat bahwa
beban pembuktian sepenuhnya berada pada jaksa
penuntut umum. Dalam Pasal 183 KUHAP, ditegaskan
bahwa seorang terdakwa hanya dapat dihukum apabila

hakim memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-
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kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Jika
dalam proses pembuktian masih terdapat keraguan yang
signifikan, maka terdakwa harus dibebaskan karena tidak
dapat dipidana berdasarkan spekulasi atau dugaan
semata.

Asas ini berperan penting dalam mencegah
kesalahan dalam pemidanaan (wrongful conviction), di
mana seseorang dihukum secara tidak adil karena
pembuktian yang tidak meyakinkan. Dalam beberapa
kasus, terdakwa mungkin berada dalam posisi sulit untuk
membuktikan ketidakbersalahannya, terutama dalam
perkara yang minim saksi atau bukti materiil. Oleh karena
itu, asas in dubio pro reo memberikan perlindungan bagi
terdakwa agar tidak menjadi korban ketidakpastian
hukum. Penerapan asas ini juga mendorong aparat
penegak hukum untuk bekerja lebih cermat dalam
mengumpulkan alat bukti dan memastikan bahwa setiap
keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta
yang kuat, sehingga prinsip keadilan tetap terjaga dalam
sistem peradilan pidana.

Asas Legalitas dalam Pembuktian Pidana

Asas legalitas dalam pembuktian pidana
menegaskan bahwa setiap alat bukti yang digunakan
dalam proses peradilan harus sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP,
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disebutkan bahwa hanya lima jenis alat bukti yang sah
dalam hukum pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan
ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Asas ini
bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembuktian
dilakukan secara objektif dan tidak menyimpang dari
aturan hukum yang berlaku. Jika suatu alat bukti diperoleh
dengan cara yang melanggar hukum, seperti penyiksaan
terhadap terdakwa atau penyadapan ilegal tanpa izin
pengadilan, maka alat bukti tersebut tidak dapat
digunakan dalam persidangan.

Penerapan asas legalitas dalam pembuktian juga
berfungsi untuk menjaga integritas sistem peradilan
pidana dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat
penegak hukum. Tanpa asas ini, pihak berwenang dapat
dengan mudah merekayasa alat bukti atau menggunakan
cara-cara yang tidak sah untuk memperoleh pengakuan
dari terdakwa. Oleh karena itu, hakim harus selalu
memastikan bahwa setiap alat bukti yang diajukan dalam
persidangan diperoleh dengan cara yang benar dan sesuai
prosedur. Dengan menerapkan asas legalitas secara
konsisten, sistem peradilan dapat berjalan dengan lebih
transparan, akuntabel, dan memberikan perlindungan
yang lebih baik bagi setiap individu yang berhadapan

dengan hukum.
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Standar Pembuktian dalam Hukum Pidana
Standar Beyond Reasonable Doubt dalam Membuktikan
Kesalahan Terdakwa

Dalam hukum pidana, standar pembuktian yang
digunakan adalah "beyond reasonable doubt", yang berarti
bahwa kesalahan terdakwa harus terbukti tanpa adanya
keraguan yang wajar. Standar ini bertujuan untuk
memastikan bahwa seseorang tidak dijatuhi hukuman
kecuali jika bukti yang diajukan benar-benar meyakinkan
dan tidak menyisakan ruang untuk keraguan yang masuk
akal. Dalam Pasal 183 KUHAP, dinyatakan bahwa hakim
hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh
keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah dan meyakinkan bahwa tindak pidana
benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.
Ini berarti bahwa pembuktian dalam hukum pidana tidak
cukup hanya berdasarkan dugaan atau kemungkinan
besar, tetapi harus mencapai tingkat kepastian yang tinggi
agar tidak terjadi kesalahan dalam pemidanaan.

Penerapan standar beyond reasonable doubt
menjadi sangat penting karena sanksi dalam hukum
pidana jauh lebih berat dibandingkan dengan hukum
perdata, termasuk hukuman penjara hingga hukuman
mati. Jika standar pembuktian ini tidak diterapkan dengan

benar,maka adarisiko bahwa orang yang sebenarnya tidak
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bersalah dapat dihukum secara tidak adil (wrongful
conviction). Oleh karena itu, dalam persidangan pidana,
jaksa penuntut umum harus menyajikan bukti yang kuat
dan meyakinkan, serta tidak boleh ada keraguan yang
signifikan dalam benak hakim sebelum menjatuhkan
putusan. Jika masih terdapat keraguan yang masuk akal,
maka hakim harus membebaskan terdakwa sesuai dengan
prinsip in dubio pro reo, yaitu keraguan harus berpihak
pada terdakwa.

Perbandingan dengan Standar Pembuktian dalam Hukum
Perdata (Preponderance of Evidence)

Berbeda dengan hukum pidana yang menggunakan
standar beyond reasonable doubt, dalam hukum perdata
berlaku standar pembuktian yang lebih rendah, yaitu
preponderance of evidence atau keseimbangan
probabilitas. Dalam standar ini, suatu fakta dianggap
terbukti jika lebih mungkin benar daripada tidak benar,
atau dengan kata lain, pembuktian cukup mencapai lebih
dari 50% kemungkinan. Prinsip ini digunakan dalam
sengketa perdata, di mana konsekuensi hukum yang
ditimbulkan tidak seberat hukum pidana, seperti dalam
perkara perdata terkait wanprestasi, sengketa

kepemilikan, atau gugatan ganti rugi.
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Perbedaan standar ini mencerminkan tujuan
hukum pidana dan hukum perdata yang berbeda. Hukum
pidana bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan dan
melindungi masyarakat dari bahaya yang lebih besar,
sehingga standar pembuktiannya harus lebih tinggi untuk
mencegah kesalahan dalam pemidanaan. Sebaliknya,
hukum perdata lebih berfokus pada penyelesaian sengketa
antara individu atau badan hukum, di mana risiko
ketidakadilan akibat kesalahan pembuktian lebih kecil
dibandingkan dengan risiko yang ditimbulkan dalam
hukum pidana. Oleh karena itu, dalam perkara perdata,
penggugat hanya perlu menunjukkan bahwa klaimnya
lebih meyakinkan daripada klaim pihak lawan, sementara
dalam hukum pidana, jaksa harus membuktikan kesalahan
terdakwa tanpa meninggalkan keraguan yang wajar agar
putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan

keadilan substantif.

. Pembagian Beban Pembuktian antara Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa
Beban Pembuktian pada Jaksa Penuntut Umum

Dalam sistem peradilan pidana, beban pembuktian
umumnya berada di tangan jaksa penuntut umum,
sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal ini
menyatakan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi
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pidana apabila hakim memperoleh keyakinan berdasarkan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakini
bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta dilakukan
oleh terdakwa. Dengan demikian, jaksa memiliki
kewajiban utama untuk membuktikan kesalahan terdakwa
dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan. Jaksa tidak
boleh hanya mengandalkan asumsi atau kecurigaan, tetapi
harus menghadirkan bukti yang cukup kuat untuk
menghilangkan keraguan yang wajar (beyond reasonable
doubt) dalam pikiran hakim sebelum menjatuhkan
putusan. Jika jaksa gagal memenuhi beban pembuktian inij,
maka terdakwa harus dibebaskan sesuai dengan asas in
dubio pro reo, yang berarti bahwa dalam hal terdapat
keraguan, keputusan harus berpihak kepada terdakwa.
Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, jaksa
dapat menggunakan alat bukti yang telah diatur dalam
Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang mencakup keterangan
saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, serta
keterangan terdakwa. Masing-masing alat bukti ini
memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda-beda, dan
jaksa harus memastikan bahwa bukti yang diajukan
memiliki relevansi dan kredibilitas yang cukup. Selain itu,
dalam beberapa kasus tertentu, seperti tindak pidana
ekonomi atau kejahatan korporasi, jaksa sering kali

menggunakan bukti elektronik atau rekaman transaksi
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keuangan sebagai alat pembuktian tambahan. Oleh karena
itu, beban pembuktian yang dibebankan kepada jaksa
bukan hanya sekadar menghadirkan bukti, tetapi juga
memastikan bahwa bukti tersebut sah secara hukum dan
cukup kuat untuk mendukung dakwaannya (Imron, 2024).
Hak dan Kewajiban Terdakwa dalam Pembuktian
Dalam hukum pidana, terdakwa memiliki hak
untuk tidak membuktikan dirinya bersalah, sebagaimana
dijamin dalam asas nemo tenetur se ipsum accusare. Asas
ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipaksa
untuk memberikan keterangan yang dapat memberatkan
dirinya sendiri. Hal ini merupakan bagian dari prinsip
praduga tak bersalah (presumption of innocence), yang
menegaskan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah
sampai terbukti sebaliknya melalui putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya asas ini,
terdakwa memiliki hak untuk tetap diam dalam
persidangan dan tidak diwajibkan untuk memberikan
kesaksian yang dapat merugikan dirinya. Selain itu, dalam
proses pemeriksaan, terdakwa tidak boleh dipaksa untuk
mengakui perbuatannya melalui cara-cara yang melanggar
hukum, seperti intimidasi, penyiksaan, atau tekanan

psikologis.
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Meskipun terdakwa tidak diwajibkan untuk
membuktikan dirinya tidak bersalah, ia tetap memiliki hak
untuk mengajukan alat bukti yang dapat meringankan
dirinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHAP. Pasal
ini menyatakan bahwa terdakwa memiliki hak untuk
membela diri dengan menghadirkan bukti yang dapat
membantah dakwaan jaksa. Bukti tersebut dapat berupa
keterangan saksi yang menguntungkan terdakwa,
keterangan ahli, dokumen, atau bukti lain yang
menunjukkan bahwa terdakwa tidak bersalah atau tidak
terlibat dalam tindak pidana yang didakwakan. Hak ini
sangat penting untuk memastikan bahwa terdakwa
mendapatkan kesempatan yang adil dalam persidangan
dan tidak dirugikan oleh tuduhan yang tidak berdasar.
Dalam banyak kasus, pembelaan terdakwa memainkan
peran penting dalam membentuk keyakinan hakim dan
memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar
mencerminkan keadilan dan kebenaran hukum.

Situasi di Mana Beban Pembuktian Beralih ke
Terdakwa

Meskipun secara umum beban pembuktian berada
di tangan jaksa, ada beberapa kasus tertentu di mana
beban pembuktian dapat beralih kepada terdakwa,
khususnya dalam kasus korupsi dan pencucian uang.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
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tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU
Tipikor), disebutkan bahwa terdakwa dapat diminta untuk
membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak diperoleh
dari tindak pidana Kkorupsi. Sistem ini dikenal sebagai
pembuktian terbalik terbatas, di mana terdakwa tetap
memiliki hak untuk tidak membuktikan dirinya bersalah,
tetapi harus memberikan penjelasan mengenai asal-usul
kekayaannya jika ada indikasi yang kuat bahwa kekayaan
tersebut berasal dari hasil tindak pidana. Meskipun
demikian, dalam praktiknya, jaksa tetap harus terlebih
dahulu menghadirkan bukti awal yang cukup sebelum
beban pembuktian dialihkan kepada terdakwa.

Selain dalam kasus korupsi, beban pembuktian juga
dapatberalih kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana
pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 77
Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU
TPPU). Dalam kasus ini, terdakwa yang memiliki aset
dalam jumlah besar dengan sumber yang tidak jelas dapat
diminta untuk membuktikan bahwa aset tersebut tidak
berasal dari tindak pidana. Hal ini dilakukan untuk
mencegah praktik pencucian uang yang sering kali
dilakukan melalui transaksi keuangan yang kompleks dan
sulit dilacak. Namun, meskipun ada mekanisme

pembuktian terbalik, hakim tetap harus menilai
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keseluruhan alat bukti yang diajukan sebelum mengambil
keputusan, guna memastikan bahwa tidak ada
pelanggaran terhadap hak asasi terdakwa dan bahwa
putusanyang diambil benar-benar adil serta berbasis pada

fakta yang sah.

. Beban Pembuktian dalam Kasus-kasus Tertentu

Pembuktian dalam Kasus Korupsi

Dalam kasus tindak pidana korupsi, pembuktian
memiliki karakteristik khusus, salah satunya adalah
penerapan mekanisme pembuktian terbalik secara
terbatas. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU Tipikor), seorang terdakwa korupsi dapat
diminta untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaannya
jika terdapat dugaan bahwa aset tersebut berasal dari
tindak pidana korupsi. Mekanisme ini tidak serta-merta
membebaskan jaksa dari kewajiban untuk membuktikan
dakwaan, melainkan terdakwa harus memberikan
penjelasan yang rasional terkait harta yang dimilikinya.
Jika terdakwa gagal membuktikan bahwa kekayaannya
diperoleh secara sah, maka hakim dapat menjadikannya
sebagai indikasi bahwa aset tersebut merupakan hasil
korupsi. Namun, meskipun ada pembuktian terbalik,

terdakwa tetap mendapatkan hak perlindungan hukum,
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dan jaksa tetap memiliki beban untuk menyajikan bukti
awal yang cukup sebelum mekanisme ini diterapkan.

Dalam pembuktian kasus korupsi, peran audit
keuangan dan dokumen transaksi sangat krusial sebagai
alat bukti. Korupsi sering kali dilakukan melalui transaksi
keuangan yang kompleks, seperti pencairan dana proyek
fiktif, mark-up anggaran, atau aliran dana melalui
rekening-rekening tersembunyi. Oleh karena itu, alat bukti
dalam kasus ini sering melibatkan laporan hasil audit dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), rekam
jejak transaksi perbankan, serta dokumen-dokumen
keuangan lainnya. Selain itu, keterangan ahli forensik
keuangan juga dapat digunakan untuk menganalisis pola
transaksi yang mencurigakan dan mengungkap skema
korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Dengan kombinasi
bukti dokumen dan analisis keuangan yang cermat, hakim
dapat menilai apakah benar terjadi penyimpangan yang
mengarah pada tindak pidana korupsi (Lasmadi & Sudarti,
2021).
Pembuktian dalam Kasus Narkotika

Dalam kasus narkotika, pembuktian sering kali
berfokus pada kepemilikan dan penguasaan narkotika.
Berdasarkan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang dapat
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dijerat sebagai pelaku tindak pidana narkotika jika
terbukti memiliki menyimpan, menguasai, atau
mengedarkan narkotika. Salah satu tantangan dalam
pembuktian kasus narkotika adalah membuktikan apakah
terdakwa benar-benar memiliki kontrol atas narkotika
yang ditemukan. Misalnya, dalam kasus di mana narkotika
ditemukan di dalam rumah atau kendaraan yang
digunakan terdakwa, jaksa harus membuktikan bahwa
terdakwa memiliki kesadaran dan niat untuk menguasai
barang tersebut. Pembuktian ini dapat dilakukan melalui
rekaman percakapan, keterangan saksi, atau bukti lain
yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara
terdakwa dengan barang bukti narkotika.

Selain kepemilikan, peran laboratorium forensik
dalam membuktikan jenis dan jumlah narkotika sangat
penting dalam proses pembuktian. Pasal 75 UU Narkotika
menyatakan bahwa barang bukti narkotika harus
diperiksa oleh laboratorium forensik untuk memastikan
kandungan zat dan klasifikasinya sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Hasil pemeriksaan laboratorium ini
kemudian dituangkan dalam bentuk berita acara
laboratorium forensik, yang dapat dijadikan alat bukti sah
di persidangan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan
bahwa zat yang ditemukan benar-benar termasuk dalam

kategori narkotika yang dilarang, serta menentukan berat
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dan kadar zat aktif yang ada di dalamnya. Hal ini menjadi
faktor krusial karena berat narkotika yang ditemukan
dapat mempengaruhi beratnya hukuman yang dijatuhkan
kepada terdakwa.
Pembuktian dalam Kasus Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual sering kali menghadapi
kendala dalam pembuktian, terutama karena minimnya
saksidan bukti langsung. Berbeda dengan kasus kejahatan
lainnya yang mungkin memiliki bukti fisik yang jelas,
kekerasan seksual sering terjadi dalam kondisi di mana
tidak ada saksi mata, dan korban sering mengalami trauma
yang menyebabkan keterlambatan dalam melaporkan
kejadian. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus seperti ini,
keterangan korban dapat menjadi alat bukti utama,
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 185 KUHAP, yang
menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak
cukup, kecuali didukung oleh alat bukti lain. Tantangan
lainnya adalah membuktikan bahwa hubungan seksual
terjadi tanpa persetujuan korban, terutama dalam kasus
kekerasan seksual yang tidak meninggalkan luka fisik yang
signifikan (Helmawansyah, 2021).

Untuk mengatasi keterbatasan bukti langsung,
peran visum et repertum dan keterangan psikolog menjadi
sangat penting dalam pembuktian kasus kekerasan

seksual. Pasal 133 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa
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penyidik dapat meminta bantuan dokter untuk melakukan
pemeriksaan terhadap korban guna mendapatkan bukti
medis yang dapat digunakan dalam persidangan. Visum et
repertum adalah laporan tertulis dari dokter yang
memeriksa kondisi fisik korban, yang dapat mencakup
bukti adanya luka, robekan, atau tanda-tanda kekerasan
lainnya yang relevan dengan dugaan kekerasan seksual.
Selain bukti medis, keterangan dari psikolog atau psikiater
juga dapat digunakan untuk menilai dampak psikologis
yang dialami korban akibat kejadian tersebut. Trauma
psikologis yang konsisten dengan kejadian kekerasan
seksual dapat memperkuat pembuktian bahwa tindak
pidana benar-benar terjadi. Oleh karena itu, meskipun
kasus kekerasan seksual memiliki tantangan tersendiri
dalam pembuktiannya, kombinasi antara bukti medis,
psikologis, dan keterangan korban dapat membantu hakim
dalam menilai validitas kasus serta memberikan

keputusan yang adil bagi korban dan terdakwa.
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Penyelidikan dan
Penyidikan dalam Hukum
Pembuktian Pidana

enyelidikan dan penyidikan dalam hukum
Ppembuktian pidana merupakan tahap awal yang
sangat penting dalam rangka mengungkap kebenaran materiil
atas dugaan tindak pidana. Pada tahap ini, aparat penegak
hukum mengumpulkan informasi, mencari dan menemukan
peristiwa pidana, serta mengidentifikasi pelaku dengan cara
yang sah menurut hukum. Proses penyelidikan dan
penyidikan harus dilakukan secara cermat, objektif, dan
sesuai prosedur, karena segala alat bukti yang dikumpulkan
dalam tahap ini akan menjadi dasar dalam proses pembuktian
di persidangan. Oleh karena itu, pemahaman tentang peran
dan mekanisme penyelidikan serta penyidikan menjadi hal
yang penting untuk menjamin bahwa bukti yang dihasilkan
memiliki validitas hukum, dan proses hukum berlangsung

sesuai dengan prinsip keadilan dan due process of law.
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Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan dan penyidikan merupakan dua
tahapan awal dalam proses penegakan hukum yang
memiliki peran penting dalam mengungkap suatu tindak
pidana. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan apakah perlu atau tidak dilakukan
penyidikan. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 2
KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak
pidana dan menemukan tersangkanya. Dengan demikian,
penyelidikan berfokus pada tahap awal untuk
menentukan adanya dugaan tindak pidana, sedangkan
penyidikan bertujuan mengumpulkan bukti yang cukup
guna membawa perkara ke tahap peradilan.

Meskipun saling berkaitan, penyelidikan dan
penyidikan memiliki perbedaan mendasar dalam sistem
peradilan pidana. Penyelidikan bersifat lebih luas dan
umum, karena hanya bertujuan untuk memastikan
adanya suatu dugaan tindak pidana, sedangkan
penyidikan lebih spesifik karena menyasar individu

tertentu sebagai tersangka. Selain itu, dalam
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penyelidikan, aparat penegak hukum hanya melakukan
pengumpulan informasi secara terbatas tanpa melakukan
tindakan hukum seperti penangkapan atau penyitaan
barang bukti. Sebaliknya, dalam penyidikan, penyidik
memiliki kewenangan lebih luas untuk melakukan
berbagai tindakan pro justicia, seperti memeriksa saksi,
menggeledah tempat kejadian perkara, menyita barang
bukti, serta menahan tersangka jika dianggap perlu. Oleh
karena itu, perbedaan utama antara penyelidikan dan
penyidikan terletak pada tujuan, kewenangan, serta
batasan hukum yang mengatur masing-masing tahap
dalam sistem peradilan pidana (Aritonang et al., 2022).
Dalam praktiknya, penyelidikan dilakukan oleh
penyelidik yang berasal dari kepolisian, sedangkan
penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik dari kepolisian
maupun instansi tertentu yang diberikan kewenangan
khusus, seperti penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dalam perkara tindak pidana korupsi dan penyidik
Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam perkara
narkotika. Penyelidik berwenang untuk mengumpulkan
informasi awal mengenai suatu peristiwa pidana,
sementara penyidik memiliki kewenangan lebih luas,
termasuk melakukan pemeriksaan saksi, tersangka,
hingga melakukan penahanan berdasarkan alat bukti

yang cukup. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya,
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penyidik harus mematuhi prinsip due process of law guna
menjamin hak-hak tersangka dan memastikan bahwa
setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan prosedur
hukum yang berlaku. Dengan demikian, peran dan
wewenang aparat penegak hukum dalam tahap
penyelidikan dan penyidikan sangat menentukan
keabsahan suatu proses peradilan dan berpengaruh

terhadap keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Proses Penyelidikan dan Penyidikan
Tahapan Penyelidikan: Pengumpulan Informasi Awal
dan Identifikasi Dugaan Tindak Pidana

Penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses
penegakan hukum yang bertujuan untuk
mengidentifikasi apakah suatu peristiwa dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Pada
tahap ini, penyelidik melakukan pengumpulan informasi
awal melalui berbagai metode, seperti laporan dari
masyarakat, hasil patroli kepolisian, atau informasi dari
sumber intelijen. Penyidik juga dapat memeriksa tempat
kejadian perkara (TKP), mengumpulkan keterangan saksi
awal, serta mengamati pola atau modus operandi
kejahatan. Hasil dari penyelidikan ini akan menentukan
apakah suatu peristiwa cukup memenuhi unsur tindak

pidana danapakah perlu dilanjutkan ke tahap penyidikan.
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Jika bukti awal yang ditemukan tidak cukup, penyelidik
dapat menghentikan proses tanpa harus berlanjut ke
tahap berikutnya.Namun, jika ada indikasi kuat mengenai
dugaan tindak pidana, maka hasil penyelidikan akan
menjadi dasar bagi penyidik untuk memulai penyidikan
lebih lanjut dengan tindakan hukum yang lebih formal.
Tahapan Penyidikan: Pemeriksaan Saksi, Tersangka,
serta Pengumpulan dan Verifikasi Alat Bukti

Setelah penyelidikan menemukan indikasi kuat
adanya tindak pidana, proses dilanjutkan ke tahap
penyidikan yang bertujuan mengumpulkan alat bukti
yang sah serta mengidentifikasi pelaku. Dalam tahap ini,
penyidik memiliki kewenangan untuk memeriksa saksi,
menginterogasi tersangka, melakukan penggeledahan,
serta menyita barang bukti yang relevan. Berdasarkan
Pasal 184 KUHABP, alat bukti yang dapat digunakan dalam
penyidikan meliputi keterangan saksi, keterangan ahlj,
surat atau dokumen, petunjuk, serta keterangan
terdakwa. Selain itu, dalam perkara tertentu seperti
kejahatan siber atau pencucian uang, penyidik juga dapat
menggunakan bukti elektronik dan rekaman transaksi
digital sebagai alat bukti yang sah. Semua proses ini
dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa alat bukti
yang dikumpulkan cukup kuat untuk membuktikan

keterlibatan tersangka dalam tindak pidana yang
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didakwakan, sehingga dapat menjadi dasar bagi jaksa
dalam menyusun dakwaan di pengadilan.
Kewajiban Penyidik dalam Memastikan Due Process of
Law dalam Setiap Tahap Penyidikan

Penyidik memiliki kewajiban untuk memastikan
bahwa semua tindakan dalam penyidikan dilakukan
sesuai dengan prinsip due process of law, yaitu prosedur
hukum yang adil dan tidak melanggar hak-hak tersangka.
Salah satu prinsip utama yang harus dijalankan adalah
asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), di
mana tersangka tetap dianggap tidak bersalah hingga
terbukti sebaliknya melalui putusan pengadilan. Selain
itu, penyidik harus memastikan bahwa setiap
pemeriksaan dilakukan secara objektif, transparan, dan
tidak menggunakan cara-cara yang melanggar hukum,
seperti intimidasi atau penyiksaan terhadap tersangka.
KUHAP juga mengatur bahwa tersangka memiliki hak
untuk didampingi oleh penasihat hukum, serta berhak
untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang
memberatkan dirinya sendiri (asas nemo tenetur se
ipsum accusare). Jika dalam proses penyidikan
ditemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip due
process of law, maka alat bukti yang diperoleh secara

tidak sah dapat dikesampingkan di persidangan, dan
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dalam beberapa kasus, penyidik yang terbukti melakukan

pelanggaran dapat dikenakan sanksi hukum.

Penggunaan Alat Bukti dalam Penyelidikan dan
Penyidikan

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, alat
bukti memiliki peran krusial dalam membuktikan adanya
tindak pidana serta mengidentifikasi pelaku kejahatan.
Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah dalam
hukum acara pidana meliputi keterangan saksi,
keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, serta
keterangan terdakwa. Namun, dalam perkembangannya,
alat bukti elektronik juga mulai diakui sebagai bukti yang
sah, sebagaimana diatur dalam UU ITE (Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik). Dalam kasus tertentu seperti kejahatan siber;
pencucian uang, dan Korupsi, alat bukti digital seperti
rekaman CCTV, jejak transaksi keuangan, dan metadata
komunikasi menjadi bukti yang sangat penting. Oleh
karena itu, penyidik harus memahami jenis-jenis alat
bukti yang dapat digunakan dalam tahap penyelidikan
dan penyidikan, agar proses pembuktian dapat berjalan

secara sah dan efektif (Harahap et al, 2024).
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Teknik Pengumpulan Alat Bukti: Pemeriksaan Saksi,
Dokumen, Barang Bukti, dan Bukti Elektronik
Pengumpulan alat bukti dalam penyelidikan dan
penyidikan dilakukan dengan berbagaiteknik, tergantung
pada jenis bukti yang dibutuhkan dalam suatu perkara.
Pemeriksaan saksi menjadi teknik utama dalam hampir
semua penyidikan, di mana penyidik mengumpulkan
keterangan dari saksi yang mengetahui atau mengalami
langsung peristiwa pidana. Selain itu, dokumen dan surat
juga menjadi alat bukti yang sering digunakan, terutama
dalam kasus korupsi, tindak pidana perbankan, dan
pencucian uang, di mana transaksi keuangan dan kontrak
menjadi bukti utama. Barang bukti fisik, seperti senjata,
narkotika, atau alat yang digunakan dalam tindak pidana,
diperoleh melalui penggeledahan dan penyitaan yang
dilakukan sesuai prosedur hukum. Sementara itu, dalam
kasus yang berkaitan dengan teknologi, bukti elektronik
seperti data digital, email, rekaman percakapan, dan jejak
[P dikumpulkan melalui teknik forensik digital. Penyidik
harus memastikan bahwa semua alat bukti dikumpulkan
dengan metode yang sah agar dapat diterima dalam
persidangan tanpa melanggar prinsip hukum acara

pidana (Rahmania, 2023).
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Tantangan dalam Validasi dan Keabsahan Alat Bukti
dalam Proses Penyidikan

Meskipun alat bukti telah dikumpulkan, penyidik
sering kali menghadapi tantangan dalam memvalidasi
dan memastikan keabsahan bukti agar dapat digunakan
dalam persidangan. Salah satu tantangan utama adalah
pembuktian autentisitas alat bukti, terutama dalam
konteks dokumen dan bukti elektronik, di mana bukti
tersebut bisa saja dimanipulasi, dipalsukan, atau
direkayasa oleh pihak tertentu. Untuk mengatasi hal ini,
diperlukan ahli forensik digital atau auditor keuangan
guna memastikan keabsahan bukti sebelum digunakan
dalam penyidikan. Selain itu, terdapat juga tantangan
dalam menjamin rantai kepemilikan (chain of custody)
dari suatu barang bukti, yaitu memastikan bahwa bukti
tidak mengalami perubahan atau penyalahgunaan sejak
pertama Kkali ditemukan hingga digunakan di
persidangan. Jika suatu alat bukti dikumpulkan dengan
cara yang melanggar hukum, seperti penyitaan tanpa
surat izin atau interogasi saksi di bawah tekanan, maka
alat bukti tersebut dapat dianggap tidak sah dan tidak
memiliki nilai pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu,
penyidik harus memastikan bahwa seluruh proses

validasi alat bukti dilakukan dengan metode yang akurat
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dan sesuai prosedur hukum yang berlaku (Leasa et al,,
2024).

Selain aspek teknis dan prosedural, tantangan lain
dalam validasi dan keabsahan alat bukti juga mencakup
aspek subjektif dalam menilai relevansi dan keterkaitan
bukti dengan tindak pidana yang disangkakan. Tidak
jarang, penyidik harus menghadapi dilema antara
kebutuhan pembuktian yang kuat dan keterbatasan alat
bukti yang tersedia, terutama dalam kasus-kasus yang
kompleks seperti tindak pidana korupsi, narkotika, atau
kejahatan siber. Dalam situasi tersebut, penyidik harus
dapat melakukan penilaian awal yang tajam terhadap
nilai probatif suatu alat bukti, sebelum memutuskan
untuk melanjutkan penyidikan atau membawa kasus ke
tingkat penuntutan. Kesalahan dalam tahap ini dapat
berakibat fatal, baik berupa kegagalan menjerat pelaku
kejahatan, maupun terjadinya kriminalisasi terhadap
pihak yang tidak bersalah. Oleh karena itu, keterampilan
analitis dan integritas profesional penyidik menjadi
faktor kunci dalam menjamin bahwa setiap alat bukti
yang digunakan benar-benar sah, relevan, dan diperoleh

secara sah menurut hukum.
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Bab VI

Pembuktian dalam
Persidangan Pidana

embuktian dalam  persidangan  pidana
Pmerupakan inti dari proses peradilan yang
bertujuan untuk menilai kebenaran dakwaan berdasarkan
alatbukti yang diajukan di depan hakim. Pada tahap ini, hakim
akan mendengarkan keterangan para saksi, menilai alat bukti
fisik, dokumen, dan pendapatahli untuk menentukan apakah
terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang
didakwakan. Proses pembuktian dilakukan secara terbuka
dan objektif, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak
bersalah dan prinsip due process of law. Hakim tidak boleh
menjatuhkan putusan pidana tanpa adanya keyakinan yang
didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana
diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dengan demikian, pembuktian
dalam persidangan menjadi momen krusial yang menentukan
keabsahan suatu dakwaan dan sekaligus menjamin
perlindungan terhadap hak-hak terdakwa serta integritas

sistem peradilan pidana.
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A. Tahapan Persidangan Pidana

Tahap 1: Persiapan Sidang dan Pembacaan Dakwaan

Tahap pertama dalam persidangan pidana adalah
persiapan sidang dan pembacaan dakwaan, yang
bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang
terlibat dalam perkara hadir dan mengetahui dakwaan
yang diajukan terhadap terdakwa. Proses ini dimulai
dengan penetapan hari sidang oleh hakim, sebagaimana
diatur dalam Pasal 152 KUHAP, yang menyebutkan bahwa
hakim wajib menentukan hari persidangan setelah berkas
perkara dinyatakan lengkap. Setelah itu, dilakukan
pemanggilan terhadap terdakwa, saksi, dan ahli, sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 145 KUHAP, yang
menyatakan bahwa surat panggilan harus disampaikan
kepada terdakwa minimal tiga hari sebelum sidang
dimulai. Pemanggilan ini penting untuk memastikan
bahwa persidangan dapat berjalan dengan lancar tanpa
kendala administratif, serta memberi kesempatan bagi
terdakwa untuk mempersiapkan pembelaannya. ]ika
terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah, hakim dapat
memerintahkan pemanggilan ulang atau bahkan
penahanan paksa sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Setelah seluruh pihak hadir, jaksa penuntut umum

akan membacakan surat dakwaan, sebagaimana diatur
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dalam Pasal 155 dan 156 KUHAP. Surat dakwaan berisi
uraian lengkap tentang perbuatan yang diduga dilakukan
oleh terdakwa, termasuk waktu, tempat, serta pasal-pasal
hukum yang dilanggar. Pembacaan dakwaan merupakan
tahap penting karena menjadi dasar bagi seluruh proses
persidangan selanjutnya. Jika dalam tahap ini terdakwa
atau penasihat hukumnya menemukan keberatan atas
dakwaan, mereka berhak mengajukan eksepsi atau
keberatan terhadap dakwaan. Hakim kemudian akan
menilai apakah dakwaan telah disusun dengan benar dan
memenuhi syarat formal maupun materiil. Jika terdapat
cacat formil atau ketidaksesuaian dalam dakwaan, hakim
dapat memerintahkan  perbaikan atau bahkan
membatalkan dakwaan tersebut. Namun, jika tidak ada
keberatan atau eksepsi yang diajukan, sidang akan
berlanjut ke tahap pemeriksaan alat bukti dan keterangan
saksi.
Tahap 2: Eksepsi dan Jawaban atas Dakwaan

Tahap kedua dalam persidangan pidana adalah
eksepsi dan jawaban atas dakwaan, yang merupakan hak
terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan
keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh
jaksa penuntut umum. Sesuai dengan Pasal 156 ayat (1)
KUHAP, terdakwa atau kuasa hukumnya dapat

mengajukan eksepsi apabila terdapat kekeliruan dalam
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dakwaan, baik dari aspek formil maupun materiil. Eksepsi
dapat diajukan dengan alasan bahwa surat dakwaan tidak
memenuhi syarat formil, misalnya tidak jelas dalam
menguraikan tindak pidana yang didakwakan, atau tidak
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu,
eksepsi juga bisa diajukan jika pengadilan yang menangani
perkara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa
kasus tersebut. Misalnya, jika suatu perkara seharusnya
diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tetapi
malah diajukan ke pengadilan negeribiasa, maka terdakwa
berhak mengajukan keberatan atas hal ini.

Setelah eksepsi diajukan, jaksa penuntut umum
diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan
terhadap keberatan terdakwa. Tanggapan ini bertujuan
untuk mempertahankan dakwaan dan meyakinkan hakim
bahwa surat dakwaan telah dibuat sesuaiprosedur hukum.
Jika hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan terdakwa
berdasar, maka hakim dapat mengeluarkan putusan sela
yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum dan
persidangan tidak dapat dilanjutkan. Namun, jika hakim
menolak eksepsi, maka sidang akan berlanjut ke tahap
pemeriksaan alat bukti dan saksi. Pasal 156 ayat (3)
KUHAP menyatakan bahwa putusan sela yang menolak
eksepsi harus disertai dengan alasan yang jelas dan

persidangan harus dilanjutkan. Dengan demikian, tahap
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eksepsi ini merupakan momen krusial dalam persidangan
pidana, karena dapat menentukan apakah perkara akan
tetap dilanjutkan atau dihentikan karena terdapat cacat
dalam dakwaan.
Tahap 3: Pemeriksaan Alat Bukti dan Keterangan Saksi
Tahap ketiga dalam persidangan pidana adalah
pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi, yang
merupakan inti dari proses pembuktian di pengadilan.
Pada tahap ini, jaksa penuntut umum terlebih dahulu
menghadirkan saksi-saksi yang mendukung dakwaannya,
sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP. Saksi
yang dihadirkan akan dimintai keterangannya di bawah
sumpah mengenai fakta-fakta yang mereka ketahui terkait
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Jaksa
akan mengajukan pertanyaan guna menggali informasi
yang mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana
yang didakwakan. Setelah jaksa selesai bertanya, hakim
serta penasihat hukum terdakwa juga diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi
guna mengklarifikasi atau menggali lebih dalam
keterangan yang telah diberikan. Jika keterangan saksi
dianggap bertentangan dengan fakta lain dalam
persidangan, hakim dapat meminta saksi lain untuk

mengonfirmasi kebenarannya.
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Setelah pemeriksaan saksi dari pihak penuntut
umum, terdakwa atau kuasa hukumnya diberikan
kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan
(a de charge) guna membela diri dari dakwaan jaksa. Hak
ini dijamin dalam Pasal 65 KUHAP, yang menyatakan
bahwa terdakwa berhak mengajukan saksi atau bukti yang
dapat mendukung pembelaannya. Selain itu, Pasal 160
ayat (1) huruf f KUHAP menyatakan bahwa terdakwa juga
dapat dimintai keterangannya dalam persidangan,
meskipun keterangannya tidak dapat dijadikan alat bukti
utama untuk menghukumnya. Selain saksi, alat bukti lain
juga diajukan dalam tahap ini, termasuk dokumen tertulis,
rekaman elektronik, hasil forensik, dan barang bukti yang
disita dalam proses penyidikan. Hakim akan menilai alat
bukti ini berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yang menetapkan
lima jenis alat bukti yang sah dalam hukum pidana.
Pemeriksaan alat bukti ini bertujuan untuk menguatkan
atau membantah dakwaan jaksa, dan menjadi dasar bagi
hakim dalam mengambil keputusan di akhir persidangan.
Tahap 4: Tuntutan, Pembelaan, dan Replik-Duplik

Tahap keempat dalam persidangan pidana adalah

tuntutan, pembelaan, serta replik dan duplik, yang
merupakan bagian penting dalam proses peradilan untuk
memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki

kesempatan yang adil dalam menyampaikan argumentasi
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mereka. Tahap ini dimulai dengan pembacaan tuntutan
oleh jaksa penuntut umum, sebagaimana diatur dalam
Pasal 182 KUHAP. Dalam tuntutannya, jaksa
menyampaikan kesimpulan dari seluruh proses
pembuktian yang telah dilakukan, termasuk penilaian
terhadap alat bukti dan keterangan saksi yang telah
diajukan di persidangan. Jaksa juga akan menguraikan
pasal-pasal hukum yang menurutnya telah terbukti
dilanggar oleh terdakwa, serta menyampaikan tuntutan
hukuman yang dianggap pantas, baik dalam bentuk
pidana penjara, denda, maupun hukuman lainnya sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Jaksa harus menyusun
tuntutannya secara objektif dan berdasarkan fakta hukum
yang telah terungkap di persidangan agar hakim dapat
mempertimbangkannya secara adil dalam proses
pengambilan keputusan.

Setelah pembacaan tuntutan oleh jaksa, terdakwa
atau penasihat hukumnya diberikan kesempatan untuk
menyampaikan pembelaan (pledoi), sebagaimana diatur
dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP. Pembelaan ini berisi
argumentasi yang membantah dakwaan dan tuntutan
jaksa, baik dengan menunjukkan kelemahan dalam
pembuktian yang dilakukan jaksa maupun dengan
menghadirkan faktor-faktor yang dapat meringankan

hukuman terdakwa. Setelah pembelaan diajukan, jaksa
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diberikan kesempatan untuk memberikan replik, yaitu
tanggapan terhadap argumentasi yang disampaikan
dalam pledoi. Kemudian, penasihat hukum atau terdakwa
berhak memberikan duplik, yaitu tanggapan terhadap
replik jaksa. Tahap replik dan duplik ini bertujuan untuk
memberikan kesempatan terakhir bagi kedua belah pihak
dalam mempertahankan argumentasi mereka sebelum
hakim memasuki tahap musyawarah untuk mengambil
putusan. Dengan adanya proses ini, sistem peradilan
pidana memastikan bahwa semua aspek pembuktian dan
pembelaan telah dipertimbangkan secara menyeluruh
sebelum hakim memberikan vonis kepada terdakwa.
Tahap 5: Putusan Hakim dan Upaya Hukum

Tahap terakhir dalam persidangan pidana adalah
putusan hakim dan upaya hukum, yang merupakan
puncak dari seluruh rangkaian proses persidangan.
Setelah seluruh tahapan pembuktian, tuntutan, dan
pembelaan selesai, majelis hakim akan bermusyawarah
secara tertutup untuk menentukan putusan terhadap
terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (6)
KUHAP. Dalam musyawarah ini, hakim
mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama
persidangan, termasuk alat bukti yang diajukan,
keterangan saksi, serta argumentasi dari jaksa penuntut

umum dan penasihat hukum terdakwa. Musyawarah ini
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dilakukan secara kolektif bagi majelis hakim yang terdiri
dari tiga orang, dengan hakim ketua memimpin diskusi.
Jika terjadi perbedaan pendapat, keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak. Dalam Kkasus tertentu,
seorang hakim dapat mengajukan pendapat berbeda
(dissenting opinion) yang nantinya akan dicantumkan
dalam putusan.

Setelah musyawarah selesai, hakim akan
membacakan  putusan dalam sidang terbuka,
sebagaimana diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Putusan
hakim dapat berupa vonis bebas, jika terdakwa tidak
terbukti melakukan tindak pidana; vonis lepas, jika
perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan
tindak pidana; atau vonis pidana, jika terdakwa terbukti
bersalah dan dijatuhi hukuman. Putusan tersebut
didasarkan pada prinsip beyond reasonable doubt, yang
berarti bahwa kesalahan terdakwa harus terbukti tanpa
adanya keraguan yang wajar. Setelah putusan dibacakan,
terdakwa, penasihat hukumnya, maupun jaksa penuntut
umum memiliki hak untuk menempuh upaya hukum,
seperti banding (Pasal 233 KUHAP) jika tidak puas
dengan putusan pengadilan tingkat pertama, kasasi
(Pasal 244 KUHAP) untuk mengajukan keberatan
terhadap putusan banding di Mahkamah Agung, atau
peninjauan kembali (PK) (Pasal 263 KUHAP) jika
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ditemukan bukti baru yang dapat mengubah putusan
sebelumnya. Upaya hukum ini merupakan bagian dari
mekanisme peradilan yang bertujuan untuk memastikan
bahwa setiap putusan yang dijatuhkan benar-benar

sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan.

B. Pembuktian di Pengadilan

Dalam hukum acara pidana, pembuktian adalah
proses untuk menghadirkan dan menilai alat bukti guna
memastikan kebenaran dari suatu dakwaan terhadap
terdakwa. Pembuktian bertujuan untuk mendukung atau
membantah tuduhan yang diajukan oleh jaksa penuntut
umum, sehingga hakim dapat menentukan apakah
terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Menurut Pasal
183 KUHAP, seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana
apabila hakim memiliki keyakinan berdasarkan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah
dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang
meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau
dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Pembuktian dalam persidangan dilakukan dengan
mempertimbangkan aspek legalitas, relevansi, dan
kredibilitas dari setiap alat bukti yang diajukan
(Suhardianto & Arafat, 2022).
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Tujuan utama pembuktian dalam persidangan
pidana  adalah  membuktikan = kesalahan  atau
ketidakbersalahan terdakwa sesuai dengan prinsip
beyond reasonable doubt, yang berarti bahwa kesalahan
terdakwa harus terbukti tanpa adanya keraguan yang
wajar. Jika bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk
meyakinkan hakim, maka terdakwa harus dibebaskan
berdasarkan asas in dubio pro reo, yakni jika terdapat
keraguan dalam pembuktian, keputusan harus berpihak
pada terdakwa. Selain itu, pembuktian juga bertujuan
untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung
secara adil dan transparan, serta mencegah kesalahan
dalam pemidanaan (wrongful conviction). Dengan
demikian, pembuktian dalam hukum pidana tidak hanya
berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum, tetapi
juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia
agar tidak ada individu yang dihukum secara sewenang-
wenang tanpa bukti yang sah dan meyakinkan.

Sistem Pembuktian yang Berlaku di Indonesia
Sistem  Pembuktian  Berdasarkan  Undang-Undang
(Negatief-Wettelijk, Pasal 183 KUHAP)

Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum
pidana Indonesia mengikuti prinsip negatief-wetteljjk,
sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP. Prinsip

ini menyatakan bahwa seorang terdakwa hanya dapat
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dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana jika dua syarat
utama terpenuhi: (1) adanya sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah, dan (2) adanya keyakinan hakim bahwa
terdakwa benar-benar bersalah. Dengan sistem ini,
pembuktian tidak hanya berpatokan pada jumlah alat
bukti semata, tetapi juga harus mampu meyakinkan hakim
bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya. Sistem ini disebut negatief karena
tidak sekadar mengandalkan aturan undang-undang
mengenai alat bukti, tetapi juga mempertimbangkan
keyakinan hakim dalam menilai bukti-bukti yang ada. Oleh
karena itu, meskipun terdapat dua alat bukti yang sah,
namun jika hakim tidak yakin, terdakwa tetap tidak dapat
dijatuhi hukuman.

Sistem ini diterapkan untuk menjaga keseimbangan
antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga tidak ada
individu yang dihukum hanya berdasarkan jumlah bukti
tanpa adanya keyakinan yang cukup dari hakim. Misalnya,
dalam kasus di mana terdapat dua alat bukti formal tetapi
bukti tersebut tidak cukup kuat untuk menghilangkan
keraguan yang wajar (beyond reasonable doubt), maka
terdakwa harus dibebaskan. Sebaliknya, jika hanya
terdapat satu alat bukti tetapi sangat kuat dan didukung
oleh petunjuk yang meyakinkan, maka hakim tetap tidak

dapat menjatuhkan pidana. Dengan sistem ini, proses
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pembuktian dalam hukum pidana Indonesia menekankan
keseimbangan antara aturan hukum dan keyakinan hakim
dalam mencapai keadilan substansial.

Sistem Pembuktian Bebas (Kewenangan Hakim dalam
Menilai Bukti)

Dalam sistem pembuktian bebas, hakim diberikan
kewenangan penuh dalam menilai alat bukti yang diajukan
selama persidangan. Berbeda dengan sistem pembuktian
yang kaku, di mana hakim hanya boleh menggunakan bukti
yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang,
sistem ini memungkinkan hakim untuk menilai nilai dan
bobot dari setiap alat bukti secara independen. Hakim
tidak terikat pada jumlah alat bukti tertentu, melainkan
dapat menggunakan logika hukum, pengalaman, serta
keyakinan pribadinya dalam menafsirkan fakta-fakta yang
terungkap dalam persidangan.

Namun, meskipun sistem pembuktian bebas
memberi kebebasan kepada hakim, sistem ini tetap harus
dikendalikan oleh prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam
menilai bukti, melainkan harus tetap mengacu pada alat
bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan
keterangan terdakwa. Selain itu, hakim juga harus

mematuhi prinsip praduga tak bersalah dan memastikan

111



bahwa putusan yang diambil benar-benar berdasarkan
bukti yang kuat dan meyakinkan. Sistem pembuktian
bebas sering digunakan dalam kasus-kasus yang
melibatkan kejahatan berbasis teknologi atau korupsi, di
mana alat bukti yang diajukan tidak selalu berbentuk bukti
konvensional, tetapi dapat berupa rekaman elektronik,
jejak digital, atau audit keuangan yang perlu dianalisis
lebih lanjut oleh hakim.

Sistem Pembuktian Positif (Kombinasi dari Sistem Undang-
Undang dan Keyakinan Hakim)

Sistem pembuktian positif merupakan kombinasi
antara sistem pembuktian berdasarkan undang-undang
dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.
Dalam sistem ini, hakim wajib mendasarkan keputusannya
pada alat bukti yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan, tetapi juga diberikan kebebasan
untuk menilai bobot serta relevansi alat bukti tersebut
berdasarkan keyakinannya. Dengan kata lain, sistem ini
berusaha menggabungkan kepastian hukum (legal
certainty) yang berasal dari undang-undang dengan
kebijaksanaan dan keyakinan hakim dalam menilai kasus
secara lebih holistik.

Sistem pembuktian positif banyak digunakan
dalam praktik peradilan di Indonesia, karena

memungkinkan hakim untuk tetap mematuhi batasan
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hukum yang ada tetapi tetap memiliki fleksibilitas dalam
menilai nilai probatif dari alat bukti yang diajukan.
Misalnya, dalam kasus pencucian uang atau korupsi,
sistem ini memungkinkan hakim untuk
mempertimbangkan bukti tidak langsung, seperti analisis
keuangan dan pola transaksi yang mencurigakan,
meskipun bukti langsung seperti saksi atau dokumen
transaksi tidak cukup kuat. Dengan mengadopsi
pendekatan ini, sistem pembuktian positif berusaha
menjaga keseimbangan antara legalitas, keadilan, dan
logika hukum dalam proses peradilan pidana.
Jenis-Jenis Alat Bukti dalam Persidangan (Pasal 184
KUHAP)
1) Keterangan saksi
Keterangan saksi adalah pernyataan yang
diberikan oleh seseorang di bawah sumpah mengenai
suatu peristiwa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri
dalam kaitannya dengan suatu tindak pidana. Menurut
Pasal 185 KUHAP, keterangan saksi harus memenubhi
syarat sah, yaitu diberikan secara langsung di
persidangan dan tidak boleh hanya berasal dari satu
saksi saja (unus testis nullus testis). Dalam hukum
pidana, terdapat perbedaan antara saksi fakta—yang

memberikan keterangan berdasarkan pengalaman
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2)

3)

langsung—dan saksi ahli yang memberikan
pendapatnya berdasarkan keahlian di bidang tertentu.
Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah pendapat yang
diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian
khusus dalam bidang tertentu untuk membantu hakim
memahami aspek teknis dari suatu perkara.
Berdasarkan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli tidak
diberikan berdasarkan pengalaman langsung terhadap
kejadian pidana, melainkan berdasarkan analisis
profesionalnya, misalnya dalam bidang forensik,
kedokteran, atau keuangan. Meskipun bukan bukti
langsung atas kejadian, keterangan ahli dapat menjadi
alat bukti yang memperjelas validitas alat bukti lain
yang diajukan di persidangan.
Surat atau dokumen

Alat bukti surat atau dokumen mencakup segala
bentuk tulisan yang dapat digunakan untuk
membuktikan suatu fakta dalam persidangan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Surat
dapatberupa surat resmi dari pejabat berwenang, akta
otentik, laporan keuangan, rekaman digital, atau
dokumen transaksi yang relevan dengan perkara. Agar
memiliki kekuatan hukum, surat atau dokumen harus

sah menurut hukumdan dapatdiverifikasi keasliannya.
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4)

5)

Dalam kasus kejahatan siber, rekaman elektronik dan
metadata juga dapat dijadikan alat bukti yang kuat.
Petunjuk

Petunjuk adalah kesimpulan yang diperoleh
hakim berdasarkan fakta yang muncul dalam
persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 188
KUHAP. Petunjuk dapat diperoleh dari kesesuaian
antara keterangan saksi, dokumen, rekaman CCTV, atau
jejak digital yang menunjukkan keterlibatan terdakwa
dalam tindak pidana. Alat bukti ini berperan sebagai
penguat bagi alat bukti lain, terutama dalam kasus di
mana tidak ada saksi langsung yang menyaksikan
peristiwa pidana secara utuh.
Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan penjelasan
yang diberikan oleh terdakwa mengenai tindak pidana
yang didakwakan kepadanya, sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan ini tidak dapat
dijadikan satu-satunya dasar untuk menjatuhkan
pidana, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain.
Jika pengakuan terdakwa tidak diperkuat dengan bukti
lain yang sah, maka pengakuan tersebut tidak memiliki
kekuatan hukum yang cukup untuk menjadi dasar

putusan hakim.
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C. Penilaian Bukti oleh Hakim

Hakim memiliki kewenangan penuh dalam menilai
alat bukti yang diajukan dalam persidangan secara bebas
dan objektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.
Dalam sistem pembuktian negatief-wettelijk, hakim tidak
hanya terikat pada jumlah alat bukti yang dihadirkan,
tetapi juga harus memiliki keyakinan bahwa terdakwa
benar-benar bersalah sebelum menjatuhkan putusan.
Kewenangan ini  mengharuskan hakim  untuk
mempertimbangkan keseluruhan alat bukti, termasuk
keterangan saksi, dokumen, barang bukti, serta fakta-fakta
yang terungkap selama persidangan. Meskipun demikian,
hakim tetap terikat pada prinsip keadilan dan tidak boleh
menggunakan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah,
seperti bukti yang diperoleh melalui penyiksaan atau
pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, hakim
berperan sebagai pengadil yang memastikan bahwa
proses pembuktian berjalan sesuai hukum serta
menghasilkan keputusan yang benar-benar
mencerminkan kebenaran materiil.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penilaian Hakim

Dalam menilai alat bukti, hakim
mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat
memengaruhi keputusannya, termasuk kualitas dan

kuantitas alat bukti yang diajukan. Sebuah alat bukti yang
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memiliki bobot kuat, seperti dokumen resmi atau rekaman
elektronik yang tidak terbantahkan, dapat lebih
meyakinkan dibandingkan dengan kesaksian yang
meragukan atau inkonsisten. Selain itu, konsistensi
keterangan saksi juga menjadi faktor penting, karena
kesaksian yang berubah-ubah atau bertentangan dengan
bukti lain dapat melemahkan nilai pembuktiannya.
Relevansi bukti dengan perkara yang disidangkan juga
menjadi pertimbangan utama, karena bukti yang tidak
berkaitan langsung dengan tindak pidana tidak memiliki
nilai probatif yang tinggi. Selain aspek teknis pembuktian,
hakim juga harus menjagaindependensi dalam mengambil
keputusan dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan
publik, opini media, atau intervensi politik yang dapat
mengganggu objektivitasnya. Oleh karena itu, hakim harus
berpegang pada prinsip profesionalitas dan integritas agar
putusan yang diambil benar-benar berlandaskan pada
hukum dan fakta persidangan.
Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan
Putusan

Dalam menjatuhkan putusan, hakim
mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu pertimbangan
yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan yuridis
mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, di mana hakim harus memastikan bahwa
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putusannya selaras dengan KUHAP, KUHP, serta undang-
undang terkait lainnya yang mengatur tindak pidana yang
diadili. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek
sosiologis, yakni dampak putusan terhadap masyarakat
luas. Misalnya, dalam kasus kejahatan korupsi, hakim
dapat menjatuhkan hukuman berat untuk memberikan
efek jera dan mencegah kejahatan serupa terjadi di masa
depan. Selanjutnya, pertimbangan filosofis mencakup
nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum, di mana hakim
harus menyeimbangkan antara pemberian hukuman yang
setimpal dengan memastikan bahwa proses hukum
berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika
yang berlaku dalam masyarakat. Dengan
mempertimbangkan ketiga aspek ini, hakim diharapkan
dapat menjatuhkan putusan yang tidak hanya sah secara
hukum, tetapi juga adil dan memberikan manfaat bagi

sistem peradilan secara keseluruhan.
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Bab VII

Penyimpangan dalam
Hukum Pembuktian Pidana

enyimpangan dalam hukum pembuktian pidana
Pmerupakan isu krusial yang dapat berdampak pada
keadilan dalam sistem peradilan pidana. Mahasiswa akan
mempelajari berbagai bentuk penyimpangan, termasuk
penyalahgunaan alat bukti, kesalahan dalam proses
penyelidikan dan penyidikan, serta penyalahgunaan
kekuasaan oleh penyidik atau jaksa. Pemahaman tentang
penyimpangan ini penting agar mahasiswa dapat
mengidentifikasi potensi ketidakadilan dan memahami
mekanisme pengawasan serta upaya hukum yang dapat
dilakukan untuk mencegah atau mengoreksi pelanggaran.
Tujuan pembelajaran dalam bab ini adalah agar mahasiswa
mampu menganalisis kasus-kasus penyimpangan dalam
praktik hukum pembuktian pidana serta memberikan solusi

berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
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A. Penyalahgunaan Alat Bukti

Penyalahgunaan alat bukti dalam hukum pidana
mengacu pada segala bentuk tindakan yang bertujuan
untuk memanipulasi, menghilangkan, atau memalsukan
alat bukti guna menguntungkan atau merugikan pihak
tertentu dalam suatu perkara pidana. Dalam sistem
peradilan, alat bukti memiliki peran krusial dalam
menentukan apakah seorang terdakwa terbukti bersalah
atau tidak. Oleh karenaitu, setiap alat bukti harus disajikan
dengan transparansi dan kejujuran untuk memastikan
bahwa proses peradilan berjalan secara adil.
Penyalahgunaan alat bukti dapat dilakukan oleh berbagai
pihak, termasuk penyidik, jaksa, saksi, atau pihak
berkepentingan lainnya yang ingin mempengaruhi
jalannya persidangan dengan cara yang tidak sah. Jika
praktik ini dibiarkan, maka akan berdampak pada
kriminalisasi yang salah, penyalahgunaan wewenang,
serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem
peradilan pidana (Fadli, 2022).

Bentuk penyalahgunaan alat bukti dapat
dikategorikan menjadi beberapa jenis utama. Pertama,
pemalsuan alat bukti, yaitu menciptakan atau mengubah
suatu alat bukti agar tampak seolah-olah asli, padahal
tidak demikian. Kedua, manipulasi alat bukti, yang

mencakup penyuntingan, penyembunyian, atau
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perubahan substansi dari bukti yang sebenarnya untuk
mendukung suatu narasi tertentu. Ketiga, penghilangan
alat bukti, yang bertujuan untuk menghambat proses
pembuktian di persidangan dengan cara menyembunyikan
atau menghancurkan barang bukti yang seharusnya dapat
digunakan  dalam  persidangan. Semua bentuk
penyalahgunaan ini berpotensi merusak integritas sistem
peradilan dan dapat dikenai sanksi hukum yang berat bagi
pelakunya.
Pemalsuan dan Manipulasi Alat Bukti

Pemalsuan alat bukti dalam hukum pidana sering
kali dilakukan dengan modus operandi yang terencana dan
sistematis untuk mengubah jalannya persidangan atau
hasil putusan. Salah satu modus umum adalah pemalsuan
dokumen dengan cara membuat dokumen palsu yang
seolah-olah merupakan dokumen resmi, seperti surat
keterangan, laporan forensik, atau perjanjian hukum.
Selain itu, pemalsuan juga dapat dilakukan melalui
pengeditan rekaman suara atau video untuk menampilkan
fakta yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya.
Manipulasi alat bukti juga sering terjadi dalam bentuk
penyajian bukti yang telah direkayasa, misalnya dengan
mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan yang

tidak sesuai fakta, atau menyajikan barang bukti yang
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sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara yang
sedang diperiksa.

Contoh kasus nyata dari pemalsuan alat bukti adalah
penggunaan dokumen atau saksi palsu dalam persidangan
untuk menjebak seseorang agar dinyatakan bersalah.
Beberapa kasus pidana di Indonesia telah mencatat
kejadian di mana alat bukti direkayasa, sehingga terdakwa
yang sebenarnya tidak bersalah justru dijatuhi hukuman
pidana. Dampak hukum bagi pihak yang terbukti
melakukan pemalsuan alat bukti sangat serius. Dalam
KUHP dan KUHAP, pemalsuan bukti dapat dikenai pidana
karena dianggap sebagai tindakan menghalangi proses
peradilan atau obstruction of justice. Hukuman bagi
pelaku dapatberupa pidana penjara, denda, hingga sanksi
administratif, tergantung pada tingkat kesalahan dan
dampak dari tindakan tersebut (Ulfa & Handitya, 2024).
Pelanggaran Etika dan Sanksi terhadap
Penyalahgunaan Alat Bukti

Dalam sistem peradilan pidana, setiap penyidik,
jaksa, atau pihak terkait memiliki tanggung jawab hukum
dan etika dalam mengelola alat bukti. Penyalahgunaan alat
bukti bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak
prinsip keadilan yang menjadi dasar dari sistem peradilan.
Oleh karena itu, siapa pun yang terlibat dalam proses

peradilan harus bertindak dengan profesionalisme dan
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integritas yang tinggi. Penyidik yang menyembunyikan
atau memalsukan bukti dapat dianggap telah melanggar
kode etik profesi, sementara jaksa yang menggunakan alat
bukti secara tidak sah dapat dikenai sanksi etik maupun
hukum. Selain itu, jika advokat terlibat dalam manipulasi
alat bukti, maka mereka dapat dikenai sanksi oleh Dewan
Kehormatan Advokat serta dicabut izin praktik hukumnya.

Dari sisi hukum, sanksi terhadap penyalahgunaan
alat bukti dapat dikenakan dalam beberapa bentuk. Pasal
221 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang dengan
sengaja menyembunyikan atau merusak alat bukti dalam
suatu proses hukum dapat dipidana. Selain itu, dalam
kasus yang lebih serius, pelaku dapat dijerat dengan pasal
obstruction of justice, yang merujuk pada tindakan
menghalangi jalannya persidangan atau penyelidikan.
Untuk mencegah penyalahgunaan alat bukti, lembaga
pengawas seperti Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, dan
Propam Polri memiliki kewenangan untuk melakukan
pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan
pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas, diharapkan
praktik penyalahgunaan alat bukti dapat diminimalkan
demi menjaga keadilan dalam sistem peradilan pidana

(Sari, 2023).
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B. Kesalahan dalam Penyelidikan dan Penyidikan

Kesalahan dalam penyelidikan dan penyidikan
merujuk pada kekeliruan atau pelanggaran prosedur yang
terjadi dalam tahap awal proses peradilan pidana, yang
dapat berakibat pada penetapan tersangka yang tidak
tepat, pemidanaan yang salah, atau pelanggaran hak asasi
manusia. Menurut KUHAP, penyelidikan adalah tahap awal
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang
diduga sebagai tindak pidana (Pasal 1 angka 5 KUHAP),
sedangkan penyidikan adalah proses lanjutan untuk
mencari dan mengumpulkan bukti guna menentukan
tersangka yang dapat dimintai pertanggungjawaban
pidana (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Kesalahan dalam tahap
ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti
kelalaian atau Kkesengajaan aparat penegak hukum,
penggunaan metode interogasi yang tidak sah, atau
pengaruh kepentingan politik dan ekonomi yang membuat
proses tidak berjalan objektif. Selain itu, kesalahan juga
sering terjadi akibat kurangnya bukti yang cukup,
penyiksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan
pengakuan, atau penggunaan alat bukti yang tidak valid.
Jika tidak dikoreksi, kesalahan dalam penyelidikan dan
penyidikan dapat menyebabkan ketidakadilan hukum,
termasuk salah tangkap atau kriminalisasi terhadap

individu yang tidak bersalah.
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Jenis-Jenis Kesalahan dalam Penyelidikan dan
Penyidikan
Salah Tangkap dan Salah Identifikasi Tersangka

Kesalahanini terjadi ketika seseorang ditangkap dan
ditetapkan sebagai tersangka tanpa bukti yang cukup atau
berdasarkan identifikasi yang keliru. Penyebabnya bisa
berupa keterangan saksi yang tidak akurat, minimnya alat
bukti, atau penyelidikan yang terburu-buru. Akibatnya,
orang yang tidak bersalah dapat mengalami perampasan
kebebasan, pencemaran nama baik, dan trauma psikologis.
Penyiksaan atau Pemaksaan Keterangan Selama Proses
Penyidikan

Dalam beberapa kasus, penyidik menggunakan
kekerasan fisik, tekanan psikologis, atau ancaman untuk
memaksa tersangka mengakui perbuatan yang belum
tentu dilakukan. Praktik ini melanggar prinsip due process
of law serta hak asasi manusia, dan dapat menyebabkan
pengakuan palsu yang berujung pada pemidanaan yang
salah.
Kesalahan dalam Penerapan Pasal atau Konstruksi Hukum

Kesalahan ini terjadi ketika aparat penegak hukum
menerapkan pasal yang tidak sesuai dengan fakta atau
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hal ini dapat
menyebabkan terdakwa dijerat dengan pasal yang lebih

berat atau lebih ringan, serta berpotensi mempengaruhi
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keabsahan putusan pengadilan. Kesalahan ini sering
terjadi akibat kurangnya pemahaman hukum atau
kelalaian dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
Upaya Koreksi terhadap Kesalahan Penyelidikan dan
Penyidikan

Upaya Kkoreksi terhadap kesalahan dalam
penyelidikan dan penyidikan dilakukan  melalui
mekanisme perlindungan hukum, seperti hak korban salah
tangkap untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan
rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP.
Selain itu, praperadilan berperan sebagai mekanisme
kontrol yang memungkinkan tersangka atau pihak lain
untuk menggugat keabsahan penangkapan, penahanan,
atau penghentian penyidikan yang tidak sah (Pasal 77-83
KUHAP). Jika pengadilan praperadilan memutuskan
bahwa penyidikan tidak sah, maka perkara dapat
dibatalkan. Di samping itu, reformasi prosedur
penyelidikan dan penyidikan menjadi langkah penting
untuk mencegah kesalahan serupa di masa depan.
Reformasi ini dapat mencakup peningkatan transparansi
dalam penyidikan, pelatihan profesional bagi aparat
penegak hukum, serta pengawasan ketat oleh lembaga
independen seperti Komisi Kepolisian = Nasional
(Kompolnas) dan Komisi Kejaksaan. Dengan penerapan

langkah-langkah ini, diharapkan sistem peradilan pidana
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dapat lebih adil dan minim kesalahan dalam penyelidikan

maupun penyidikan.

. Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Penyidik atau Jaksa

Penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  proses
penegakan hukum adalah tindakan aparat penegak
hukum, seperti penyidik dan jaksa, yang menggunakan
wewenangnya di luar batas hukum atau dengan tujuan
yang tidak sah, sehingga merugikan individu atau
kepentingan umum.

Dalam sistem peradilan pidana, penyalahgunaan
kewenangan sering terjadi dalam berbagai bentuk, seperti
kriminalisasi, yaitu upaya menjadikan seseorang sebagai
tersangka tanpa dasar hukum yang kuat, sering kali karena
motif politik, bisnis, atau kepentingan pribadi. Bentuklain
adalah pemerasan, di mana aparat hukum meminta
sejumlah uang atau fasilitas sebagai imbalan untuk
menghentikan penyidikan atau meringankan tuntutan.
Selain itu, intimidasi terhadap saksi atau tersangka juga
kerap terjadi, baik dalam bentuk ancaman fisik maupun
psikologis, dengan tujuan agar individu tersebut
memberikan  pengakuan atau  kesaksian  yang

menguntungkan pihak tertentu.
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Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan terhadap Sistem
Peradilan

Penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan
memiliki dampak yang luas, salah satunya adalah
hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak
hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa aparat hukum
tidak bertindak secara profesional dan netral, mereka
cenderung merasa bahwa hukum hanya berpihak pada
kelompok tertentu dan tidak memberikan keadilan bagi
semua pihak. Akibatnya, masyarakat menjadi enggan
untuk melaporkan tindak pidana atau bekerja sama dalam
proses hukum, yang pada akhirnya dapat melemahkan
sistem peradilan secara keseluruhan.

Penyalahgunaan kekuasaan juga berdampak buruk
terhadap hak-hak terdakwa dan prinsip fair trial, karena
terdakwa dapat diperlakukan secara sewenang-wenang,
mengalami  penyiksaan, atau bahkan  dihukum
berdasarkan bukti yang direkayasa. Dalam beberapa
kasus, penyalahgunaan kekuasaan telah terbukti
mencederai keadilan, seperti dalam kasus kriminalisasi
aktivis, jurnalis, atau oposisi politik, di mana aparat hukum
digunakan sebagai alat untuk menekan suara yang kritis
terhadap pemerintah atau pihak berkuasa. Jika praktik ini

terus berlanjut, maka keadilan substantif akan semakin

128



sulit dicapai, dan hukum hanya menjadi alat kekuasaan
yang tidak berpihak pada kebenaran.

Mekanisme Pengawasan dan Sanksi terhadap
Penyalahgunaan Kekuasaan

Untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan
kekuasaan oleh aparat penegak hukum, mekanisme
pengawasan harus diperkuat melalui lembaga-lembaga
independen seperti Komisi Kejaksaan dan Divisi Profesi
dan Pengamanan (Propam) Polri, yang bertugas untuk
menerima pengaduan dan melakukan pemeriksaan
terhadap jaksa atau penyidik yang diduga melakukan
pelanggaran.

Pengawasan juga dapat dilakukan melalui Komisi
Yudisial, terutama dalam hal memastikan bahwa hakim
tidak terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang.
Selain mekanisme pengawasan, sanksi hukum yang tegas
harus diterapkan kepada aparat hukum yang terbukti
menyalahgunakan kekuasaan. Sanksi ini dapat berupa
hukuman pidana, pemecatan, atau pencabutan
kewenangan dalam menjalankan tugas sebagai penyidik
atau jaksa. Selain itu, reformasi hukum juga perlu
dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas dalam proses peradilan, misalnya dengan
memperketat mekanisme kontrol internal di lembaga

penegak hukum, memperjelas aturan mengenai konflik
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kepentingan, serta meningkatkan keterlibatan publik
dalam pengawasan kinerja aparat hukum. Dengan adanya
sistem pengawasan yang kuat dan sanksi yang tegas,
diharapkan praktik penyalahgunaan kekuasaan dapat
diminimalkan, sehingga kepercayaan publik terhadap

sistem peradilan pidana dapat kembali terjaga.
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Bab VIII

Perubahan dan
Pengembangan Hukum
Pembuktian Pidana

erubahan dalam hukum pembuktian pidana merupakan
Prespons terhadap perkembangan hukum, kebutuhan
keadilan, dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi proses
peradilan. Reformasi hukum pembuktian dapat mencakup
revisi terhadap aturan alat bukti, standar pembuktian, serta
prosedur peradilan untuk memastikan efektivitas dan
keadilan dalam proses hukum. Pengembangan hukum
pembuktian pidana juga mencakup adaptasi terhadap bukti
digital, penggunaan teknologi forensik, serta penerapan
prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pembuktian.
Perubahan ini berdampak langsung pada sistem pembuktian
di pengadilan, termasuk bagaimana hakim menilai dan
menafsirkan alat bukti dalam suatu perkara pidana. Dengan
memahami  perubahan dan pengembangan hukum
pembuktian, mahasiswa akan mampu menganalisis peran
regulasi dalam menjamin keadilan serta menilai implikasi

perubahan hukum terhadap sistem pembuktian di Indonesia.
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A. Perubahan dalam Hukum Pembuktian Pidana

Perubahan dalam hukum pembuktian pidana
merupakan proses adaptasi sistem hukum terhadap
dinamika yang terjadi dalam masyarakat, baik dari segi
perkembangan teknologi, perubahan sosial, maupun
keputusan pengadilan yang menciptakan preseden hukum
baru. Secara umum, perubahan dalam hukum pembuktian
pidana dapat didefinisikan sebagai penyesuaian atau
pembaruan aturan mengenai proses pembuktian dalam
peradilan pidana, termasuk alat bukti yang diakui, standar
beban pembuktian, serta mekanisme evaluasi terhadap
bukti yang diajukan di persidangan.

Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan
efektivitas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana,
dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip fundamental
seperti asas legalitas, asas praduga tak bersalah, dan asas
fair trial. Faktor utama yang mendorong perubahan ini
antara lain adalah kemajuan teknologi yang menghadirkan
bukti elektronik sebagai alat bukti baru, dampak sosial
dari perubahan pola kejahatan, serta putusan pengadilan
yang mengubah cara interpretasi hukum pembuktian
dalam perkara-perkara tertentu (Suryani & Megantara,

2024).
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Perubahan dalam Undang-Undang yang Mengatur
Pembuktian Pidana

Salah satu perubahan penting dalam hukum
pembuktian pidana terjadi dalam revisi terhadap KUHAP.
Dalam sistem pembuktian yang lama, alat bukti yang
diakui terbatas pada keterangan saksi, keterangan ahlj,
surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sebagaimana
diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Namun, dengan
berkembangnya teknologi, sistem hukum di Indonesia
mulai mengakomodasi alat bukti elektronik, sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) yang mengakui rekaman elektronik
sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Selain itu, dalam
tindak pidana khusus seperti korupsi dan pencucian uang,
terjadi perubahan dalam sistem pembuktian dengan
diterapkannya mekanisme pembuktian terbalik secara
terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Tipikor,
yang memungkinkan terdakwa untuk membuktikan asal-
usul kekayaannya jika terdapat indikasi tindak pidana
korupsi. Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian
hukum pembuktian terhadap kebutuhan peradilan
modern, terutama dalam menangani kasus-kasus yang

semakin kompleks.
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Dampak dari perubahan hukum pembuktian
terhadap proses peradilan cukup signifikan, terutama
dalam perlindungan hak-hak terdakwa dan asas praduga
tak bersalah. Dengan adanya alat bukti baru seperti bukti
elektronik, terdakwa berpotensi menghadapi bukti yang
lebih sulit untuk disangkal, meskipun di sisi lain, bukti
tersebut juga dapat lebih mudah dimanipulasi. Oleh
karena itu, diperlukan aturan yang lebih ketat terkait
validitas dan keabsahan alat bukti digital agar tidak
disalahgunakan oleh pihak tertentu. Selain itu, peran jaksa,
penyidik, dan hakim juga mengalami penyesuaian.
Penyidik dan jaksa harus mampu memahami teknologi
forensik digital untuk memastikan bukti yang diajukan
memiliki dasar yang kuat, sementara hakim harus lebih
teliti dalam menilai alat bukti yang tidak berbentuk fisik,

seperti rekaman suara atau data transaksi digital.

. Pengembangan Hukum Pembuktian Pidana

Seiring dengan perkembangan hukum dan
teknologi, sistem pembuktian pidana harus terus
mengalami pengembangan agar tetap relevan dan efektif
dalam menegakkan keadilan. Pengembangan hukum
pembuktian tidak hanya mencakup modernisasi alat bukti,

tetapi juga integrasi prinsip hak asasi manusia serta
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reformasi regulasi untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas dalam proses peradilan.
Modernisasi Sistem Pembuktian dalam Era Digital
Modernisasi sistem pembuktian dalam era digital
menjadi suatu keniscayaan seiring dengan perkembangan
teknologi dan perubahan pola kejahatan. Pengakuan bukti
digital dalam persidangan pidana telah diakomodasi
dalam berbagairegulasi, termasuk UU ITE dan peraturan
lainnya, yang memungkinkan rekaman elektronik,
metadata, serta transaksi digital digunakan sebagai alat
bukti yang sah. Dalam proses pembuktian, forensik digital
memainkan peran krusial dalam mengungkap kejahatan
yang berbasis teknologi, seperti kejahatan siber, pencucian
uang, dan tindak pidana terorisme, dengan cara melacak
jejak digital, menganalisis komunikasi elektronik, serta
mengautentikasi dokumen digital. Namun, tantangan
terbesar dalam pembuktian digital adalah validasi dan
keabsahan bukti elektronik di mata hukum. Bukti digital
dapat dengan mudah dimanipulasi atau dipalsukan,
sehingga perlu standar yang ketat dalam pengumpulan,
penyimpanan, dan verifikasi agar dapat diterima di
pengadilan. Oleh karena itu, sistem pembuktian pidana
harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi
melalui regulasi yang jelas dan perangkat hukum yang

mampu mengakomodasi pembuktian berbasis digital.
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Integrasi Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Hukum
Pembuktian

Integrasi prinsip hak asasi manusia dalam hukum
pembuktian pidana menjadi aspek penting dalam menjaga
keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan
perlindungan hak individu. Salah satu langkah utama
adalah pembatasan penggunaan alat bukti yang diperoleh
secara tidak sah, seperti bukti yang diperoleh melalui
penyiksaan, pemaksaan, atau pelanggaran privasi. Pasal
183 KUHAP menegaskan bahwa alat bukti yang sah harus
memenubhi standar hukum dan dapat
dipertanggungjawabkan, sehingga tidak boleh ada bukti
yang didapatkan dengan cara yang melanggar hak asasi
manusia. Selain itu, perlindungan terhadap saksi dan
korban dalam proses pembuktian juga menjadi fokus
utama. Dalam banyak kasus kejahatan berat seperti
kekerasan seksual dan korupsi, saksi dan korban sering
mengalami intimidasi atau ancaman, sehingga diperlukan
mekanisme perlindungan yang lebih kuat agar mereka
dapat memberikan keterangan dengan aman. Regulasi
juga perlu dikembangkan untuk mencegah
penyalahgunaan alat bukti oleh aparat penegak hukum,
misalnya dengan memperketat pengawasan terhadap

proses penyitaan, penyimpanan, dan penyajian barang
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bukti agar tidak terjadi manipulasi yang dapat merugikan
pihak tertentu.

Ke depan, reformasi hukum pembuktian pidana
harus terus diarahkan pada peningkatan transparansi dan
akuntabilitas dalam proses peradilan. Salah satu langkah
penting adalah membuka akses yang lebih luas terhadap
pengawasan publik dan lembaga independen dalam setiap
tahapan pembuktian. Lembaga seperti Komisi Kejaksaan,
Komisi Yudisial, dan Ombudsman harus lebih aktif dalam
mengawasi praktik pembuktian, khususnya dalam kasus-
kasus yang Dberpotensi terjadi penyalahgunaan
kewenangan. Selain itu, diperlukan sistem audit dan
evaluasi berkala terhadap mekanisme pembuktian untuk
memastikan bahwa tidak ada praktik yang menyimpang
dari prinsip keadilan. Reformasi ini juga harus mencakup
peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam
memahami pembuktian digital, termasuk pelatihan dalam
analisis forensik digital, interpretasi bukti elektronik, dan
validasi dokumen digital, sehingga aparat dapat

menyesuaikan diri dengan tantangan di era digital.

. Pengaruh Perubahan Hukum terhadap Sistem
Pembuktian
Perubahan dalam hukum pembuktian pidana

memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem
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pembuktian di pengadilan, terutama dalam hal standar
dan mekanisme pembuktian yang digunakan untuk
menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa.
Dengan adanya perubahan regulasi, seperti pengakuan
alat bukti elektronik dan penerapan pembuktian terbalik
dalam kasus tertentu, sistem peradilan pidana mengalami
pergeseran dari pendekatan konvensional menuju
pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan
zaman. Perubahan ini juga memengaruhi peran hakim,
jaksa, dan penasihat hukum dalam menilai serta
menyajikan alat bukti di persidangan. Misalnya, dalam
kasus tindak pidana Kkorupsi dan pencucian uang,
terdakwa  dapat dibebankan kewajiban  untuk
membuktikan bahwa kekayaannya bukan hasil dari tindak
pidana. Hal ini menuntut hakim dan jaksa untuk lebih teliti
dalam menilai keabsahan alat bukti yang diajukan, serta
memastikan bahwa prinsip praduga tak bersalah tetap
dihormati. Dengan kata lain, perubahan hukum
pembuktian mengharuskan seluruh aktor dalam sistem
peradilan untuk menyesuaikan diri dengan prosedur baru
guna memastikan bahwa keputusan hukum tetap adil dan
sesuai dengan asas kepastian hukum (Liklikwatil &
Sasauw, 2023).

Namun, implementasi perubahan dalam sistem

pembuktian juga menghadapi berbagai tantangan,
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terutama dalam hal penyesuaian regulasi dan kesiapan
aparat penegak hukum dalam menerapkannya. Salah satu
tantangan terbesar adalah perbedaan interpretasi
terhadap aturan baru, yang dapat menyebabkan
ketidakpastian dalam praktik peradilan. Misalnya, dalam
penggunaan bukti digital, belum semua aparat penegak
hukum memiliki pemahaman dan keterampilan yang
memadai dalam melakukan analisis forensik digital,
sehingga berpotensi melemahkan efektivitas pembuktian
di persidangan. Selain itu, perubahan hukum juga dapat
menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap
keadilan, terutama bagi pihak yang tidak memiliki sumber
daya atau pengetahuan yang cukup untuk menghadapi

proses pembuktian yang semakin kompleks.
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Bab IX

Pembuktian dalam
Tindak Pidana Khusus

P embuktian dalam tindak pidana khusus memiliki urgensi
tinggi karena karakteristiknya yang kompleks dan sering
kali melibatkan modus operandi yang canggih. Dalam bab ini,
mahasiswa akan mempelajari bagaimana sistem pembuktian
diterapkan dalam kasus-kasus khusus seperti korupsi,
narkotika, dan tindak pidana siber, yang masing-masing
memiliki regulasi dan tantangan tersendiri. Mahasiswa akan
memahami perbedaan alat bukti yang digunakan, standar
pembuktian yang diterapkan, serta peran penyidik dan
penuntut dalam menghadirkan bukti yang sah di pengadilan.
Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah agar mahasiswa
mampu menganalisis metode pembuktian yang efektif dalam
tindak pidana khusus serta memahami bagaimana hukum
beradaptasi terhadap perkembangan kejahatan yang semakin

kompleks.
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A. Pembuktian dalam Kasus Korupsi

Pembuktian dalam kasus korupsi memiliki
tantangan tersendiri karena sifatnya yang kompleks dan
sering melibatkan pejabat negara, aparat penegak hukum,
serta jaringan bisnis yang luas. Korupsi umumnya
dilakukan dengan cara yang terselubung, seperti
manipulasi dokumen keuangan, pencucian uang, dan
penggunaan perantara untuk menyamarkan transaksi
ilegal. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang
sering memiliki bukti langsung seperti saksi atau barang
bukti fisik, pembuktian dalam kasus korupsi lebih
mengandalkan bukti tidak langsung, seperti laporan
keuangan, audit forensik, rekaman komunikasi, serta
keterangan saksi ahli. Selain itu, karena pelaku korupsi
sering kali memiliki pengaruh di lingkungan birokrasi atau
dunia usaha, proses penyelidikan dan pembuktian menjadi
semakin sulit karena adanya kemungkinan intervensi
politik, penghilangan barang bukti, atau tekanan terhadap
saksi yang memberikan keterangan di persidangan
(Mallarangeng & Ali, 2023).

Selain kompleksitas dalam mengungkap aliran dana
yang tersembunyi, pembuktian dalam kasus korupsi juga
menghadapi tantangan dalam hal validasi alat bukti dan
penerapan pembuktian terbalik. Pasal 37 UU Tipikor

memungkinkan terdakwa untuk membuktikan bahwa
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kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana korupsi,
yang dikenal sebagai mekanisme pembuktian terbalik
secara terbatas. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini
sering menuai Kkontroversi, terutama terkait potensi
pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Selain
itu, alat bukti dalam kasus korupsi sering kali berupa
dokumen keuangan, kontrak pengadaan, serta transaksi
perbankan, yang membutuhkan analisis mendalam dari
auditor forensik dan saksi ahli keuangan. Tantangan
lainnya adalah penggunaan bukti elektronik, seperti
komunikasi digital atau rekaman transaksi, yang harus
memenuhi standar keabsahan menurut UU ITE agar dapat
digunakan dalam persidangan. Dengan berbagai kendala
tersebut, pembuktian dalam kasus korupsi memerlukan
pendekatan yang sistematis, penguatan mekanisme
pengawasan, serta dukungan teknologi forensik untuk
memastikan bahwa proses hukum berjalan secara
transparan dan adil.
Alat Bukti yang Digunakan dalam Pembuktian Korupsi
BuktiDokumen: Laporan Keuangan, Kontrak, dan Transaksi
Perbankan

Dalam pembuktian kasus korupsi, dokumen
tertulis menjadi alat bukti utama karena sebagian besar
kejahatan korupsi dilakukan melalui manipulasi keuangan

dan penyalahgunaan wewenang administratif. Dokumen
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yang sering digunakan sebagai alat bukti meliputi laporan
keuangan, kontrak pengadaan barang dan jasa, serta
dokumen transaksi perbankan. Laporan keuangan dapat
menunjukkan adanya penyimpangan dalam anggaran,
seperti mark-up harga, pengeluaran fiktif, atau pencairan
dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kontrak
pengadaan sering menjadi bukti dalam kasus suap dan
gratifikasi, di mana kontrak kerja sama antara pemerintah
dan perusahaan swasta dijadikan alat untuk menutupi
praktik korupsi, misalnya dengan memenangkan
perusahaan tertentu tanpa melalui prosedur lelang yang
sah. Transaksi perbankan juga menjadi bukti penting
karena dapat menunjukkan aliran dana yang tidak wajar,
termasuk pengiriman uang ke rekening tertentu yang
diduga sebagai bagian dari pencucian uang atau
pembayaran suap. Bukti dokumen ini biasanya diperkuat
dengan audit forensik dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) atau auditor independen untuk memastikan bahwa
transaksi yang dilakukan benar-benar mencerminkan
tindakan korupsi.
Keterangan Saksi dan Ahli, Termasuk Auditor Forensik dan
Pakar Hukum Keuangan

Selain bukti dokumen, keterangan saksi dan ahli
berperan penting dalam menguatkan pembuktian dalam

kasus korupsi. Saksi fakta, seperti pegawai yang terlibat
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dalam proses administrasi keuangan atau rekanan proyek
pemerintah, dapat memberikan informasi mengenai
mekanisme kerja yang digunakan untuk menyalurkan
dana secara ilegal. Keterangan dari whistleblower atau
pelapor dalam kasus korupsi sering kali menjadi poin
krusial dalam membongkar skema kejahatan yang
kompleks. Di sisi lain, saksi ahli, seperti auditor forensik
dan pakar hukum keuangan, memiliki peran dalam
menjelaskan  mekanisme pencucian uang, teknik
penggelapan dana, serta rekayasa laporan keuangan yang
digunakan dalam tindak pidana korupsi. Auditor forensik
menggunakan analisis transaksi perbankan, rekonsiliasi
laporan keuangan, dan pelacakan aliran dana untuk
membuktikan adanya perbuatan melawan hukum.
Sementara itu, pakar hukum keuangan menjelaskan
keterkaitan antara tindakan tersangka dengan ketentuan
hukum yang berlaku, seperti UU Tipikor dan regulasi
terkait lainnya.
Rekaman Elektronik dan Komunikasi Digital sebagai Bukti
Tambahan

Dalam banyak kasus korupsi, rekaman elektronik
dan komunikasi digital menjadi bukti tambahan yang
sangat penting untuk memperjelas motif dan keterlibatan
pihak tertentu. Rekaman suara atau video yang

menangkap percakapan antara pelaku dan pihak terkait,

145



misalnya dalam proses negosiasi suap atau pengaturan
proyek, dapat digunakan sebagai bukti kuat di pengadilan.
Selain itu, jejak komunikasi digital, seperti pesan singkat,
email, atau percakapan melalui aplikasi pesan instan
(WhatsApp, Telegram, Signal), dapat menunjukkan adanya
permintaan atau penerimaan suap, perintah untuk
melakukan penggelapan, atau persekongkolan antara
pejabat dan pihak swasta. Dalam konteks ini, forensik
digital berperan dalam memastikan keabsahan rekaman
elektronik dan mengungkap apakah terdapat upaya
penghapusan atau manipulasi data oleh pihak yang ingin
menghilangkan jejak kejahatan. Namun, untuk dapat
diterima sebagai alat bukti di persidangan, rekaman
elektronik dan komunikasi digital harus memenuhi
standar keabsahan menurut UU ITE dan KUHAP, termasuk
harus diperoleh dengan cara yang sah dan tidak melanggar
hak privasi individu.
Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi
Pembuktian terbalik dalam kasus Kkorupsi
merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan
terdakwa membuktikan bahwa kekayaannya tidak berasal
dari tindak pidana korupsi. Konsep ini diatur dalam Pasal
37 UU Tipikor, yang menyatakan bahwa terdakwa korupsi
wajib memberikan keterangan atau bukti mengenai asal-

usul harta kekayaannya jika terdapat dugaan bahwa
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kekayaan tersebut diperoleh secara ilegal. Dalam sistem
hukum pidana yang umumnya menganut asas praduga tak
bersalah, mekanisme ini menjadi pengecualian karena
menempatkan beban pembuktian sebagian pada
terdakwa, bukan hanya pada jaksa penuntut umum.
Tujuan dari penerapan pembuktian terbalik adalah untuk
mempermudah pengungkapan kasus korupsi yang sering
kali dilakukan secara terselubung dengan teknik
pencucian uang dan penyamaran aset.

Namun, penerapan pembuktian terbalik harus
tetap memperhatikan batasan dan prinsip keadilan, agar
tidak bertentangan dengan hak-hak terdakwa. Meskipun
terdakwa diwajibkan membuktikan asal-usul
kekayaannya, pembuktian terbalik dalam kasus korupsi
bersifat terbatas, yang berarti tidak membebaskan jaksa
dari kewajiban utama untuk membuktikan unsur-unsur
tindak pidana korupsi terlebih dahulu. Jika terdakwa gagal
membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh secara sah,
hakim berhak menganggap kekayaan tersebut berasal dari
tindak pidana korupsi, yang dapat berujung pada vonis
pidana dan perampasan aset. Oleh karena itu, meskipun
mekanisme ini memperkuat efektivitas pemberantasan
korupsi, penerapannya harus tetap menghormati asas fair
trial dan due process of law agar tidak digunakan secara

sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa.
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B. Pembuktian dalam Kasus Narkotika

Ciri Khas Pembuktian dalam Perkara Narkotika

Pembuktian dalam perkara narkotika memiliki
karakteristik unik karena sangat bergantung pada barang
bukti fisik, yaitu zat narkotika yang ditemukan di lokasi
kejadian, pada tersangka, atau dalam pengiriman ilegal.
Barang bukti ini menjadi elemen utama dalam
membuktikan adanya tindak pidana narkotika,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika. Tidak seperti tindak
pidana lain yang sering mengandalkan kesaksian atau
bukti dokumen, kasus narkotika memerlukan identifikasi
jenis, kadar, dan jumlah zat narkotika untuk menentukan
berat hukuman yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu,
pemeriksaan laboratorium forensik menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari proses pembuktian. Selain itu,
karena narkotika sering kali ditemukan dalam jumlah
besar, pembuktian juga melibatkan analisis pola distribusi
dan kepemilikan, untuk menentukan apakah tersangka
hanya sebagai pengguna, pengedar, atau bagian dari
sindikat narkotika yang lebih luas.

Kompleksitas  dalam  pembuktian = semakin
meningkat karena jaringan peredaran narkotika sering
kali melibatkan sindikat internasional, yang membuat

proses investigasi lintas negara menjadi krusial. Dalam
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banyak kasus, kejahatan narkotika dilakukan dengan
sistem hierarkis, di mana pelaku di tingkat bawah, seperti
kurir atau perantara, hanya mengetahui sedikit informasi
mengenai jaringan di atasnya. Hal ini menyulitkan aparat
penegak hukum dalam membuktikan keterlibatan aktor
utama. Selain itu, peredaran narkotika sering Kkali
menggunakan modus operandi yang canggih, seperti
penyamaran dalam pengiriman barang, pencucian uang
hasil perdagangan narkotika, dan penggunaan teknologi
komunikasi yang terenkripsi. Oleh karena itu, aparat
penegak hukum perlu mengembangkan metode
investigasi yang lebih modern, termasuk kerja sama
internasional dan analisis digital, untuk memastikan
bahwa proses pembuktian dapat mengungkap seluruh
jaringan peredaran narkotika secara efektif.
Alat Bukti yang Digunakan dalam Perkara Narkotika
Dalam kasus narkotika, alat bukti utama yang
digunakan dalam persidangan adalah barang bukti fisik
berupa narkotika itu sendiri, yang harus diuji dan
diklasifikasikan berdasarkan jenis dan jumlahnya. Pasal
184 KUHAP menyatakan bahwa barang bukti yang sah
harus memenuhi standar hukum dan dapat
dipertanggungjawabkan di pengadilan. Oleh karena itu,
setiap narkotika yangdisita harus melalui uji laboratorium

forensik untuk memastikan bahwa zat tersebut benar-
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benar narkotika dan bukan zat lain yang menyerupainya.
Jenis narkotika yang ditemukan juga berpengaruh
terhadap berat hukuman yang dijatuhkan kepada
terdakwa, karena setiap jenis memiliki tingkat bahaya dan
penggolongan yang berbeda berdasarkan undang-undang.
Selain itu, jumlah narkotika yang ditemukan akan
menentukan apakah tersangka hanya sebagai pemakali,
pengedar, atau bagian dari jaringan yang lebih besar.
Selain barang bukti fisik, keterangan saksi dan
tersangka juga berperan dalam pembuktian kasus
narkotika. Saksi bisa berasal dari petugas yang menangkap
tersangka, ahli forensik yang melakukan uji laboratorium,
atau pihak lain yang mengetahui peredaran narkotika.
Dalam beberapa kasus, keterangan tersangka yang
mengungkap keterlibatan pelaku lain dapat menjadi alat
bukti yang memperkuat dakwaan terhadap jaringan yang
lebih luas. Selain itu, dengan semakin berkembangnya
teknologi, alat bukti elektronik seperti rekaman
komunikasi antara pelaku melalui pesan singkat atau
panggilan suara juga sering digunakan untuk
membuktikan adanya transaksi narkotika. Data
percakapan, lokasi pengiriman, serta transfer dana yang
terkait dengan transaksi narkotika dapat menjadi bukti
tambahan yang memperkuat keterlibatan terdakwa dalam

kasus ini. Oleh karena itu, penyidik sering bekerja sama
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dengan ahli forensik digital untuk menelusuri jejak
komunikasi yang dapat menghubungkan pelaku dengan
jaringan peredaran narkotika (Pasaribu etal,, 2023).
Peran Forensik dan Uji Laboratorium dalam
Pembuktian Narkotika

Dalam proses pembuktian kasus narkotika,
forensik dan uji laboratorium memainkan peran yang
sangat penting, terutama dalam menentukan apakah
barangbukti yang disita memang termasuk dalam kategori
narkotika. Pengujian dilakukan di laboratorium forensik
milik kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), atau
lembaga terkait lainnya. Hasil uji laboratorium ini
kemudian dituangkan dalam bentuk berita acara
pemeriksaan (BAP) yang digunakan sebagai alat bukti di
persidangan. Selain itu, laboratorium forensik juga dapat
memberikan informasi mengenai tingkat kemurnian
narkotika, yang dapat membantu penyidik dalam
mengidentifikasi sumber produksi atau jaringan
distribusinya. Dengan adanya pengujian ilmiah ini, aparat
penegak hukum memiliki dasar yang kuat untuk
mendakwa pelaku berdasarkan bukti yang objektif dan
dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, keabsahan hasil laboratorium dalam
persidangan sering menjadi tantangan tersendiri,

terutama jika ada dugaan manipulasi  atau
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penyalahgunaan wewenang dalam proses penyitaan dan
penyimpanan barang bukti. Untuk memastikan bahwa
barang bukti tetap dalam kondisi asli, prosedur chain of
custody harus diterapkan dengan ketat, yaitu dokumentasi
lengkap mengenai siapa yang menangani barang bukti dari
awal hingga digunakan di pengadilan. Jika terjadi
pelanggaran prosedur, maka barang bukti dapat dianggap
tidak sah dan berpotensi melemahkan dakwaan terhadap
terdakwa. Selain itu, dalam beberapa kasus, terdakwa
dapat mengajukan uji laboratorium independen untuk
membandingkan hasil tes yang dilakukan oleh pihak
kepolisian atau BNN, guna memastikan bahwa tidak ada
kesalahan dalam proses identifikasi zat narkotika. Oleh
karena itu, standar laboratorium yang tinggi serta
transparansi dalam proses uji forensik menjadi faktor
kunci dalam memastikan bahwa pembuktian dalam
perkara narkotika berjalan dengan adil dan sesuai

prosedur hukum (Djiwandono et al., 2024).

. Pembuktian dalam Kasus Tindak Pidana Siber

Kejahatan siber memiliki karakteristik unik
dibandingkan dengan tindak pidana konvensional karena
tidak selalu meninggalkan barang bukti fisik yang dapat
diamati secaralangsung. Sebagian besar bukti dalam kasus

ini berupa data digital, seperti log aktivitas, alamat IP, atau
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transaksi online, yang memerlukan teknik khusus untuk
ditemukan dan diverifikasi. Selain itu, pelaku kejahatan
siber sering kali beroperasi secara anonim atau
menggunakan identitas palsu, sehingga sulit untuk secara
langsung menghubungkan tindakan kriminal dengan
individu tertentu. Hal ini menjadikan proses pembuktian
dalam kejahatan siber lebih kompleks dan memerlukan
keahlian khusus dalam bidang forensik digital.

Tantangan utama dalam pembuktian kasus siber
adalah pelacakan dan identifikasi pelaku, terutama karena
pelaku sering menggunakan VPN (Virtual Private
Network), enkripsi, atau server di berbagai negara untuk
menyembunyikan jejaknya. Selain itu, karena kejahatan
siber sering kali melibatkan banyak yurisdiksi, proses
investigasi menjadi lebih sulit akibat perbedaan hukum
antara negara satu dengan lainnya. Pendekatan
pembuktian dalam kasus siber berbeda dengan kejahatan
konvensional, karena selain harus membuktikan niat dan
tindakan pelaku, penyidik juga harus memastikan bahwa
alat bukti elektronik tidak dimanipulasi serta dapat
dipertanggungjawabkan di pengadilan. Oleh karena itu,
penyelidikan kejahatan siber membutuhkan kerja sama
antara aparat penegak hukum, pakar IT, serta lembaga
internasional agar bukti yang dikumpulkan tetap valid dan

sah di mata hukum.
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Alat Bukti yang Digunakan dalam Tindak Pidana Siber

Dalam kasus kejahatan siber, bukti elektronik
menjadi alat bukti utama yang digunakan dalam
persidangan. Bukti ini dapat berupa log data, rekaman
transaksi digital, serta jejak IP address yang digunakan
pelaku saat melakukan tindak pidana. Log data dapat
menunjukkan aktivitas pelaku dalam sistem komputer,
termasuk perintah yang dijalankan dan akses terhadap file
tertentu. Sementara itu, rekaman transaksi digital menjadi
bukti penting dalam kasus seperti pencurian data,
penipuan online, atau pencucian uang berbasis kripto,
karena dapatmengungkap pergerakan danadarisatu akun
ke akun lain. Jejak IP address juga sering digunakan untuk
melacak lokasi pelaku, meskipun perlu dipadukan dengan
bukti lain karena pelaku dapat menggunakan teknik IP
spoofing atau proxy server untuk menyembunyikan
identitasnya (Zulfiah et al., 2025).

Selain bukti elektronik, keterangan ahli digital
forensik juga sangat penting dalam pembuktian kejahatan
siber. Ahli forensik digital berperan dalam menganalisis,
menafsirkan, dan memastikan keabsahan bukti digital
sebelum diajukan ke pengadilan. Mereka dapat
menjelaskan bagaimana pelaku mengakses sistem secara
ilegal, bagaimana data diubah atau dihapus, serta

bagaimana jejak digital dapat dikaitkan dengan individu
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tertentu. Selain itu, surat dan dokumen digital yang
ditemukan dalam penyelidikan, seperti email, pesan
terenkripsi, atau file log aktivitas, dapat menjadi bukti
yang menunjukkan motif dan keterlibatan pelaku. Namun,
karena bukti ini dapat dimanipulasi, pengadilan sering
memerlukan sertifikasi atau validasi tambahan dari
lembaga forensik digital untuk memastikan keasliannya.
Forensik Digital dan Tantangan Pembuktian dalam
Kasus Siber

Forensik digital memainkan peran sentral dalam
menganalisis dan mengamankan bukti elektronik,
terutama dalam kasus-kasus kejahatan siber yang tidak
memiliki barang bukti fisik. Proses forensik digital
mencakup pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan
penyajian bukti digital secara sistematis agar dapat
digunakan dalam persidangan. Salah satu tantangan utama
dalam forensik digital adalah memastikan bahwa bukti
yang dikumpulkan tetap utuh dan tidak mengalami
perubahan selama penyelidikan. Oleh karena itu, penyidik
harus menggunakan alat dan teknik forensik standar
untuk menghindari tuduhan bahwa bukti telah
dimanipulasi atau diubah setelah ditemukan. Selain itu,
kecepatan dalam mengamankan bukti juga sangat penting,

karena data digital dapat dihapus, dienkripsi, atau
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dipindahkan ke server lain dalam hitungan detik jika tidak
segera ditindaklanjuti.

Keabsahan bukti digital di persidangan menjadi
tantangan tersendiri karena belum semua hakim atau
jaksa memiliki pemahaman yang cukup tentang forensik
digital, sehingga dapat terjadi perbedaan interpretasi
mengenai validitas alat bukti. Standar hukum dalam
penggunaan bukti digital juga harus jelas, mengingat bukti
tersebut bisa saja dimanipulasi, dipalsukan, atau diretas
oleh pihak lain. Salah satu risiko terbesar dalam
pembuktian kejahatan siber adalah potensi peretasan atau
perubahan bukti oleh pelaku sebelum penyidik berhasil
mengamankannya, yang dapat melemahkan dakwaan
terhadap tersangka. Oleh karena itu, prosedur chain of
custody dalam forensik digital harus diterapkan dengan
ketat untuk memastikan bahwa bukti tetap otentik dan
tidak dapat disangkal oleh pelaku di pengadilan. Dengan
pengembangan standar forensik digital yang lebih kuat
serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam
memahami teknologi siber, diharapkan pembuktian dalam
kasus kejahatan siber dapat dilakukan lebih efektif dan
akurat (Januri et al,, 2022).
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Peran Saksi dan Ahli
dalam Pembuktian

eran saksi dan ahli dalam pembuktian pidana
Psangat penting karena keduanya menjadi sumber
informasi utama yang membantu hakim membangun
keyakinan atas suatu perkara. Saksi memberikan keterangan
berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri
terkait peristiwa pidana, sementara saksi ahli memberikan
pendapat berdasarkan pengetahuan dan keahliannya dalam
bidang tertentu yang relevan dengan perkara yang sedang
diperiksa. Keterangan saksi dapat menguatkan atau
melemahkan dakwaan, sedangkan pendapat ahli dapat
membantu menjelaskan aspek teknis atau ilmiah yang tidak
dapat dipahami oleh orang awam, termasuk hakim. Dalam
sistem hukum Indonesia, baik keterangan saksi maupun ahli
diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang sah,
namun harus memenuhi persyaratan formal dan materiil agar

memiliki nilai pembuktian yang kuat.
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A. Kedudukan dan Fungsi Saksi dalam Pembuktian
Saksi dalam hukum pembuktian pidana adalah
seseorang yang memberikan keterangan di bawah sumpah
mengenai suatu peristiwa yang ia lihat, dengar, atau alami
sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26
KUHAP. Kedudukan saksi dalam sistem peradilan pidana
sangat penting karena keterangan saksi termasuk dalam
alat bukti yang sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal
184 KUHAP. Dalam proses persidangan, keterangan saksi
dapat digunakan untuk memperkuat atau melemahkan
bukti lain, serta membantu hakim dalam menemukan
kebenaran materiil. Selain itu, keterangan saksi sering kali
menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum dalam
menyusun dakwaan dan membuktikan kesalahan
terdakwa. Oleh karena itu, keberadaan saksi yang kredibel
dan bebas dari pengaruh eksternal sangat diperlukan agar
proses peradilan berjalan secara objektif dan adil (Arini &
Sujarwo, 2021).
Jenis-Jenis Saksi dalam Pembuktian
1) Saksi fakta
Adalah individu yang memberikan keterangan
berdasarkan apayangia lihat, dengar, atau alami secara
langsung terkait dengan suatu peristiwa pidana. Saksi
jenis ini memiliki peran penting dalam pembuktian

karena kesaksiannya didasarkan pada pengalaman
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2)

3)

pribadi, bukan pendapat atau analisis. Contoh saksi
fakta adalah seseorang yang melihat langsung aksi
pencurian, peristiwa pembunuhan, atau transaksi
suap. Keterangan dari saksi fakta sering kali menjadi
bukti utama dalam persidangan, terutama jika tidak
ada bukti fisik yang cukup untuk membuktikan
dakwaan terhadap terdakwa.
Saksi korban

Adalah individu yang mengalami langsung
dampak dari tindak pidana dan memberikan
keterangan terkait kejadian tersebut. Dalam banyak
kasus, saksi korban juga berperan sebagai saksi fakta,
karena ia mengalami peristiwa pidana secara langsung.
Contoh saksi korban termasuk korban kekerasan,
penipuan, atau pelecehan seksual, yang dapat
memberikan keterangan tentang identitas pelaku,
modus operandi, dan akibat yang dialaminya.
Keterangan saksi korban memiliki bobot yang kuat
dalam pembuktian, tetapi tetap harus didukung oleh
bukti lain agar objektivitas dalam peradilan tetap
terjaga.
Saksi mahkota

Adalah saksi yang juga merupakan tersangka
dalam kasus yang sama, tetapi memberikan keterangan

terhadap terdakwa lain. Jenis saksi ini umumnya
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4)

digunakan dalam perkara yang melibatkan lebih dari
satu pelaku, seperti kasus korupsi, narkotika, atau
tindak pidana terorganisir Saksi mahkota sering
dimanfaatkan untuk mengungkap keterlibatan aktor
utama dalam suatu kejahatan, dengan imbalan
kemungkinan hukuman yang lebih ringan. Namun,
karena statusnya sebagai tersangka, keterangannya
harus diuji dengan bukti lain agar tidak terjadi
penyalahgunaan atau keterangan yang
menguntungkan dirinya sendiri.
Saksi pelapor

Adalah individu yang mengetahui adanya suatu
tindak pidana dan melaporkannya kepada pihak
berwenang. Saksi ini tidak selalu menyaksikan
langsung peristiwa pidana, tetapi memberikan
informasi awal yang dapat menjadi dasar penyelidikan
lebih lanjut. Contohnya adalah seseorang yang
melaporkan dugaan korupsi kepada KPK atau kasus
perdagangan manusia kepada kepolisian. Saksi pelapor
memiliki peran penting dalam mencegah dan
mengungkap tindak pidana, tetapi kesaksiannya tidak
dapat dijadikan  satu-satunya dasar untuk
menjatuhkan hukuman, melainkan harus diperkuat

dengan alat bukti lainnya.
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Fungsi Keterangan Saksi dalam Persidangan

1) Membantu hakim dalam menemukan kebenaran
materiil. Keterangan saksi memberikan informasi
faktual yang membantu hakim memahami
peristiwa secara objektif dan sesuai dengan
kenyataan yang terjadi.

2) Menguatkan atau melemahkan alat bukti lainnya
dalam perkara pidana. Kesaksian dapat
mendukung atau meragukan validitas alat bukti
lain, seperti dokumen, rekaman, atau barang bukti
fisik, yang diajukan di persidangan.

3) Memberikan perspektif dari pihak yang mengalami
atau mengetahui langsung peristiwa pidana. Saksi
memberikan gambaran detail mengenai kejadian,
pelaku, atau kronologi peristiwa yang dapat

membantu dalam analisis kasus.

B. Peran dan Kredibilitas Saksi Ahli
Saksi ahli dalam hukum pembuktian pidana
didefinisikan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP sebagai
seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang
tertentu dan memberikan keterangan dalam persidangan
berdasarkan keahliannya tersebut. Berbeda dengan saksi
fakta yang memberikan keterangan berdasarkan

pengalaman langsung, saksi ahli memberikan pendapat
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profesional yang membantu hakim memahami aspek
teknis atau ilmiah dari suatu perkara. Keberadaan saksi
ahli sangatpenting dalam kasus-kasus yang membutuhkan
analisis mendalam, seperti pemeriksaan bukti digital,
penelusuran transaksi keuangan, atau analisis forensik
medis. Dalam sistem pembuktian pidana, keterangan saksi
ahli sering kali menjadi bukti tambahan yang memperkuat
atau membantah alat bukti lain, terutama dalam kasus
yang memerlukan pendekatan multidisipliner (Santi et al,,
2024).

Peran saksi ahli dalam persidangan sangat luas dan
dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik suatu
perkara pidana. Misalnya, dalam kasus pembunuhan atau
kekerasan fisik, ahli forensik dapat menjelaskan penyebab
kematian, luka yang dialami korban, atau perkiraan waktu
kejadian berdasarkan hasil autopsi. Dalam kasus korupsi
atau pencucian uang, ahli keuangan dapat menganalisis
laporan transaksi perbankan, jejak aliran dana, serta
kemungkinan penyamaran aset ilegal. Sementara itu,
dalam kejahatan siber, ahli IT dan digital forensik memiliki
peran penting dalam melacak jejak peretasan,
mengidentifikasi sumber serangan, serta memverifikasi
keabsahan bukti elektronik. Oleh karena itu, saksi ahli

menjadi bagian integral dalam sistem pembuktian yang
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bertujuan untuk menghadirkan keadilan yang berbasis

pada fakta dan analisis yang objektif.

Kriteria Kredibilitas Saksi Ahli di Pengadilan
1) Kualifikasi akademik dan pengalaman di bidangnya
Saksi ahli harus memiliki latar belakang

pendidikan dan keahlian yang relevan dengan perkara
yang sedang disidangkan. Kualifikasi akademik, seperti
gelar sarjana, magister, atau doktor dalam bidang
tertentu, menjadi salah satu indikator utama
kredibilitasnya. Selain itu, pengalaman dalam praktik
profesional, penelitian, atau kasus serupa juga
memperkuat kredibilitasnya di mata hakim dan jaksa.
Misalnya, dalam kasus forensik, seorang dokter
spesialis forensik dengan pengalaman puluhan tahun
memiliki  bobot kesaksian yang lebih kuat
dibandingkan seseorang yang hanya memiliki
pengalaman terbatas (Lapian, 2022).

2) Independensi dan objektivitas dalam memberikan
pendapat

Seorang saksi ahli harus bebas dari konflik

kepentingan dan tidak berpihak pada salah satu pihak
dalam persidangan. Pendapat yang diberikan harus
berdasarkan analisis ilmiah atau profesional, bukan

karena tekanan eksternal atau kepentingan pribadi.
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3)

Jika saksi ahli terbukti memiliki hubungan dengan
terdakwa atau pihak lain dalam perkara, kesaksiannya
dapat dianggap bias dan meragukan. Oleh karena itu,
dalam banyak kasus, hakim atau jaksa sering
menanyakan keterkaitan saksi ahli dengan para pihak
sebelum memberikan kesaksiannya untuk memastikan
bahwa kesaksiannya benar-benar netral dan obyektif.
Konsistensi pendapat dengan bukti lain yang diajukan
di persidangan

Kesaksian seorang ahli harus selaras dengan
alat bukti lain yang diajukan, seperti dokumen,
rekaman, atau hasil investigasi forensik. Jika terdapat
perbedaan signifikan antara keterangan saksi ahli
dengan bukti yang telah diverifikasi, hakim dapat
meragukan kredibilitasnya. Oleh karena itu, saksi ahli
harus mampu menjelaskan dasar analisisnya secara
logis, ilmiah, dan dapat diuji ulang, sehingga
keterangannya dapat diterima sebagai bukti yang sah
dalam persidangan. Konsistensi dalam memberikan
pendapatjuga menjadi penting jika terdapat lebih dari
satu saksi ahli dalam perkara yang sama, karena
perbedaan pendapatyang ekstrem dapat melemahkan
kepercayaan hakim terhadap keabsahan kesaksiannya

(Haryadi & Zakaria, 2024).
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Perbedaan Keterangan Saksi dan Saksi Ahli dalam
Hukum Pembuktian

Dalam hukum pembuktian pidana, terdapat
perbedaan mendasar antara keterangan saksi dan
keterangan saksi ahli. Saksi adalah individu yang
memberikan  kesaksian  berdasarkan pengalaman
langsung, yakni apa yangia lihat, dengar, atau alami sendiri
terkait suatu peristiwa pidana. Saksi tidak boleh
memberikan opini atau interpretasi, tetapi hanya
menyampaikan fakta sebagaimana yang terjadi.
Sebaliknya, saksi ahli memberikan keterangan
berdasarkan keahlian dan analisis profesionalnya
terhadap suatu kasus. Saksi ahli tidak harus mengalami
langsung peristiwa pidana yang disidangkan, tetapi
keterangannya berfokus pada penjelasan ilmiah, teknis,
atau keahlian tertentu yang dapat membantu hakim
memahami aspek yang lebih kompleks dalam suatu
perkara.

Perbedaan ini juga berpengaruh pada cara hakim
mempertimbangkan  keterangan = mereka dalam
persidangan. Keterangan saksi fakta sering kali menjadi
bukti utama dalam suatu kasus, terutama jika didukung
oleh alat bukti lain yang memperkuat kesaksiannya.
Namun, kesaksian saksi bisa saja lemah jika terdapat

inkonsistensi atau terbukti dipengaruhi oleh faktor
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eksternal seperti ancaman atau tekanan. Sementara itu,
keterangan saksi ahli sering digunakan untuk
menginterpretasikan atau menjelaskan bukti yang ada,
seperti dalam kasus forensik, kejahatan keuangan, atau
tindak pidana siber. Hakim mempertimbangkan
keterangan saksi ahli dengan melihat kompetensi, metode
analisis, serta konsistensi dengan bukti lainnya. Meskipun
bukan satu-satunya faktor penentu, keterangan saksi ahli
dapat memiliki bobot yang signifikan dalam proses
pembuktian, terutama dalam kasus yang melibatkan aspek
teknis atau ilmiah yang tidak dapat dipahami hanya

melalui kesaksian saksi fakta.

. Tantangan dalam Penggunaan Keterangan Saksi dan
Ahli

Salah satu tantangan dalam pembuktian pidana
adalah potensi saksi memberikan keterangan palsu, baik
karena motif pribadi, tekanan pihak lain, atau kepentingan
tertentu. Pasal 242 KUHP mengatur bahwa memberikan
keterangan palsu di bawah sumpah merupakan tindak
pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Namun, dalam
praktiknya, membuktikan bahwa seorang saksi berbohong
tidak selalu mudah, terutama jika tidak ada alat bukti lain
yang bisa mengonfirmasi kesaksiannya. Selain itu, saksi

juga bisa terpengaruh oleh tekanan psikologis atau
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tekanan dari pihak lain, seperti keluarga, kelompok, atau
bahkan aparat penegakhukum yang memiliki kepentingan
dalam perkara tersebut.

Selain itu, saksi ahli yang seharusnya bersikap netral
dan objektif terkadang memihak salah satu pihak, baik
jaksa maupun terdakwa, sehingga meragukan kredibilitas
kesaksiannya. Keberpihakan ini bisa disebabkan oleh
faktor profesional, finansial, atau bahkan hubungan
personal dengan salah satu pihak yang berperkara. Dalam
beberapa kasus, saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak
terdakwa memberikan kesaksian yang bertentangan
dengan saksi ahli dari pihak penuntut umum, yang
membuat hakim harus lebih teliti dalam menilai mana
yang lebih valid. Oleh karena itu, dalam persidangan,
hakim tidak hanya melihat kualifikasi dan pengalaman
saksi ahli, tetapi juga konsistensi dan metodologi yang
digunakan dalam memberikan pendapatnya, agar tidak
terjadi penyalahgunaan peran saksi ahli untuk
kepentingan tertentu.

Kesulitan dalam Melindungi Saksi dan Saksi Ahli

Saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan
dalam persidangan sering kali menghadapi ancaman dan
intimidasi, terutama dalam kasus-kasus berat seperti
korupsi, terorisme, dan kejahatan terorganisir. Ancaman

ini bisa berupa tekanan fisik, psikologis, atau sosial yang
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bertujuan untuk membuat saksi mengubah atau menarik
kembali keterangannya. Dalam beberapa kasus, saksi
bahkan mengalami kekerasan atau pembunuhan sebelum
mereka sempat memberikan kesaksian di pengadilan.
Situasi ini membuat banyak orang enggan menjadi saksi
dalam perkara pidana, karena takut akan konsekuensi
yang mungkin mereka hadapi setelah bersaksi.

Untuk  mengatasi masalah ini, Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran
penting dalam memberikan perlindungan hukum dan
keamanan bagi saksi dan ahli yang berpotensi mendapat
ancaman. Bentuk perlindungan yang diberikan antara lain
anonimitas saksi, pengawalan ketat, pemindahan tempat
tinggal, atau perubahan identitas bagi saksi yang berisiko
tinggi. Namun, dalam praktiknya, implementasi
perlindungan saksi masih menghadapi banyak kendala,
seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran
aparat penegak hukum tentang pentingnya perlindungan
saksi, serta minimnya kerja sama dengan lembaga lain
dalam menjalankan program perlindungan ini. Oleh
karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem
perlindungan saksi agar lebih efektif dan memberikan rasa
aman bagi saksi yang ingin berkontribusi dalam

menegakkan keadilan.
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Kendala dalam Penggunaan Keterangan Saksi Ahli di
Persidangan

Salah satu kendala utama dalam penggunaan saksi
ahli adalah perbedaan pendapat antara saksi ahli yang
dihadirkan oleh pihak penuntut umum dan pihak
terdakwa. Dalam banyak kasus, kedua pihak
menghadirkan saksi ahli dengan interpretasi yang berbeda
terhadap bukti yang sama, sehingga menyulitkan hakim
dalam menentukan mana yang lebih valid. Perbedaan ini
sering terjadi dalam kasus yang membutuhkan analisis
teknis mendalam, seperti forensik, kejahatan keuangan,
atau kejahatan siber, di mana pendekatan yang digunakan
oleh masing-masing ahli bisa saja berbeda. Hal ini
mengharuskan hakim untuk memiliki pemahaman dasar
tentang bidang keahlian yang bersangkutan agar dapat
mengevaluasi pendapat ahli secara objektif.

Selain itu, banyak hakim dan jaksa yang kurang
memahami terminologi teknis dan metode ilmiah yang
digunakan oleh saksi ahli, sehingga kesaksian yang
disampaikan menjadi kurang efektif dalam mempengaruhi
jalannya persidangan. Kurangnya pemahaman ini dapat
mengarah pada kesalahan dalam menafsirkan bukti
ilmiah, yang akhirnya berdampak pada putusan yang
kurang tepat. Selain itu, masih ada perdebatan mengenai

apakah keterangan saksi ahli bersifat mengikat atau hanya
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sebagai pendapat yang bisa diabaikan oleh hakim. Dalam
beberapa kasus, hakim lebih mengandalkan bukti lain
dibandingkan pendapat saksi ahli, terutama jika
keterangan yang diberikan dianggap tidak cukup kuat atau
bertentangan dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu,
diperlukan standarisasi dalam penggunaan saksi ahlj,
serta peningkatan kapasitas hakim dan jaksa dalam
memahami bidang-bidang keahlian tertentu agar proses

pembuktian menjadi lebih kredibel dan adil.
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Bab XI

Pembuktian dengan
Teknologi dan Bukti Digital

Pembuktian dengan teknologi dan bukti digital
telah menjadi aspek yang semakin penting dalam
sistem peradilan pidana modern, seiring dengan
berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan berbasis teknologi
informasi. Bukti digital mencakup data elektronik seperti
email, pesan instan, rekaman CCTV, log aktivitas sistem,
dokumen elektronik, serta jejak digital lainnya yang memiliki
relevansi terhadap suatu tindak pidana. Dalam konteks ini,
pembuktian tidak hanya memerlukan keahlian dalam
mengakses dan menganalisis data elektronik, tetapi juga
harus memperhatikan aspek keabsahan, integritas, dan
autentikasi bukti agar dapat diterima secara sah di
persidangan. Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara eksplisit
menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik

merupakan alat bukti hukum yang sah.
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A. Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana

Bukti elektronik dalam hukum pidana didefinisikan
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
dapat dijadikan alat bukti hukum. Pasal 5 ayat (1) UU ITE
menyatakan bahwa bukti elektronik memiliki kedudukan
yang sama dengan alat bukti lain yang diakui dalam sistem
pembuktian pidana. Namun, dalam KUHAP, alat bukti yang
sah masih terbatas pada keterangan saksi, keterangan ahlj,
surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184
KUHAP), sehingga keberadaan bukti elektronik menjadi
perkembangan baru yang perlu disesuaikan dengan sistem
pembuktian yang berlaku. Perbedaan utama antara bukti
elektronik dan alat bukti konvensional adalah sifatnya
yang tidak berwujud secara fisik serta memerlukan
mekanisme Kkhusus untuk memastikan keabsahan,
integritas, dan validitasnya di persidangan (Sibarani et al,
2025).
Jenis-Jenis Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana

Dalam pembuktian perkara pidana, bukti elektronik
dapat berupa rekaman percakapan, baik melalui telepon,
pesan instan, email, maupun CCTV. Rekaman ini sering
digunakan dalam kasus korupsi, pemerasan, atau

perbuatan pidana lain yang melibatkan komunikasi antara
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pelaku dan korban. Selain itu, bukti ini juga dapat
diperoleh dari sistem komunikasi yang telah disadap
secara sah oleh aparat penegak hukum. Rekaman
percakapan harus melalui proses forensik digital untuk
memastikan bahwa rekaman tersebut tidak diedit atau
dimanipulasi, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti
yang sah di persidangan.

Selain rekaman percakapan, bukti elektronik juga
mencakup data transaksi digital, seperti internet banking,
cryptocurrency, dan jejak IP address. Dalam kejahatan
ekonomi atau pencucian uang, transaksi digital dapat
menunjukkan aliran dana yang mencurigakan, sedangkan
dalam kasus kejahatan siber, jejak IP address bisa
digunakan untuk melacak lokasi atau identitas pelaku.
Selain itu, dokumen elektronik seperti file digital,
dokumen PDF, metadata, dan surat elektronik juga sering
menjadi alat bukti, terutama dalam kasus pemalsuan
dokumen atau tindak pidana korporasi. Bukti ini harus
diperiksa dengan metode forensik untuk memastikan
keabsahan dan keterkaitannya dengan kasus yang sedang
disidangkan.

Keabsahan Bukti Elektronik dalam Persidangan

Agar dapat digunakan sebagai alat bukti di

persidangan, bukti elektronik harus memenuhi syarat

yang ditetapkan dalam Pasal 6 dan 15 UU ITE, yang
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menyatakan bahwa dokumen elektronik harus dapat
diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Autentikasi bukti
elektronik dilakukan melalui forensik digital untuk
memastikan bahwa bukti tersebut asli, tidak mengalami
perubahan, serta memiliki integritas data yang dapat
diverifikasi. Proses ini sering melibatkan ahli digital
forensik yang akan memeriksa hash value, metadata, serta
jejak akses pada dokumen elektronik.

Meskipun bukti elektronik semakin diakui dalam
persidangan, tantangan utama dalam penggunaannya
adalah validitas dan keabsahannya di mata hukum. Salah
satu kendala yang sering muncul adalah kemungkinan
manipulasi atau rekayasa bukti digital, seperti
penyuntingan rekaman suara atau pemalsuan dokumen
elektronik. Selain itu, dalam beberapa kasus, bukti
elektronik yang diperoleh melalui penyadapan atau
peretasan dapat dianggap tidak sah jika melanggar hak
privasi atau tidak mengikuti prosedur hukum yang
berlaku. Oleh karena itu, hakim dan aparat penegakhukum
perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai
mekanisme pengamanan dan analisis bukti digital, agar
tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam

menilai validitas bukti elektronik di pengadilan.
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B. Forensik Digital dalam Pembuktian

Forensik digital adalah cabang ilmu forensik yang
berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi
bukti elektronik untuk keperluan investigasi pidana.
Dalam sistem peradilan pidana, forensik digital berperan
penting dalam mengungkap berbagai tindak kejahatan
yang melibatkan perangkat digital, seperti kejahatan siber,
pencucian uang elektronik, pemalsuan dokumen digital,
hingga perdagangan ilegal di dark web. Lingkup forensik
digital mencakup berbagai bentuk bukti elektronik,
termasuk file komputer, data transaksi, rekaman
percakapan, hingga jejak digital di media sosial. Dengan
kemajuan teknologi, bukti digital kini semakin diakui
dalam proses hukum, terutama dalam pembuktian tindak
pidana berbasis teknologi (Sudawirawan et al., 2023).

Proses investigasi forensik digital terdiri dari
beberapa tahap utama, yaitu identifikasi, pengumpulan,
analisis, dan pelaporan bukti elektronik. Identifikasi
dilakukan untuk menentukan sumber bukti digital yang
relevan, seperti komputer, ponsel, server, atau jaringan
internet. Setelah itu, pengumpulan dilakukan dengan
menerapkan metode forensik yang memastikan bukti
tidak rusak atau berubah. Analisis kemudian dilakukan
dengan berbagai teknik, seperti pemulihan data yang

terhapus, analisis log aktivitas, serta pelacakan alamat IP
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untuk mengidentifikasi pelaku. Terakhir, hasil analisis
dilaporkan dalam bentuk dokumentasi yang dapat
dipertanggungjawabkan di persidangan. Dalam proses ini,
ahli forensik digital memiliki peran penting dalam
memberikan keterangan di pengadilan, menjelaskan
keabsahan bukti digital, serta memastikan bahwa metode
yang digunakan telah sesuai dengan standar hukum yang
berlaku.
Metode dan Teknik dalam Analisis Bukti Digital

Dalam investigasi pidana berbasis digital, salah satu
teknik utama yang digunakan adalah pemulihan data yang
dihapus atau dienkripsi. Pelaku kejahatan siber sering kali
mencoba menghapus bukti kejahatannya dengan
menghapus file atau mengenkripsi data agar tidak dapat
diakses oleh penyidik. Namun, dengan alat dan metode
forensik yang tepat, data yang dihapus sering kali masih
bisa dipulihkan melalui analisis sektor penyimpanan pada
hard disk atau flash drive. Selain itu, dalam beberapa
kasus, enkripsi dapat dibuka melalui brute-force attack,
akses melalui perangkat lunak khusus, atau kerja sama
dengan penyedia layanan digital yang memiliki kunci
dekripsi.

Selain pemulihan data, metode lain dalam analisis
bukti digital adalah identifikasi jejak digital melalui log

aktivitas, metadata, dan alamat IP. Log aktivitas
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menunjukkan catatan interaksi pengguna dalam sistem
digital, seperti waktu akses, perubahan file, dan perintah
yang dijalankan. Metadata, seperti waktu pembuatan
dokumen atau lokasi penyimpanan file, juga dapat
digunakan untuk melacak kapan dan di mana suatu
aktivitas terjadi. Sementara itu, alamat IP dapat membantu
mengidentifikasi sumber koneksi yang digunakan oleh
pelaku kejahatan. Semua informasi ini dapat menjadi alat
pembuktian yang kuat dalam persidangan. Analisis juga
dapat dilakukan pada perangkat keras (seperti hard disk,
server, atau flash drive) serta perangkat lunak (seperti
sistem operasi, aplikasi perbankan digital, atau media
sosial) untuk menemukan bukti kejahatan yang
tersembunyi atau telah dimodifikasi.
Keamanan dan Integritas Bukti Digital

Agar bukti digital dapat digunakan dalam
persidangan, integritasnya harus dijaga sejak proses
pengumpulan hingga penyajian di pengadilan. Salah satu
metode utama dalam menjaga integritas bukti adalah
penerapan chain of custody, yaitu proses dokumentasi
lengkap yang mencatat siapa saja yang menangani bukti,
kapan, dan dalam kondisi apa bukti tersebut disimpan.
Dengan adanya chain of custody yang ketat, kemungkinan
manipulasi atau perubahan bukti oleh pihak tertentu

dapat dicegah.
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Namun, risiko terbesar dalam pembuktian digital
adalah manipulasi atau perubahan bukti oleh pelaku
kejahatan. Pelaku dapat menggunakan teknik seperti
deepfake, modifikasi metadata, atau peretasan sistem
untuk menghapus atau mengubah bukti elektronik
sebelum penyidik menemukannya. Oleh Kkarena itu,
penyidik harus menggunakan alat forensik yang sesuai
dengan standar hukum untuk memastikan bahwa bukti
yang diperoleh tidak dapat dimanipulasi. Untuk
meningkatkan kepercayaan terhadap bukti digital di
pengadilan, standar internasional dalam penyimpanan
dan analisis bukti digital, seperti yang diterapkan dalam
ISO/IEC 27037 tentang identifikasi, pengumpulan, dan
akuisisi bukti digital, perlu diterapkan dalam sistem
peradilan di Indonesia. Dengan penerapan standar ini,
bukti digital dapatlebih diakui dan dipercaya dalam proses
hukum, serta dapat membantu meningkatkan efektivitas
sistem peradilan pidana dalam menangani kasus berbasis

teknologi.

. Tantangan Hukum dalam Pembuktian Digital

Salah satu tantangan utama dalam pembuktian
digital adalah perbedaan standar pembuktian antara
KUHAP dan UU ITE. Dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti

yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
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petunjuk, dan keterangan terdakwa, sedangkan bukti
elektronik diakui dalam Pasal5 ayat(1) UU ITE. Perbedaan
ini menimbulkan ketidakjelasan hukum, terutama dalam
kasus pidana yang sangat bergantung pada bukti digital,
seperti kejahatan siber dan pencucian uang berbasis
transaksi elektronik (Raja etal., 2022).

Selain itu, masalah yurisdiksi dalam kasus kejahatan
siber lintas negara juga menjadi kendala dalam
pengumpulan bukti elektronik. Banyaktindak pidanasiber
dilakukan oleh pelaku yang berada di luar negeri, dengan
server atau data yang disimpan di negara lain, sehingga
memerlukan kerja sama internasional untuk mendapatkan
bukti yang sah. Namun, tidak semua negara memiliki
regulasi yang seragam mengenai pembuktian digital,
sehingga penyidik sering menghadapi hambatan dalam
mengakses data yang diperlukan. Ditambah Ilagi,
kurangnya regulasi spesifik terkait bukti digital dalam
peradilan pidana di Indonesia menyebabkan hakim dan
jaksa harus menafsirkan sendiri validitas bukti elektronik
dalam tiap kasus, yang berpotensi menimbulkan
inkonsistensi dalam putusan pengadilan.

Tantangan Teknis dalam Validasi Bukti Digital

Bukti digital memiliki sifat yang mudah

dimanipulasi, sehingga salah satu tantangan terbesar

dalam pembuktian digital adalah risiko peretasan atau
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rekayasabukti elektronik sebelum diajukan ke pengadilan.
Pelaku kejahatan siber dapat menghapus atau mengubah
data digital untuk menghilangkan jejak kejahatan,
membuat penyidik kesulitan membuktikan bahwa bukti
tersebut benar-benar asli dan sah. Oleh karena itu, perlu
ada mekanisme forensik digital yang dapat memastikan
keabsahan dan integritas bukti elektronik sebelum
digunakan dalam persidangan.

Selain itu, kesulitan dalam membuktikan keaslian
bukti elektronik tanpa alat forensik yang memadai juga
menjadi hambatan dalam sistem peradilan pidana. Tidak
semua instansi penegak hukum di Indonesia memiliki
sumber daya teknologi dan tenaga ahli digital forensik
yang cukup untuk menganalisis bukti elektronik secara
profesional. Dalam banyak kasus, pengungkapan bukti
digital juga berbenturan dengan masalah enkripsi dan
perlindungan privasi, di mana informasi penting sering
kali dienkripsi oleh pelaku atau dilindungi oleh regulasi
privasi data, sehingga penyidik harus mencari cara yang
sah untuk mendapatkan akses tanpa melanggar hak asasi
manusia.

Peran Hakim dan Aparat Penegak Hukum dalam
Pembuktian Digital
Kurangnya pemahaman hakim dan jaksa terhadap

teknik forensik digital menjadi salah satu kendala utama
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dalam pembuktian digital di pengadilan. Banyak kasus
yang melibatkan bukti elektronik, seperti peretasan,
pencucian uang digital, atau pemalsuan dokumen
elektronik, tetapi masih banyak hakim dan jaksa yang
belum memiliki pemahaman mendalam mengenai cara
kerja sistem digital, metode analisis forensik, serta standar
keabsahan bukti elektronik. Akibatnya, hakim sering kali
kesulitan menilai validitas bukti digital dan cenderung
lebih mengandalkan alat bukti konvensional yang lebih
mudah dipahami.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlunya pelatihan
khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani
bukti elektronik menjadi sangat penting. Pelatihan ini
dapat mencakup identifikasi bukti digital, analisis forensik,
serta metode validasi bukti elektronik agar hakim, jaksa,
dan penyidik dapat menggunakan bukti digital secara
lebih efektif dalam peradilan. Selain itu, diperlukan upaya
harmonisasi regulasi antara KUHAP dan UU ITE, serta
adopsi standar internasional dalam pembuktian digital,
agar sistem hukum di Indonesia dapat lebih efektif dalam
menangani perkara yang berkaitan dengan teknologi.
Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, pembuktian
digital dapat menjadi alat yang lebih kuat dalam
menegakkan hukum pidana di era digital (Fakhriah & SH,
2023).
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Bab XII

Perbandingan Sistem
Pembuktian Pidana

Dalam studi hukum pidana, memahami perbandingan
sistem pembuktian antara negara-negara yang
menganut sistem Civil Law dan Common Law menjadi sangat
penting untuk mengidentifikasi keunggulan serta tantangan
dari masing-masing sistem. Mahasiswa akan mempelajari
perbedaan mendasar dalam cara alat bukti dinilai, peran
hakim danjuri, serta prosedur pembuktian yangditerapkan di
berbagai yurisdiksi. Selain itu, pembahasan mengenai
pengaruh sistem pembuktian dari berbagai negara terhadap
hukum pembuktian di Indonesia akan memberikan wawasan
mengenai dinamika perkembangan sistem hukum nasional.
Tujuan pembelajaran dalam bab ini adalah agar mahasiswa
mampu memahami Kkarakteristik sistem pembuktian di
berbagai negara, menganalisis kelebihan dan kekurangannya,
serta mengaplikasikan pemahaman ini dalam konteks

pembaharuan hukum pembuktian pidana di Indonesia.
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A. Sistem Pembuktian di Negara-Negara Civil Law

Sistem hukum civil law merupakan sistem yang
berbasis pada kodifikasi hukum yang tertulis dalam
undang-undang, termasuk dalam aspek pembuktian
pidana. Dalam sistem ini, peraturan hukum yang mengatur
pembuktian telah ditetapkan secara jelas dalam
perundang-undangan, sehingga hakim dan pihak-pihak
terkait harus mengikuti norma yang telah dikodifikasikan.
Berbeda dengan sistem common law yang mengandalkan
preseden atau keputusan hakim sebelumnya, sistem civil
law lebih bersifat terstruktur dan sistematis dalam
menentukan alat bukti yang sah dan cara penggunaannya
dalam persidangan. Sistem ini banyak diterapkan di
negara-negara seperti Jerman, Prancis, Belanda, dan
Indonesia, di mana hakim berperan aktif dalam mengelola
proses peradilan berdasarkan hukum tertulis yang berlaku
(Thalib et al., 2023).

Dalam sistem civil law, prinsip legalitas menjadi
dasar utama dalam proses pembuktian pidana. Prinsip ini
mengharuskan bahwa pembuktian hanya dapat dilakukan
berdasarkan alat bukti yang telah diatur dalam undang-
undang. Hakim dalam sistem ini memiliki peran aktif
dalam mengumpulkan, menilai, dan menyaring alat bukti,
berbeda dengan sistem common law, di mana peran ini

lebih banyak dilakukan oleh jaksa dan pengacara. Dalam
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persidangan, hakim tidak hanya menjadi pengadil tetapi
juga bertindak sebagai pencari fakta yang memiliki
kewenangan untuk meminta tambahan bukti atau
mendalami keterangan saksi guna mencapai kebenaran
materiil. Oleh karena itu, sistem pembuktian dalam civil
law lebih bersifat inquisitorial, yang berarti hakim
berperan langsung dalam proses pemeriksaan perkara
untuk memastikan keadilan ditegakkan sesuai dengan
aturan hukum yang berlaku.

Terkait alat bukti yang diakui, sistem civil law
mengatur secara tegas dalam undang-undang jenis alat
bukti yang dapat digunakan dalam persidangan pidana. Di
Indonesia, misalnya, Pasal 184 KUHAP menetapkan bahwa
alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian pidana
meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
petunjuk, dan keterangan terdakwa. Standar pembuktian
yang digunakan dalam sistem ini umumnya bersifat
negatief-wettelijk, yang berarti bahwa seseorang tidak
dapatdijatuhi hukuman kecuali terdapat minimal dua alat
bukti yang sah serta keyakinan hakim bahwa terdakwa
benar-benar bersalah. Standar ini berbeda dengan
common law, yang lebih mengutamakan konsep beyond
reasonable doubt dalam menilai kesalahan terdakwa.
Dengan sistem pembuktian yang lebih terstruktur dan

berorientasi pada kodifikasi hukum, sistem civil law
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memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi

dibandingkan dengan sistem berbasis preseden.

. Sistem Pembuktian di Negara-Negara Common Law

Sistem common law memiliki perbedaan
mendasar dengan civil law dalam hal pembuktian pidana.
Jika dalam civil law proses peradilan lebih bersifat
inquisitorial, di mana hakim berperan aktif dalam mencari
dan menguji alat bukti, maka dalam common law sistem
yang digunakan adalah adversarial system, yaitu sistem
yang menempatkan jaksa penuntut umum dan pembela
dalam posisi yang setara untuk saling beradu argumentasi
dan pembuktian di depan hakim dan juri. Dalam sistem ini,
hakim lebih berperan sebagai wasit yang mengawasi
jalannya persidangan, sementara beban pembuktian
sepenuhnya berada di tangan para pihak yang berperkara.
Keputusan akhir sangat bergantung pada kekuatan
argumen dan alat bukti yang disajikan oleh masing-masing
pihak di persidangan (Poetra et al,, 2024).

Dalam sistem common law, keputusan bersalah
atau tidaknya terdakwa sering kali ditentukan oleh juri,
bukan hanya oleh hakim seperti dalam civil law. Juri, yang
terdiri dari sekelompok warga negara, bertugas untuk
menilai fakta berdasarkan alat bukti yang diajukan di

persidangan. Sementara itu, hakim memiliki peran untuk
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menafsirkan hukum, mengawasi jalannya persidangan,
dan memberikan arahan hukum kepada juri agar
keputusan yang diambil tetap berada dalam koridor
hukum yang berlaku. Hal ini berbeda dengan sistem civil
law yang tidak menggunakan juri, sehingga sepenuhnya
mengandalkan pertimbangan hakim dalam menilai alat
bukti dan menjatuhkan putusan. Dengan adanya juri
dalam sistem common law, proses pembuktian sering kali
lebih bersifat persuasif, di mana pihak penuntut dan
pembela harus menyajikan argumentasi yang kuat dan
meyakinkan kepada juri agar memperoleh keputusan yang
menguntungkan.

Salah satu prinsip utama dalam sistem pembuktian
common law adalah beyond reasonable doubt, yaitu
standar pembuktian yang mengharuskan jaksa
membuktikan kesalahan terdakwa dengan tingkat
keyakinan yang sangat tinggi, sehingga tidak ada keraguan
yang wajar mengenai kesalahannya. Prinsip ini sangat
berbeda dengan standar negatief-wettelijk dalam sistem
civil law, yang hanya memerlukan minimal dua alat bukti
sah dan keyakinan hakim untuk menjatuhkan hukuman.
Dengan standar beyond reasonable doubt, terdakwa hanya
bisa dinyatakan bersalah apabila bukti yang diajukan
benar-benar kuat dan tidak menyisakan keraguan yang

masuk akal. Standar ini bertujuan untuk melindungi hak
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asasi terdakwa dan mencegah kesalahan peradilan,
meskipun dalam beberapa kasus dapat menyebabkan
kesulitan dalam memperoleh vonis bersalah, terutama jika
bukti yang tersedia masih bersifat tidak langsung atau

mengandung ketidakpastian.

. Pengaruh Perbandingan Hukum terhadap
Pembuktian di Indonesia

Sistem hukum di Indonesia secara umum
menganut sistem civil law, yang berarti bahwa aturan
pembuktian dalam perkara pidana didasarkan pada
kodifikasi hukum tertulis, sebagaimana tercantum dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
KUHAP mengatur bahwa alat bukti yang sah terdiri dari
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan
keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHAP), serta
menerapkan standar pembuktian negatief-wettelijk, di
mana terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah jika
terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan
hakim. Dalam sistem ini, hakim berperan aktif dalam
menilai alat bukti dan mencari kebenaran materiil tanpa
bergantung pada peran jaksa dan penasihat hukum secara
mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian

pidana di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh tradisi
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civil law, yang menitikberatkan pada kepastian hukum dan
legalitas formal dalam proses peradilan.

Namun, dalam perkembangannya, beberapa elemen
darisistem common law juga mulai diadopsi dalam praktik
pembuktian di Indonesia, terutama dalam aspek beban
pembuktian dan standar keyakinan hakim. Salah satu
konsep dari common law yang mulai diterapkan dalam
peradilan Indonesia adalah prinsip beyond reasonable
doubt, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam
KUHAP. Dalam praktiknya, banyak hakim di Indonesia
mulai menggunakan standar ini dalam
mempertimbangkan kesalahan terdakwa, terutama dalam
kasus-kasus berat seperti korupsi, terorisme, dan
narkotika, di mana pembuktian harus dilakukan secara
lebih ketat untuk menghindari kesalahan peradilan. Selain
itu, dalam beberapa kasus, Indonesia juga mulai
menerapkan mekanisme pembuktian yang lebih
adversarial, seperti dalam sidang kasus korupsi, di mana
pihak jaksa dan pembela diberikan kesempatan untuk
saling beradu argumen di persidangan sebelum hakim
menjatuhkan putusan.

Meskipun pengaruh common law semakin terasa
dalam praktik peradilan, tantangan dalam
mengharmonisasi kedua sistem masih menjadi persoalan

utama dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu
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tantangan terbesar adalah ketidakkonsistenan penerapan
standar pembuktian, di mana hakim dalambeberapakasus
tetap menggunakan pendekatan negatief-wettelijk,
sementara dalam kasus lain mulai mengadopsi beyond
reasonable doubt. Selain itu, tidak adanya lembaga juri
dalam sistem peradilan Indonesia membuat prinsip
adversarial dari common law tidak dapat diterapkan
secara penuh, sehingga masih terdapat dominasi peran
hakim dalam menilai alat bukti. Oleh karena itu,
diperlukan pembaruan regulasi dan peningkatan
pemahaman aparat hukum agar sistem pembuktian di
Indonesia dapat lebih selaras dengan perkembangan
global, sekaligus tetap mempertahankan ciri khas sistem
civil law yang menjadi dasar hukum acara pidana di

Indonesia.
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Bab XIII

Kesalahan dalam
Pembuktian Pidana

esalahan dalam pembuktian pidana merupakan
errsoalan serius yang dapat berdampak pada
lahirnya putusan yang tidak adil, seperti salah tangkap, salah
vonis, atau pembebasan pelaku kejahatan yang sebenarnya
bersalah. Kesalahan ini dapat terjadi akibat kelemahan dalam
pengumpulan bukti, kesaksian palsu, manipulasi alat bukti,
atau kekeliruan dalam penilaian hakim terhadap alat bukti
yang diajukan. Selain itu, tekanan politik, pengaruh media,dan
ketidakcakapan aparat penegak hukum juga turut menjadi
faktor yang memperbesar risiko kesalahan pembuktian.
Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi asas keadilan
dan perlindungan hak asasi manusia, setiap kesalahan dalam
pembuktian harus dikoreksi melalui mekanisme seperti

praperadilan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
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A. Faktor Penyebab Kesalahan Pembuktian

1)

2)

Kelemahan dalam Pengumpulan dan Verifikasi Bukti

Kesalahan dalam pembuktian pidana sering kali
disebabkan oleh kelemahan dalam prosedur
penyelidikan dan penyidikan, di mana aparat penegak
hukum gagal mengumpulkan dan memverifikasi bukti
dengan benar. Kesalahan ini dapat terjadi akibat
pelanggaran prosedur hukum, seperti penggeledahan
dan penyitaan yang tidak sah, atau pengambilan
keterangan saksi yang tidak dilakukan sesuai aturan.
Selain itu, ketidaktepatan dalam analisis forensik atau
teknis juga dapat menyebabkan kesalahan
pembuktian, misalnya hasil uji laboratorium yang
keliru atau kesalahan dalam interpretasi bukti DNA.
Jika bukti yang dikumpulkan tidak diverifikasi dengan
metode yang tepat, maka keputusan pengadilan
berpotensi didasarkan pada bukti yang tidak akurat,
sehingga meningkatkan risiko kesalahan peradilan.
Kesaksian yang Tidak Akurat atau Dipengaruhi Faktor
Eksternal

Kesaksian saksi merupakan salah satu alat bukti
utama dalam pembuktian pidana, tetapi kesalahan
identifikasi oleh saksi mata sering kali menjadi
penyebab vonis yang keliru. Saksi mata dapat salah

mengingat detail kejadian akibat faktor seperti jarak
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3)

pandang, pencahayaan, atau kondisi psikologis saat
peristiwa terjadi. Selain itu, kesaksian yang diberikan
dalam persidangan dapat dipengaruhi oleh tekanan
atau intimidasi, baik dari pihak yang berkepentingan
dalam kasus maupun dari aparat penegak hukum
sendiri. Intimidasi terhadap saksi dan terdakwa dapat
menyebabkan mereka memberikan keterangan yang
tidak jujur atau bertentangan dengan fakta sebenarnya,
yang pada akhirnya dapat menyesatkan hakim dalam
mengambil keputusan.
Bias dan Kesalahan dalam Penilaian Hakim dan Jaksa
Kesalahan pembuktian juga bisa terjadi akibat
bias atau kesalahan dalam penilaian oleh hakim dan
jaksa, terutama jika mereka kurang memahami aspek
teknis daribukti ilmiah yang diajukan. Dalam beberapa
kasus, hakim dan jaksa tidak memiliki pemahaman
mendalam mengenai bukti forensik atau teknologi
digital, sehingga rentan salah dalam menafsirkan atau
menilai kredibilitas bukti yang disajikan. Selain itu,
keputusan pengadilan dapat dipengaruhi oleh opini
publik dan tekanan politik, terutama dalam kasus-
kasus yang menarik perhatian masyarakat luas. Jika
hakim atau jaksa bertindak berdasarkan kepentingan

tertentu atau tekanan eksternal, maka keputusan yang
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diambil berpotensi tidak objektif dan dapat mengarah
pada kesalahan peradilan (Henok, 2023).

B. Studi Kasus Kesalahan dalam Putusan Pidana
Kasus Salah Tangkap dan Salah Identifikasi Tersangka
Salah satu bentuk kesalahan pembuktian yang
sering terjadi dalam sistem peradilan pidana adalah salah
tangkap dan salah identifikasi tersangka. Kasus ini terjadi
ketika seseorang yang tidak bersalah ditangkap, ditahan,
bahkan dijatuhi hukuman akibat kesalahan dalam proses
penyelidikan dan penyidikan. Salah satu faktor utama yang
menyebabkan hal ini adalah kesalahan identifikasi oleh
saksi mata, yang sering kali menjadi dasar bagi penegak
hukum untuk menangkap seseorang tanpa bukti yang
cukup. Dalam beberapa kasus, tekanan dari aparat
penegak hukum juga dapat menyebabkan terdakwa
dipaksa untuk mengakui kejahatan yang tidak
dilakukannya, terutama jika mereka mengalami intimidasi
atau penyiksaan saat pemeriksaan. Akibatnya, banyak
individu yang akhirnya harus menjalani hukuman
bertahun-tahun sebelum kebenaran terungkap, yang tidak
jarang terjadi setelah adanya peninjauan kembali atau
penggunaan teknologi forensik modern seperti tes DNA.
Salah satu kasus salah tangkap yang terkenal adalah
kasus salah tangkap di Indonesia terhadap "Tersangka KM
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50" yang akhirnya dinyatakan tidak bersalah setelah
bertahun-tahun menjalani hukuman. Kasus serupa juga
banyak terjadi di berbagai negara, seperti kasus Steven
Avery di Amerika Serikat, yang dipenjara selama 18 tahun
atas tuduhan pemerkosaan sebelum akhirnya terbukti
tidak bersalah melalui tes DNA. Kesalahan semacam ini
tidak hanya menghancurkan hidup terdakwa, tetapi juga
menunjukkan kelemahan dalam sistem pembuktian
pidana yang masih bergantung pada kesaksian saksi mata
dan pengakuan terdakwa tanpa dukungan bukti ilmiah
yang kuat. Oleh karena itu, reformasi dalam proses
penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian sangat
diperlukan untuk mencegah kesalahan serupa terjadi di
masa mendatang.
Kasus Pemalsuan atau Manipulasi Alat Bukti
Pemalsuan atau manipulasi alat bukti merupakan
bentuk kejahatan dalam sistem peradilan yang dapat
mengarahkan hakim pada putusan yang keliru. Bukti yang
dimanipulasi dapat berupa dokumen yang dipalsukan,
rekaman yang diedit, atau barang bukti yang direkayasa
agar terdakwa terlihat bersalah atau pihak tertentu
terbebas darituntutan hukum. Pemalsuan alat bukti sering
terjadi dalam kasus-kasus besar yang melibatkan
kepentingan politik, ekonomi, atau bahkan konflik

kepentingan di dalam aparat penegak hukum itu sendiri.
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Dampaknya sangat besar, karena tidak hanya
menjerumuskan orang yang tidak bersalah ke dalam
hukuman, tetapi juga menghancurkan kredibilitas sistem
peradilan pidana di mata masyarakat.

Dalam kasus pemalsuan bukti, terdakwa yang
dihukum berdasarkan bukti yang direkayasa sering kali
berjuang untuk mengajukan banding atau peninjauan
kembali guna mengungkap kebenaran. Salah satu contoh
terkenal adalah kasus Sengkon dan Karta di Indonesia, di
mana kedua orang tersebut dihukum atas kasus
pembunuhan berdasarkan alat bukti dan pengakuan yang
ternyata dipalsukan. Setelah bertahun-tahun mendekam
di penjara, mereka akhirnya dibebaskan setelah terungkap
bahwa pengakuan mereka diperoleh melalui intimidasi
dan penyiksaan. Upaya untuk mengungkap bukti palsu
dalam proses banding sering kali sulit dilakukan, karena
memerlukan investigasi ulang, bukti baru yang lebih kuat,
dan Kkesediaan sistem peradilan untuk mengoreksi
kesalahan masa lalu. Oleh karena itu, mekanisme
pengawasan terhadap proses penyidikan dan peradilan
harus diperkuat guna mencegah pemalsuan bukti yang
dapat merusak prinsip keadilan.

Kasus Ketidakadilan dalam Proses Peradilan

Ketidakadilan dalam proses peradilan sering terjadi

ketika vonis dijatuhkan berdasarkan bukti yang lemah
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atau ketika hak-hak terdakwa tidak diberikan secara adil
selama persidangan. Salah satu penyebab utama dari
ketidakadilan ini adalah minimnya standar pembuktian
yang ketat dalam beberapa kasus, di mana terdakwa
divonis hanya berdasarkan asumsi atau bukti tidak
langsung, tanpa adanya alat bukti yang benar-benar kuat.
Hal ini sering terjadi dalam kasus-kasus yang melibatkan
dugaan kejahatan politik, kriminalisasi aktivis, atau
perkara dengan tekanan dari pihak berpengaruh. Dalam
beberapa kasus, terdakwa bahkan tidak diberikan akses
yang layak terhadap bantuan hukum, sehingga mereka
tidak dapat membela diri secara maksimal.

Selain faktor hukum, peran media dan opini publik
juga sering memengaruhi keputusan hakim, terutama
dalam kasus yang menarik perhatian masyarakat luas.
Dalam banyak kasus, tekanan dari publik yang sudah
terbentuk melalui media sosial atau pemberitaan di media
massa dapat membentuk opini yang menyesatkan,
sehingga hakim merasa terpengaruh untuk menjatuhkan
vonis tertentu guna memenuhi ekspektasi publik, bukan
berdasarkan bukti yang sah. Contoh nyata dari fenomena
ini adalah kasus-kasus yang viral di media, di mana
masyarakat sudah lebih dulu menghakimi terdakwa
sebelum proses hukum berjalan, sehingga mempersulit

hakim untuk bersikap objektif. Untuk menghindari hal ini,
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sistem peradilan harus lebih menegakkan prinsip
independensi hakim, serta memastikan bahwa keputusan
yang diambil sepenuhnya berdasarkan bukti hukum,

bukan tekanan dari faktor eksternal.

. Upaya Koreksi dan Reformasi Pembuktian
Mekanisme Praperadilan dan Peninjauan Kembali
Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang
bertujuan untuk mengoreksi kesalahan dalam tahap
penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam kasus salah
tangkap, penahanan yang tidak sah, atau penghentian
penyidikan yangtidak berdasar. Praperadilan memberikan
kesempatan bagi tersangka untuk mengajukan keberatan
terhadap tindakan penyidik atau jaksa yang dianggap tidak
sesuai dengan prosedur hukum. Pasal 77-83 KUHAP
mengatur bahwa praperadilan dapat diajukan untuk
menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,
penghentian penyidikan, serta penyitaan barang bukti.
Mekanisme ini berfungsi sebagai alat kontrol terhadap
penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum,
sehingga dapat mencegah terjadinya rekayasa kasus atau
kriminalisasi terhadap individu yang tidak bersalah.
Selain praperadilan, mekanisme peninjauan kembali
(PK) juga berperan penting dalam membatalkan putusan

yang keliru. Pasal 263 KUHAP mengatur bahwa peninjauan
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kembali dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru
(novum) yang dapat membuktikan bahwa putusan
sebelumnya didasarkan pada kesalahan dalam
pembuktian. PK sering kali menjadi harapan terakhir bagi
terdakwa yang telah divonis bersalah secara keliru,
terutama dalam kasus salah tangkap atau pemalsuan alat
bukti. Salah satu contoh kasus peninjauan kembali yang
berhasil membebaskan terdakwa adalah kasus Sengkon
dan Karta, di mana kedua orang ini akhirnya dinyatakan
tidak bersalah setelah bertahun-tahun menjalani
hukuman akibat pengakuan yang diperoleh melalui
penyiksaan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme
praperadilan dan PK menjadi langkah krusial dalam
mencegah serta mengoreksi kesalahan peradilan yang
dapat merugikan individu yang tidak bersalah.
Peningkatan Standar Pembuktian dan Evaluasi Sistem
Peradilan

Salah satu reformasi penting dalam sistem
pembuktian pidana adalah adopsi standar pembuktian
yang lebih ketat dan transparan untuk mengurangi risiko
kesalahan peradilan. Saat ini, sistem pembuktian pidana di
Indonesia masih menganut standar negatief-wettelijk,
yang mengharuskan hakim memiliki keyakinan atas
kesalahan terdakwa berdasarkan minimal dua alat bukti

yang sah (Pasal 183 KUHAP). Namun, dalam praktiknya,
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standar ini masih sering diterapkan secara longgar,
sehingga membuka peluang bagi putusan yang tidak
benar-benar didasarkan pada bukti yang kuat. Oleh karena
itu, ada wusulan untuk mengadopsi prinsip beyond
reasonable doubt, seperti yang diterapkan dalam sistem
common law, agar hakim hanya dapat menjatuhkan
hukuman jika tidak ada lagi keraguan yang wajar terhadap
kesalahan terdakwa.

Selain  memperketat standar  pembuktian,
peningkatan pemahaman hakim dan jaksa terhadap
metode ilmiah dalam pembuktian juga menjadi aspekyang
perlu diperbaiki. Banyak kasus yang melibatkan bukti
forensik, digital, atau keuangan, tetapi kurangnya
pemahaman aparat penegak hukum terhadap metode
pembuktian berbasis ilmu pengetahuan sering Kkali
menyebabkan kesalahan dalam penilaian bukti. Oleh
karena itu, pelatihan khusus mengenai forensik digital,
analisis DNA, dan investigasi keuangan perlu diberikan
kepada hakim dan jaksa agar mereka dapat mengevaluasi
bukti dengan lebih objektif dan ilmiah. Dengan adanya
peningkatan standar pembuktian serta pelatihan yang
komprehensif bagi aparat hukum, diharapkan putusan
pengadilan akan semakin berdasarkan bukti yang kuat dan

dapat dipertanggungjawabkan.
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Perlindungan terhadap Saksi, Terdakwa, dan Korban
Perlindungan saksi, terdakwa, dan korban dalam
sistem peradilan pidana menjadi faktor krusial dalam
memastikan proses pembuktian yang adil dan bebas dari
tekanan. Salah satu tantangan terbesar dalam pembuktian
adalah intimidasi terhadap saksi, terutama dalam kasus-
kasus berat seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan
terorganisir. Oleh karena itu, penguatan regulasi
perlindungan saksi dan Kkorban sangat diperlukan,
termasuk melalui pengamanan identitas, perlindungan
fisik, serta pemberian jaminan hukum bagi mereka yang
memberikan  keterangan di pengadilan. Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran
penting dalam memastikan bahwa saksi dapat
memberikan keterangan tanpa takut mengalami ancaman
atau pembalasan dari pihak tertentu (Ar etal, 2024).
Selain perlindungan saksi, pencegahan kriminalisasi
terhadap pihak yang tidak bersalah melalui reformasi
hukum pembuktian juga menjadi hal yang harus
diperhatikan. Tidak jarang seseorang menjadi terdakwa
akibat kesalahan sistem atau kriminalisasi oleh aparat
hukum yang menyalahgunakan wewenangnya. Dalam
beberapa kasus, terdakwa diproses tanpa bukti yang
cukup atau dipaksa mengakui kesalahan melalui tekanan

fisik dan psikologis.
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Bab XIV

Regulasi dalam
Hukum Pembuktian Pidana

egulasi dalam hukum pembuktian pidana memiliki
Rperan krusial dalam memastikan proses peradilan yang
adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.
Seiring dengan perkembangan zaman, regulasi pembuktian
pidana terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri
dengan tantangan baru, seperti penggunaan teknologi dalam
pembuktian dan harmonisasi dengan standar hukum
internasional. Dalam bab ini, mahasiswa akan mempelajari
bagaimana regulasi pembuktian pidana berkembang,
bagaimana peraturan hukum yang ada dapat diselaraskan
untuk menciptakan sistem pembuktian yang lebih efektif,
serta bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam
praktik peradilan. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah
agar mahasiswa memahami dinamika regulasi pembuktian
pidana, mampu menganalisis permasalahan yang timbul
dalam penerapannya, serta dapat mengidentifikasi langkah-
langkah perbaikan dalam sistem pembuktian pidana yang

berlaku.
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A. Perkembangan Regulasi Pembuktian Pidana

Hukum pembuktian dalam sistem peradilan pidana
mengalami evolusi yang signifikan dari waktu ke waktu,
terutama dalam upaya meningkatkan akurasi dan keadilan
dalam proses hukum. Dalam sistem hukum Indonesia,
pembuktian pidana awalnya hanya mengandalkan
ketentuan dalam KUHAP yang mengatur secara ketat jenis
alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan
ahli, surat, petunjuk, dan Kketerangan terdakwa
sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Namun,
dengan berkembangnya kejahatan yang semakin
kompleks, terutama kejahatan berbasis teknologi, regulasi
pembuktian juga mengalami perubahan. Misalnya, dalam
tindak pidana khusus seperti korupsi dan pencucian uang,
peraturan pembuktian telah diperluas dengan penerapan
pembuktian terbalik dalam UU Tipikor dan UU TPPU, yang
mengharuskan  terdakwa  membuktikan  asal-usul
kekayaannya. Selain itu, sistem pembuktian di Indonesia
juga mulai mengakomodasi standar pembuktian yang
lebih ketat, seperti beyond reasonable doubt, meskipun
masih belum sepenuhnya diatur secara eksplisit dalam
perundang-undangan.

Salah satu aspek terpenting dari perkembangan
hukum pembuktian adalah pengaruh teknologi terhadap

regulasi pembuktian. Kemajuan teknologi telah
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mendorong perubahan dalam cara alat bukti
dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan dalam
persidangan. Sebelumnya, bukti yang diakui dalam
persidangan sebagian besar berbentuk fisik dan
konvensional, seperti dokumen tertulis atau saksi
langsung. Namun, dengan adanya teknologi digital, alat
bukti kini mencakup rekaman CCTV, data percakapan
elektronik, transaksi perbankan digital, hingga analisis
forensik komputer. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk
menyesuaikan regulasi hukum dengan realitas baru, yang
akhirnya mendorong lahirnya pengakuan terhadap bukti
elektronik dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dengan regulasi ini, bukti elektronik kini dapat digunakan
dalam berbagai kasus pidana, termasuk kejahatan siber,
pencemaran nama baik digital, dan perdagangan ilegal
berbasis internet.

Seiring dengan pengakuan bukti elektronik dalam
sistem hukum, integrasi bukti digital dan forensik menjadi
semakin penting dalam sistem pembuktian modern.
Metode forensik digital, seperti analisis metadata,
pelacakan alamat IP, dan rekonstruksi data yang telah
dihapus, kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

penyelidikan pidana. Hal ini sangat relevan dalam
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menangani kasus kejahatan siber, pencucian uang, dan
pemalsuan dokumen elektronik, di mana bukti yang
digunakan sering kali bersifat non-fisik dan memerlukan
teknik khusus untuk mengungkapnya. Integrasi bukti
digital juga memperkuat prinsip keterbukaan dan akurasi
dalam proses pembuktian, karena teknologi
memungkinkan pencatatan data yang lebih objektif
dibandingkan dengan kesaksian manusia yang rentan
terhadap kesalahan atau manipulasi. Oleh karena itu,
lembaga penegak hukum perlu  meningkatkan
kapasitasnya dalam menangani bukti berbasis teknologi,
termasuk dengan memberikan pelatihan bagi aparat
hukum dalam memahami teknik investigasi digital dan
analisis forensik.

Meskipun perubahan regulasi dalam hukum
pembuktian telah membawa peningkatan transparansi
dan akurasi, implementasinya masih menghadapiberbagai
tantangan di lapangan. Salah satu tantangan terbesar
adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum
mengenai pembuktian digital, yang menyebabkan banyak
kasus berbasis teknologi tidak dapat ditangani secara
optimal. Selain itu, tidak semua lembaga peradilan
memiliki infrastruktur yang memadai untuk menyimpan,
mengelola, dan menganalisis bukti elektronik secara aman

dan efisien. Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam
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mengharmonisasi regulasi yang berbeda, terutama dalam
kasus kejahatan lintas negara, di mana alat bukti yang
dibutuhkan sering kali berada di luar yurisdiksi hukum
nasional. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu
dilakukan reformasi dalam standar pembuktian,
penguatan kerja sama internasional, serta penyediaan
sumber daya teknologi yang lebih baik dalam sistem
peradilan pidana. Dengan langkah-langkah ini, perubahan
regulasi dalam hukum pembuktian dapat benar-benar
meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam

menegakkan keadilan.

. Harmonisasi Peraturan dalam Pembuktian

Harmonisasi antara KUHAP dan berbagai undang-
undang yang berkaitan dengan pembuktian pidana
merupakan langkah penting dalam memastikan
konsistensi sistem peradilan di Indonesia. KUHAP sebagai
aturan utama dalam hukum acara pidana mengatur dasar-
dasar pembuktian, namun dalam perkembangannya,
berbagai tindak pidana khusus seperti korupsi, pencucian
uang, dan kejahatan siber memiliki karakteristik
pembuktian yang berbeda dan memerlukan regulasi
tambahan. Sebagai contoh, UU Tipikor mengatur
mekanisme pembuktian terbalik yang tidak diatur dalam

KUHAP, sementara UU ITE memberikan pengakuan
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terhadap bukti elektronik yang sebelumnya tidak masuk
dalam kategori alat bukti sah. Hal ini menimbulkan
tantangan dalam praktik peradilan, karena aparat penegak
hukum harus menyesuaikan diri dengan standar
pembuktian yang berbeda untuk setiap jenis perkara. Oleh
karena itu, diperlukan upaya sinkronisasi agar aturan-
aturan tersebut dapat diterapkan secara harmonis tanpa
menimbulkan kontradiksi dalam sistem pembuktian.
Dalam konteks standar pembuktian, Indonesia juga
mulai mengadopsi prinsip yang digunakan dalam sistem
hukum internasional, salah satunya adalah prinsip beyond
reasonable doubt. Prinsip ini menuntut bahwa keyakinan
hakim terhadap kesalahan terdakwa harus mencapai
tingkat yang sangat tinggi dan tidak menyisakan keraguan
yang wajar. Meskipun sistem hukum Indonesia masih
mengacu pada prinsip negatif-wettelijk dalam KUHAP,
penerapan beyond reasonable doubt dalam praktik
peradilan semakin diperhatikan, terutama dalam kasus-
kasus berat seperti korupsi dan terorisme. Selain itu,
konvensi internasional yang diikuti oleh Indonesia, seperti
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi
(UNCAC), juga memengaruhi regulasi pembuktian di
Indonesia, terutama dalam hal penguatan bukti transaksi
keuangan dan kerja sama internasional dalam

pengungkapan kasus kejahatan lintas negara. Dengan
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adanya pengaruh dari standar internasional ini, sistem
pembuktian di Indonesia perlu lebih adaptif dalam
menghadapi tantangan global.

Peran lembaga peradilan, terutama Mahkamah
Agung, sangat penting dalam menyelaraskan peraturan
pembuktian agar tidak terjadi ketidakkonsistenan dalam
praktik peradilan. Sebagai lembaga yang memiliki
kewenangan untuk menafsirkan hukum, Mahkamah
Agung sering kali mengeluarkan putusan-putusan yang
memberikan arahan terhadap penerapan standar
pembuktian dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya, dalam
beberapa putusan terkait kasus tindak pidana korupsi,
Mahkamah Agung telah memberikan pedoman tentang
bagaimana hakim harus menilai pembuktian terbalik.
Selain Mahkamah Agung, peran Kejaksaan Agung dan
Kepolisian juga sangat penting dalam menerjemahkan
peraturan pembuktian ke dalam praktik penyelidikan dan
penyidikan yang sesuai dengan perkembangan hukum.

Selain peran lembaga peradilan, legislator juga
memiliki tanggung jawab dalam memastikan regulasi
pembuktian tetap relevan dengan perkembangan hukum
danteknologi. Dengan semakin pesatnya perubahan dalam
pola kejahatan, terutama yang berbasis teknologi, undang-
undang yang mengatur pembuktian perlu diperbarui

secara berkala agar tetap dapat mengakomodasi
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kebutuhan sistem peradilan. Legislator juga perlu
mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak,
termasuk akademisi dan praktisi hukum, dalam
merancang kebijakan yang lebih adaptif dan responsif
terhadap tantangan yang ada. Melalui upaya legislasi yang
proaktif serta koordinasi yang erat antara lembaga
peradilan dan pembuat kebijakan, sistem pembuktian
pidana di Indonesia dapat terus berkembang dan semakin

efektif dalam menegakkan keadilan.

. Implementasi Regulasi dalam Praktik Peradilan
Tantangan dalam penerapan regulasi pembuktian
oleh aparat hukum semakin kompleks seiring dengan
perkembangan teknologi dan perubahan pola kejahatan.
Salah satu kendala utama adalah pengumpulan dan
analisis  bukti  elektronik, yang membutuhkan
keterampilan khusus serta perangkat teknologi yang
canggih. Dalam banyak kasus kejahatan siber dan
pencucian uang, alat bukti utama berupa rekam jejak
transaksi digital, metadata komunikasi, atau hasil analisis
forensik komputer. Namun, banyak aparat penegak hukum
yang belum memiliki kompetensi dalam mengautentikasi,
menganalisis, dan memastikan integritas bukti digital.
Selain itu, kesenjangan pemahaman hakim dan jaksa

terhadap bukti berbasis teknologi juga menjadi masalah
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serius. Hakim dan jaksa sering kali kurang memahami
mekanisme kerja bukti digital dan bagaimana cara menilai
keabsahannya dalam persidangan, yang menyebabkan
ketidakpastian dalam proses pembuktian. Untuk
mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan kapasitas
aparat hukum melalui pelatihan forensik digital dan
pembaruan prosedur penyelidikan agar dapat beradaptasi
dengan tuntutan zaman.

Evaluasi efektivitas regulasi dalam sistem
pembuktian pidana perlu dilakukan secara berkala untuk
memastikan bahwa aturan yang diterapkan benar-benar
berfungsi dengan baik dalam praktik peradilan. Studi
kasus menunjukkan bahwa ada keberhasilan dalam
penerapan regulasi pembuktian, seperti pengakuan bukti
elektronik dalam UU ITE, yang telah membantu dalam
penanganan berbagai kasus kejahatan digital. Namun, di
sisi lain, terdapat kegagalan dalam implementasi aturan
pembuktian, misalnya dalam kasus pembuktian terbalik
dalam tindak pidana korupsi, yang sering kali menemui
hambatan dalam praktik karena lemahnya pengawasan
dan kesulitan memperoleh bukti terkait aliran dana. Untuk
itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat
terhadap pelaksanaan aturan pembuktian, termasuk

penguatan peran Mahkamah Agung dan lembaga

211



pengawas internal, agar penerapan regulasi lebih
transparan dan akuntabel.

Reformasi kebijakan menjadi langkah penting
dalam memperkuat sistem pembuktian pidana guna
menjamin keadilan dan kepastian hukum. Salah satu
usulan utama adalah perbaikan prosedur pembuktian,
seperti memperjelas standar pembuktian dalam kasus-
kasus tertentu, termasuk kejahatan berbasis teknologi,
tindak pidana ekonomi, dan terorisme. Selain itu, sistem
pembuktian pidana juga perlu didukung oleh peningkatan
kapasitas sumber daya manusia dalam sistem peradilan,
termasuk pelatihan bagi hakim, jaksa, dan penyidik dalam
memahami bukti digital, metode forensik modern, dan
standar pembuktian internasional. Dengan adanya
reformasi kebijakan yang terarah, diharapkan sistem
pembuktian di Indonesia dapat semakin kuat dan adaptif
terhadap perubahan, sehingga mampu menjamin keadilan

dan mencegah terjadinya kesalahan peradilan.
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Bab XV

Kajian Empiris dalam
Hukum Pembuktian Pidana

ajian empiris dalam hukum pembuktian pidana
Kmerupakan pendekatan yang penting untuk
memahami bagaimana prinsip, teori, dan aturan hukum
pembuktian diterapkan secara nyata di lapangan. Melalui
analisis terhadap putusan pengadilan, evaluasi kinerja aparat
penegak hukum, dan studi kasus berbagai jenis perkara
pidana, kajian ini dapat mengungkap kesenjangan antara
norma hukum dan praktik peradilan. Pendekatan ini juga
membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi efektivitas pembuktian, seperti kualitas alat
bukti, kredibilitas saksi, dan profesionalisme penyidik serta
jaksa. Hasil dari kajian empiris tidak hanya memperkaya
khazanah keilmuan, tetapi juga memberikan masukan konkret
bagi reformasi sistem pembuktian pidana agar lebih responsif
terhadap dinamika sosial, teknologi, dan kebutuhan keadilan
masyarakat. Dengan demikian, kajian empiris menjadi
instrumen penting untuk mengembangkan hukum
pembuktian pidana yang tidak hanya normatif, tetapi juga

kontekstual dan aplikatif.
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A. Analisis Putusan Pengadilan dalam Pembuktian
Pidana
Analisis putusan dalam pembuktian pidana
dilakukan dengan  pendekatan hukum  yang
mempertimbangkan kesesuaian putusan dengan prinsip
hukum acara pidana dan sistem pembuktian yang berlaku.
Pendekatan ini mencakup kajian terhadap landasan
hukum yang digunakan hakim dalam memutus suatu
perkara, apakah putusan tersebut sesuai dengan
ketentuan dalam KUHAP atau menggunakan prinsip
hukum yang berkembang melalui yurisprudensi. Salah
satu metode analisis yang umum digunakan adalah kajian
terhadap struktur putusan, di mana setiap bagian putusan,
mulai dari pertimbangan hukum hingga amar putusan,
dievaluasi untuk melihat apakah putusan tersebut telah
sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan
kemanfaatan. Selain itu, analisis ini juga meninjau
bagaimana hakim menyusun argumentasi hukum
berdasarkan alat bukti yang diajukan, serta sejauh mana
prinsip beyond reasonable doubt atau negatief-wettelijk
diterapkan dalam putusan tersebut (Sisokhi, 2022).
Metode analisis putusan juga dapat dilakukan
dengan membandingkan putusan-putusan dalam kasus
yang memiliki pola pembuktian serupa. Misalnya, dalam

kasus korupsi, analisis dapat dilakukan dengan
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membandingkan putusan pengadilan terhadap terdakwa
dengan tingkat peran dan alat bukti yang sama, tetapi
menghasilkan putusan yang berbeda. Jika ditemukan
inkonsistensi dalam penerapan pembuktian, hal ini dapat
menjadi dasar untuk menilai apakah terjadi
ketidakseragaman dalam praktik peradilan. Perbandingan
juga dapat dilakukan dengan melihat putusan di tingkat
berbeda, seperti antara pengadilan negeri, pengadilan
tinggi, dan Mahkamah Agung, guna memahami bagaimana
sistem pembuktian digunakan dalam setiap tingkatan
peradilan. Dengan analisis ini, dapat diketahui apakah
terdapat kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian,
yang dapat menjadi dasar perbaikan dalam sistem
peradilan pidana.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim
Salah satu faktor utama yang memengaruhi
putusan hakim dalam pembuktian pidana adalah kualitas
dan kuantitas alat bukti yang diajukan di persidangan.
Menurut Pasal 183 KUHAP, seorang terdakwa hanya dapat
dijatuhi pidana jika terdapat minimal dua alat bukti yang
sah dan keyakinan hakim. Alat bukti yang berkualitas
tinggi, seperti rekaman CCTV yang jelas, dokumen
transaksi yang lengkap, atau hasil uji laboratorium
forensik yang akurat, cenderung lebih meyakinkan hakim

dibandingkan alat bukti yang masih mengandung
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keraguan. Selain itu, kuantitas alat bukti juga berperan
penting, di mana semakin banyak alat bukti yang
mendukung dakwaan, maka semakin kuat pula konstruksi
hukum yang dapat dibangun oleh jaksa penuntut umum.
Namun, dalam beberapa kasus, alat bukti yang banyak
tetapi tidak saling mendukung justru dapat melemahkan
pembuktian.

Faktor lain yang mempengaruhi putusan hakim
adalah keyakinan hakim dalam menentukan bersalah atau
tidaknya terdakwa. Meskipun KUHAP menganut sistem
negatief-wettelijk, yang mengharuskan hakim untuk
memutus perkara berdasarkan alat bukti yang cukup, pada
praktiknya keyakinan hakim juga berperan besar dalam
menentukan vonis. Jika hakim memiliki keraguan yang
wajar terhadap kesalahan terdakwa, maka hakim
seharusnya memutuskan untuk membebaskan terdakwa
berdasarkan prinsip in dubio pro reo. Namun, dalam
beberapa kasus, terdapat hakim yang tetap menjatuhkan
putusan berdasarkan asumsi dan tekanan eksternal,
seperti opini publik atau intervensi politik. Hal ini dapat
menyebabkan putusan yang tidak objektif, di mana
terdakwa divonis bersalah meskipun alat bukti yang ada

belum cukup kuat untuk mendukung dakwaan.
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Implikasi Putusan terhadap Pengembangan Hukum
Pembuktian

Putusan pengadilan memiliki dampak yang besar
terhadap perkembangan yurisprudensi dan sistem hukum
pembuktian di Indonesia. Dalam banyak kasus, putusan
hakim di tingkat kasasi atau peninjauan kembali di
Mahkamah Agung dapat menjadi preseden yang
memengaruhi putusan-putusan selanjutnya. Contohnya,
dalam kasus-kasus korupsi, Mahkamah Agung pernah
menguatkan penerapan pembuktian terbalik sebagaimana
diatur dalam UU Tipikor, yang kemudian menjadi rujukan
dalam kasus serupa. Selain itu, dalam kasus tindak pidana
berbasis teknologi, Mahkamah Agung mulai mengakui
bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yang
memberikan arah baru dalam pembuktian pidana. Dengan
demikian, putusan pengadilan tidak hanya berdampak
pada perkara yang sedang diperiksa, tetapi juga dapat
membentuk pola penerapan hukum yang lebih luas.

Selain itu, putusan pengadilan dapat memberikan
kontribusi terhadap reformasi hukum pembuktian pidana.
Jika dalam praktik ditemukan adanya kelemahan dalam
sistem pembuktian yang menyebabkan putusan yang tidak
adil, maka putusan tersebut dapat menjadi dasar untuk
mengusulkan perubahan regulasi dalam sistem peradilan

pidana. Misalnya, jika dalam suatu perkara ditemukan
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bahwa alat bukti digital sering kali tidak dapat diterima di
persidangan karena kurangnya standar autentikasi, maka
putusan tersebut dapat menjadi pemicu untuk
memperbaiki aturan mengenai bukti elektronik dalam
hukum acara pidana. Oleh karena itu, evaluasi terhadap
putusan pengadilan sangat penting untuk memastikan
bahwa hukum pembuktian terus berkembang dan dapat

menjawab tantangan kejahatan yang semakin kompleks.

. Evaluasi Kinerja Aparat Penegak Hukum dalam
Pembuktian

Keberhasilan proses pembuktian dalam peradilan
pidana sangat bergantung pada efektivitas penyidik dalam
mengumpulkan dan memverifikasi alat bukti. Salah satu
kendala utama yang dihadapi penyidik adalah kesulitan
dalam memperoleh alat bukti fisik maupun digital,
terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan
terorganisir, korupsi, atau kejahatan siber. Misalnya, dalam
kasus narkotika atau pembunuhan, bukti fisik seperti jejak
darah, senjata tajam, atau rekaman CCTV sering kali tidak
ditemukan atau sudah dimanipulasi sebelum penyidik
berhasil mengamankannya. Sedangkan dalam kejahatan
berbasis teknologi, penyidik menghadapi tantangan dalam

menelusuri bukti elektronik, seperti transaksi keuangan

218



digital, komunikasi terenkripsi, atau data yang telah
dihapus oleh pelaku (Dimlana et al.,, 2024).

Selain kendala dalam pengumpulan bukti,
kesalahan teknis dalam penyelidikan juga dapat
berdampak besar pada hasil pembuktian. Kesalahan dalam
prosedur seperti penggeledahan tanpa surat izin,
pelanggaran prosedur penyitaan, atau kesalahan dalam
pemeriksaan saksi dan tersangka dapat menyebabkan
bukti yang telah dikumpulkan dinyatakan tidak sah dalam
persidangan. Contohnya, dalam kasus tertentu, rekaman
CCTV atau hasil uji forensik yang tidak dikumpulkan sesuai
prosedur hukum dapat dikesampingkan oleh hakim,
sehingga melemahkan konstruksi hukum yang dibangun
oleh jaksa. Oleh karena itu, efektivitas penyidik harus
ditingkatkan melalui pelatihan teknis yang lebih baik,
penguatan pengawasan internal, serta penerapan standar
operasional yang lebih ketat dalam pengumpulan dan
verifikasi bukti.

Peran Jaksa dalam Menyusun dan Menyajikan Bukti di
Persidangan

Jaksa memiliki peran sentral dalam menyusun
dakwaan dan menyajikan bukti di persidangan untuk
membuktikan kesalahan terdakwa. Kesesuaian antara
dakwaan yang disusun dengan alat bukti yang diajukan

menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan
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suatu perkara pidana. Dalam beberapa kasus, jaksa
menghadapi kendala ketika bukti yang disampaikan tidak
cukup kuat untuk mendukung dakwaan yang diajukan. Hal
ini bisa terjadi ketika jaksa hanya mengandalkan
keterangan saksi tanpa bukti fisik atau digital yang
memadai, sehingga membuka peluang bagi terdakwa
untuk  mengajukan bantahan yang melemahkan
argumentasi penuntutan. Oleh karena itu, jaksa harus
memastikan bahwa dakwaan yang diajukan telah
didukung oleh alat bukti yang sah dan relevan, sehingga
dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa memang
bersalah berdasarkan standar pembuktian yang berlaku.

Selain itu, jaksa juga menghadapi tantangan dalam
membuktikan kesalahan terdakwa di tengah berbagai
hambatan, seperti saksi yang berubah keterangan, tekanan
dari pihak tertentu, atau kesulitan menghadirkan bukti
elektronik yang memerlukan validasi forensik. Dalam
perkara yang melibatkan kejahatan transnasional atau
kasus yang menarik perhatian publik, jaksa sering kali
harus bekerja sama dengan lembaga lain, seperti PPATK
dalam kasus pencucian uang atau BSSN dalam kasus
kejahatan siber, guna memastikan bukti yang diajukan
memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu, peningkatan
kapasitas jaksa dalam memahami metode pembuktian

modern, termasuk pemanfaatan teknologi digital, sangat
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diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pembuktian di
pengadilan.
Kualitas Penilaian Bukti oleh Hakim dalam
Menentukan Putusan

Hakim memiliki wewenang penuh dalam menilai
kualitas dan kekuatan alat bukti yang diajukan di
persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Namun, salah
satu tantangan yang sering muncul adalah kurangnya
konsistensi dalam putusan hakim pada kasus yang
memiliki pola pembuktian serupa. Dalam beberapa kasus,
terdapat perbedaan penilaian terhadap alat bukti yang
sama, di mana hakim di satu pengadilan menyatakan suatu
bukti sah dan cukup kuat untuk menjerat terdakwa,
sedangkan hakim di pengadilan lain menyatakan bukti
tersebut tidak cukup untuk membuktikan kesalahan
terdakwa. Inkonistensi ini dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum dan merusak kepercayaan
masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena
itu, diperlukan pedoman yanglebih jelas bagi hakim dalam
menilai alat bukti serta penerapan standar pembuktian
yang lebih seragam di berbagai tingkat peradilan.

Selain itu, objektivitas hakim dalam menilai alat
bukti juga menjadi faktor yang perlu dievaluasi secara
berkala. Hakim dituntut untuk tidak terpengaruh oleh

tekanan eksternal, baik dari opini publik, kepentingan
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politik, maupun intervensi dari pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap putusan. Dalam beberapa kasus,
hakim cenderung menitikberatkan putusan pada aspek
formalitas hukum, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti
lain yang dapat mendukung pencarian kebenaran materiil.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan
terhadap independensi hakim, termasuk dengan
mendorong transparansi dalam proses pengambilan
keputusan, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar
mencerminkan keadilan yang objektif dan berdasarkan

alat bukti yang sah.

. Studi Kasus Pembuktian dalam Beberapa Jenis
Perkara
Kasus Korupsi: Pembuktian Melalui Bukti Keuangan
dan Pembuktian Terbalik

Pembuktian dalam perkara korupsi sering kali
mengandalkan bukti transaksi keuangan sebagai alat
utama untuk mengungkap keterlibatan pelaku. Dalam
banyak kasus, pelaku tindak pidana korupsi tidak secara
langsung terlibat dalam pengelolaan uang negara,
melainkan menggunakan pihak ketiga, perusahaan fiktif,
atau rekening bank milik orang lain untuk menyamarkan
aliran dana. Oleh karena itu, analisis terhadap laporan

keuangan, mutasi rekening bank, dan rekam transaksi
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elektronik menjadi metode utama dalam membuktikan
keterlibatan pelaku. Alat bukti seperti dokumen kontrak
proyek, laporan keuangan perusahaan, serta data
transaksi melalui sistem perbankan sering kali diajukan
oleh jaksa untuk menunjukkan adanya aliran dana ilegal
yang mengarah pada terdakwa. Selain itu, kerja sama
dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan) juga menjadi elemen penting dalam melacak
jejak keuangan yang mencurigakan dalam perkara korupsi.

Selain mengandalkan bukti transaksi keuangan,
pembuktian terbalik juga menjadi strategi hukum yang
diterapkan dalam kasus korupsi. Berdasarkan Pasal 37 UU
Tipikor, terdakwa dalam kasus korupsi dibebani kewajiban
untuk membuktikan bahwa kekayaan atau aset yang
dimilikinya berasal dari sumber yang sah. Jika terdakwa
tidak dapat membuktikan asal-usul kekayaannya, maka
hakim dapat menjadikannya sebagai indikasi adanya
praktik korupsi. Mekanisme ini bertujuan untuk
membalikkan beban pembuktian yang biasanya ada di
tangan jaksa, sehingga pelaku tindak pidana korupsi tidak
bisa hanya mengandalkan celah hukum untuk
menghindari hukuman. Namun, penerapan pembuktian
terbalik masih menghadapi tantangan, terutama dalam

memastikan bahwa hak-hakterdakwa tetap dilindungi dan
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tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam
penegakan hukum (Nurmalasari & Mita, 2021).
Kasus Narkotika: Pembuktian melalui Barang Bukti
dan Uji Laboratorium

Dalam perkara narkotika, barang bukti fisik
menjadi elemen utama dalam pembuktian. Narkotika yang
disita daritersangka harus melalui proses verifikasi dan uji
laboratorium untuk memastikan jenis, kadar, dan jumlah
zat terlarang yang ditemukan. Laboratorium forensik
berperan dalam menganalisis kandungan zat narkotika,
serta membandingkannya dengan daftar zat yang
dikategorikan sebagai narkotika berdasarkan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain
itu, hasil uji laboratorium juga digunakan untuk
menentukan berat total barang bukti yang akan
berpengaruh terhadap tingkat hukuman yang dapat
dijatuhkan kepada terdakwa. Jika dalam analisis
laboratorium ditemukan bahwa barang bukti bukan
merupakan narkotika atau terdapat kesalahan dalam
prosedur pengujian, maka jaksa akan Kkesulitan
membuktikan kesalahan terdakwa.

Tantangan utama dalam pembuktian perkara
narkotika adalah membuktikan kepemilikan dan
keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran

narkotika. Banyak kasus di mana tersangka mengklaim
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bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan bukan
miliknya atau bahwa ia hanya menjadi korban jebakan.
Oleh karena itu, jaksa sering kali harus mengandalkan
bukti tambahan, seperti hasil percakapan dari perangkat
komunikasi terdakwa, rekaman transaksi narkotika, atau
keterangan saksi yang menunjukkan hubungan terdakwa
dengan jaringan pengedar. Dalam beberapa kasus,
penyidik juga menggunakan teknik controlled delivery,
yaitu metode penyamaran aparat dalam transaksi
narkotika untuk menangkap pelaku utama. Meskipun
metode ini efektif dalam membuktikan keterlibatan
terdakwa, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-
hati agar tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip
due process of law.
Kasus Kejahatan Siber: Pembuktian Digital dan Analisis
Forensik

Kejahatan siber memiliki tantangan tersendiri
dalam pembuktian karena sering kali tidak melibatkan
barang bukti fisik, melainkan bukti digital yang harus
diverifikasi melalui forensik komputer. Bukti elektronik
seperti log data, metadata komunikasi, alamat IP, serta
rekaman transaksi digital menjadi alat utama dalam
membuktikan keterlibatan pelaku dalam kejahatan siber.
Penyidik biasanya bekerja sama dengan penyedia layanan

internet (ISP) atau platform digital untuk mendapatkan
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data yang dapat digunakan dalam proses penyelidikan.
Namun, karena sifatnya yang tidak berwujud secara fisik,
bukti digital harus melalui proses autentikasi agar dapat
diterima dalam persidangan. UU ITE mengatur bahwa
bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang
sah, tetapi harus memenuhi standar keabsahan dan
integritas data.

Selain tantangan dalam mengumpulkan bukti,
membuktikan keterlibatan pelaku dalam kejahatan siber
juga menjadi aspek yang kompleks. Dalam beberapakasus,
pelaku menggunakan teknik anonimisasi, VPN, atau server
luar negeri untuk menyembunyikan identitasnya, sehingga
sulit bagi penyidik untuk mengidentifikasi dan mengaitkan
pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena
itu, analisis forensik digital sangat diperlukan untuk
menelusuri jejak elektronik yang ditinggalkan pelaku.
Namun, dalam praktiknya, tidak semua aparat penegak
hukum memiliki kemampuan yang memadai dalam
melakukan forensik digital, sehingga terkadang terjadi
kegagalan dalam menghadirkan bukti yang cukup kuat di
pengadilan. Untuk meningkatkan efektivitas pembuktian
dalam kejahatan siber, diperlukan penguatan regulasi,
peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kerja
sama internasional dalam investigasi kejahatan lintas

negara.
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Glosarium

Hukum
Pembuktian
Pidana

Asas Pembuktian

Alat Bukti

Beban
Pembuktian

Penyelidikan

Penyidikan

Persidangan
Pidana

Cabang hukum yang mengatur tata cara dan

: ketentuan dalam membuktikan suatu tindak

pidana di pengadilan.

Prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam

: menentukan keabsahan dan kekuatan alat

bukti dalam perkara pidana.

Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk

. membuktikan kebenaran suatu peristiwa
" pidana, seperti saksi, dokumen, dan barang

bukti.

Kewajiban untuk membuktikan suatu fakta

_dalam proses peradilan, biasanya berada
" pada jaksa penuntut umum dalam perkara

pidana.

Tahap awal dalam proses hukum pidana yang

_ bertujuan mencari dan menemukan suatu
" peristiwa yang diduga merupakan tindak

pidana.

Tahapan lanjutan setelah penyelidikan yang

. bertujuan mengumpulkan bukti guna
" menentukan tersangka dan memperkuat

dakwaan.

Proses pemeriksaan perkara di pengadilan

: yang bertujuan untuk mengadili terdakwa

berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi.
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Hakim

Saksi

Saksi Ahli

Forensik Digital

Bukti Elektronik

Kesalahan
Pembuktian

Tindak Pidana
Korupsi

Tindak Pidana
Narkotika

Pejabat pengadilan yang berwenang menilai

. alat bukti, mendengar keterangan saksi, serta
" memutuskan perkara berdasarkan hukum

yang berlaku.

Orang yang memberikan keterangan

: mengenai suatu peristiwa yang diketahuinya

secara langsung dalam proses peradilan.

Orang yang memiliki keahlian khusus dan
memberikan pendapat berdasarkan

: keahliannya dalam persidangan untuk

membantu hakim memahami aspek teknis
suatu perkara.

[lmu yang digunakan untuk menganalisis dan

~mengungkap bukti elektronik dalam kasus
" kejahatan siber dan kejahatan berbasis

teknologi lainnya.

Data digital yang dapat digunakan sebagai

_alat bukti dalam perkara pidana, seperti
" rekaman CCTV, e-mail, atau data forensik

komputer.

Kekeliruan dalam menilai alat bukti yang

. dapat menyebabkan putusan yang tidak adil,
" termasuk salah tangkap atau vonis yang

keliru.

Kejahatan yang berkaitan dengan

. penyalahgunaan wewenang untuk
" memperoleh keuntungan pribadi, sering kali

memerlukan pembuktian khusus.

. Kejahatan yang berhubungan dengan

produksi, distribusi, dan penyalahgunaan
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Tindak Pidana
Siber

Penyalahgunaan
Alat Bukti

Harmonisasi
Regulasi

Perbandingan
Sistem Hukum

Kajian Empiris

narkotika, yang memiliki standar
pembuktian khusus.

Kejahatan yang dilakukan melalui atau

: dengan menggunakan teknologi informasi,

seperti peretasan atau penipuan daring.

Penggunaan alat bukti secara tidak sah atau

: manipulatif dalam proses hukum yang dapat

merugikan keadilan.

Upaya menyelaraskan aturan hukum yang

: berlaku dalam sistem pembuktian pidana

untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan.

Studi mengenai perbedaan dan persamaan

: sistem hukum pembuktian di berbagai

negara, seperti civil law dan common law.

Pendekatan penelitian yang berbasis pada

_analisis data dan fakta nyata dalam praktik
" hukum pembuktian pidana untuk menilai

efektivitas sistem peradilan.
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Sinopsis

Suatu Pengantar Pembuktian Hukum Pidana memberikan
pemahaman mendalam mengenai proses pembuktian dalam
sistem hukum pidana. Buku ini membahas secara
komprehensif mulai dari pengertian, tujuan, dan asas-asas
pembuktian pidana hingga alat bukti yang digunakan dalam
peradilan. Selain itu, buku ini mengulas secara rinci beban
pembuktian, tahapan penyelidikan, penyidikan, persidangan,
serta penilaian bukti oleh hakim. Dilengkapi dengan kajian
mengenai penyimpangan dalam pembuktian dan dinamika
perkembangan hukum, buku ini menjadi referensi yang
relevan bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, serta siapa
saja yang ingin memahami seluk-beluk pembuktian dalam
konteks hukum pidana. Dengan pendekatan yang jelas dan
terstruktur, buku ini memberikan wawasan yang
komprehensif serta aplikatif dalam memahami sistem
pembuktian di peradilan pidana.
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